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	Pengelolaan dana publik di tingkat lokal masih menyisakan persoalan mendasar, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program berbasis masyarakat karena lemahnya pengawasan dan evaluasi yang berfokus pada proses menyebabkan berbagai laporan pertanggungjawaban sering kali tidak sepenuhnya merefleksikan praktik yang terjadi di lapangan (Rizki, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal dengan praktik pengelolaan dana publik yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat serta minimnya pengawasan.
Pemerintah Kota Samarinda menanggapi kebutuhan pembangunan berbasis masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), program ini menggunakan skema pengelolaan dana publik berbasis swakelola IV yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melakukan layanan publik. Menurut (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022)  Pengelolaan dana Probebaya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan prinsip normatif yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang secara konseptual selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan tata kelola dana publik.
Namun pada praktik pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahanan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip normatif dengan kondisi di lapangan. Menurut Beri (2024) anggota DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyoroti adanya kesenjangan antara keterlibatan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan serta penentuan prioritas kegiatan pada Probebaya. Indikasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Probebaya belum berjalan efektif karena minimnya pelibatan masyarakat. Berdasarkan observasi awal salah satu informan masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi gang jalan di sekitar rumahnya yang belum mengalami perbaikan dalam beberapa waktu terakhir kalaupun sudah diperbaiki kualitas jalannya yang tidak rata, sehingga saat hujan menyulitkan mobilitas warga. Informan kunci menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengalaman masyarakat dengan mekanisme pembangunan yang telah ditetapkan sehingga menarik untuk dikaji melalui pendekatan audit sosial dalam pelaksanaan Probebaya. 
		Menilai pengelolaan dana Probebaya membutuhkan standar efektivitas yang jelas, menurut Wuryanti & Anggriani, (2021) apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif dengan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Standar efektivitas yang bersumber dari regulasi program itu sendiri dipilih karena paling sasuai dan kontekstual karena kriteria eksternal yang belum tentu sesuai dengan karakteristik program swakelola IV yang berbasis komunitas di tingkat RT seperti Probebaya.
Probebaya adalah program yang dirancang mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitar seperti RT dengan difasilitasi pemerintah kota, sehingga keluarannya adalah pelayanan publik yang dilakukan masyarakat melalui Pokmas untuk masyarakat tepat sesuai kebutuhan sehingga meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan merata (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022). Berbagai macam kegiatan yang difasilitasi seperti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan karena berkaitan langsung dengan akses dan mobilitas yang menjadi fokus utama untuk dijalankan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Kelompok Masyarakat atau Pokmas adalah sebuah komunitas warga yang dibentuk melalui musyawarah di tingkat Kelurahan, khusus ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Pokmas bertugas sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan ini sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan perwali Nomor 11 tahun 2022 pasal 1 Nomor 17 (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022). Setiap dana Probebaya untuk setiap RT di kelola oleh Pokmas tak terkecuali RT 46 yang dana Probebayanya di kelola oleh Pokmas Suko Makmur dengan anggota yang menjadi Pokmas memiliki surat kerja (SK) langsung dari Kelurahan untuk mengelola dana Probebaya didampingi dengan tim pelaksana Probebaya lain yang paling dekat dengan realisasi lapangan seperti tim fasilitasi Kelurahan karena jalannya Probebaya harus diawasi karena melibatkan dana publik.
Pada konteks pengelolaan dana publik berbasis komunitas, audit sosial menjadi relevan untuk dikaji karena tidak hanya sebagai alat pengawasan konvensional tapi juga mekanisme membuka ruang bagi komunitas untuk berpartisipasi langsung dalam memantau proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan program berjalan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. (Krisnawati & Prakasa, 2025). Audit sosial menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan pengelolaan dana publik.
Berbagai penelitian menunjukkan variasi penerapan audit sosial di tiap negara seperti menurut Grigorescu & Hațegan (2016) menjelaskan bahwa audit sosial di Romania masih terbatas karena hanya dipahami sebagai layanan sosial dan perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas dan tanggung jawab sosial. Menurut J et al. (2020) menjelaskan audit sosial seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada cooperatives masih cenderung normatif di atas kertas tapi pincang di praktik. Menurut Kumar (2024) audit sosial terbukti meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas dan mendorong masyarakat lebih adil pada program di India. Perbedaan kondisi menciptakan celah penelitian bagaimana audit sosial dapat berfungsi secara efektif pada konteks program pembangunan yang tidak didukung oleh kelembagaan audit sosial yang formal dan terstruktur.
[bookmark: _Hlk222602463]Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa audit sosial umumnya diterapkan dalam kerangka kelembagaan formal atau bersifat struktural, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi yang memiliki mekanisme audit yang baku. Namun, dalam konteks empiris belum banyak yang mengkaji bagaimana audit sosial berjalan dilapangan khususnya audit sosial berbasis nonstruktural dalam pengelolaan dana publik tingkat RT belum banyak dikaji. Pada penelitian kali ini, audit sosial nonstruktural dipahami sebagai mekanisme evaluasi yang tidak ditopang oleh lembaga audit independen, tidak memiliki kewajiban formal yang mengikat penyelenggara, dan tidak tersedia sanksi terstruktur apabila prinsip pelaksanaan tidak terpenuhi. Karakteristik inilah yang melekat pada konteks audit sosial nonstruktural pada Probebaya di tingkat RT.
[bookmark: _Toc202256184][bookmark: _Toc209422931][bookmark: _Toc202256547]Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan dana dipahami sebagai sejauh mana prinsip-prinsip pelaksanaan yang ditetapkan oleh regulasi program itu sendiri terpenuhi secara substantif di lapangan. Standar efektivitas yang digunakan bukan kriteria eksternal, melainkan empat prinsip normatif yang secara eksplisit diamanatkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis Probebaya, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Keempat prinsip ini sekaligus merupakan instrumen penilaian dalam audit sosial, sehingga perspektif audit sosial nonstruktural menjadi kerangka yang paling relevan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana Probebaya dalam konteks penelitian ini. Banyaknya penelitian yang membahas audit sosial secara konseptual dan normatif dalam kerangka kelembagaan formal, membuat pentingnya melakukan kajian secara empiris sehingga peneliti melakukan penelitian yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas dari perspektif audit sosial karena dengan menggunakan metodologi kualitatif studi kasus. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam efektivitas pengelolaan dana Probebaya oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam perspektif audit sosial, khususnya kegiatan pembangunan jalan RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.		Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Probebaya oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda ditinjau dari perspektif audit sosial nonstruktural?
Tujuan Penelitian
Mengetahui lebih mendalam efektivitas pengelolaan dana Probebaya  dari perspektif audit sosial nonstruktural yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi dan berkelanjutan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Suko Makmur di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, khususnya pada kegiatan pembangunan jalan di RT 46.
[bookmark: _Toc202256548][bookmark: _Toc202256185][bookmark: _Toc209422932]Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Suko Makmur dalam kegiatan Pembangunan jalan di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Menilai efektivitas pengelolannya ditinjau dari prinsip audit sosial yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan yang berbasis komunitas dan nonstruktural.
[bookmark: _Toc209422934][bookmark: _Toc202256187][bookmark: _Toc202256550]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc209422935][bookmark: _Toc202256551][bookmark: _Toc202256188]Manfaat Teoritis
1. 		Memperkuat konsep audit sosial dengan  mengkontekstualisasikan konsep audit sosial yang selama ini banyak bersifat konseptual ke dalam sebuah studi empiris. hasilnya dapat memperkuat landasan teoritis audit sosial sebagai instrumen pengawasan yang efektif untuk program pemberdayaan masyarakat.
2. 		Pengembangan ilmu akuntansi audit dengan memperluas pemahaman tentang audit sosial sebagai alat evaluasi nondana yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat masyarakat.
[bookmark: _Toc202256189][bookmark: _Toc209422936][bookmark: _Toc202256552]Manfaat Praktis
1. 		Memberikan pemahaman mengenai pentingnya audit sosial sehingga pengelolaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. 		 Referensi dan pembanding tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas program berbasis masyarakat, akuntabilitas dana desa/Kelurahan, dan audit sosial.
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TINJAUAN PUSTAKA
Audit Sosial
Secara historis, audit sosial mulai berkembang pada 1950 sebagai instrumen untuk menuntut akuntabilitas korporasi atas dampak sosial dan ekonomi yang transparan. Penerapcannya meluas pada 1980-an sebagai alat evaluasi tata kelola instansi lalu pada 1990 audit sosial mendapat perhatian global dan digunakan berbagai negara (Nicola & Sarwono, 2023) Audit sosial terus berkembang menjadi alat evaluasi nonkeuangan yang bisa dilakukan siapa saja yang terdampak dari sebuah kebijakan suatu instansi yang masuk di segala sektor.
Menurut Priyanto & Budiyono (2024) audit sosial adalah mengukur manfaat dan keterbatasan yang di timbulkan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Audit sosial menilai sejauh mana program, kebijakan atau organisasi memberikan dampak terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan sekitar yang berdampak ke sosial.
Menurut Kumar (2024) social audit is a systematic evaluation of an organization's social, ethical, and environmental performance. Audit sosial menilai sejauh mana organisasi bertanggung jawab secara sosial, etis dan lingkungan bukan sekedar melihat hasil keuangan atau keberhasilan administrasi namun melihat juga pada prosesnya.
Menurut Nicola & Sarwono (2023) audit sosial adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah, mengevaluasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas atas keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Audit sosial disini berfungsi sebagai alat pengawasan publik untuk cara kerja sistematis yang melahirkan keputusan yang berdampak ke sosial masyarakat 
Audit sosial merupakan pendekatan evaluasi yang digunakan untuk menilai manfaat serta keterbatasan suatu program, kebijakan atau instansi terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Penilaian tidak fokus pada capaian administratif atau keuangan tetapi proses kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi terkait dan prinsip pelaksanaan yang dilakukan.
2.1.1	Tujuan Audit Sosial
Tujuan audit sosial bersifat kontekstual dan dapat berbeda antar organisasi sesuai tujuan serta prioritas yang ditetapkan, secara umum audit sosial bertujuan untuk menilai proses terjadinya kebijakan, praktik, serta dampak yang dihasilkan (Kumar, 2024). Pada penelitian ini, audit sosial terkait Probebaya yang memiliki tujuan sesuai Perwali No 11 tahun 2022 pasal 2 yaitu mengidentifikasi masalah dan prioritas kebutuhan setiap lingkungan RT, membangun sarana dan prasarana secara merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan ekonomi, sosial dan meningkatkan peran hingga pemberdayaan masyarakat disetiap prosesnya dari perencanaan hingga outcome.
2.1.2	Mekanisme Audit Sosial Nonstruktural pada Pelaksanaan Probebaya
Mekanisme audit sosial pada dasarnya bersifat kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menilai proses pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Nicola & Sarwono (2023) audit sosial digambarkan mekanisme pengawasan publik berbasis komunitas dengan dialog, pemetaan masalah dan umpan balik antar masyarakat dan penyelenggara program. Sejalan dengan Kumar (2024) audit sosial merupakan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat yang dilakukan diluar struktur audit formal pemerintah dan karakter audit sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku evalusi program publik. audit sosial yang bersifat nonstruktural adalah mekanisme evaluasi yang tidak ditopang
oleh lembaga audit independen, berdasarkan karakteristik yang diidentifikasi dari literatur dan kondisi regulasi Probebaya, audit sosial nonstruktural dalam penelitian ini didefinisikan sebagai mekanisme evaluasi yang tidak ditopang oleh lembaga audit independen, tidak memiliki kewajiban formal yang mengikat penyelenggara untuk mendistribusikan informasi dan melibatkan masyarakat, serta tidak tersedia sanksi terstruktur apabila prinsip-prinsip pelaksanaan tidak terpenuhi. Dalam konteks Probebaya, karakteristik inilah yang berlaku dengan tidak terdapat badan eksternal yang secara khusus bertugas mengaudit proses pengelolaan dana di tingkat RT, sehingga efektivitas pengawasan sepenuhnya bergantung pada kesadaran pengelola, kapasitas Pokmas, dan inisiatif masyarakat secara individual. 
	Karakter nonstruktural ini tercermin dalam konstruksi pada pasal 44 ayat (1) hanya mengatur pengawasan berjenjang dari dalam mulai tim fasilitasi Kelurahan hingga tim pengendali Probebaya tanpa melibatkan badan eksternal yang berwenang menjatuhkan sanksi, sementara pasal 3 ayat (1) menetapkan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan sebatas nilai normatif tanpa mekanisme penegakan yang mengikat secara struktural (Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan Probebaya bertumpu pada kesadaran kolektif masyarakat dan kapasitas Pokmas, bukan kewajiban formal institusi eksternal, sehingga berdasarkan karakter nonstruktural inilah, diperlukan kerangka indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip pelaksanaan Probebaya terpenuhi secara substantif di lapangan.



2.1.3	Kerangka IndikatorAudit Sosial Nonstruktural pada Probebaya
		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (2022) prinsip pelaksanaan Probebaya yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi  dan  keberlanjutan  digunakan  sebagai  kerangka  indikator  untuk
membaca praktik audit sosial dalam pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas. Berikut penjelasan kerangka indikatornya
1.		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (2022) transparansi merupakan salah satu prinsip pelaksanaan Probebaya yang mengharuskan keterbukaan informasi dalam setiap tahap pengelolaan dana kepada masyarakat. Dalam kerangka audit sosial, Nicola & Sarwono (2023) menegaskan bahwa transparansi tidak cukup hanya tersedia pada tingkat dokumen pengelola, melainkan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai pihak yang berhak melakukan pengawasan. 
Dengan demikian, transparansi pada Probebaya dipahami sebagai mekanisme audit sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses nyata terhadap informasi perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana secara terbuka sebagai dasar pengawasan sosial yang efektif. 
2.		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, akuntabilitas dalam Probebaya mewajibkan Pokmas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara administratif, teknis, maupun sosial. Grigorescu & Hațegan (2016) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas dalam audit sosial mencakup dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu akuntabilitas vertikal kepada pemerintah sebagai otoritas formal dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan prosedural dalam penyusunan laporan formal kepada pemerintah, tetapi juga sebagai kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat yang terdampak program secara langsung.
3.		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, partisipasi merupakan prinsip yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan Probebaya mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sejalan dengan Kumar (2024) menegaskan bahwa partisipasi dalam audit sosial baru bermakna ketika keterlibatan masyarakat tidak hanya hadir pada tahap perencanaan, tetapi merentang secara aktif hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan sebagai bentuk kontrol sosial yang nyata. 
Dengan demikian, partisipasi dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar kehadiran warga dalam forum rembug warga, melainkan keterlibatan yang substansif dan berkelanjutan di seluruh siklus pengelolaan dana sebagai indikator sejauh mana masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor pengawasan sosial.
4.		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, keberlanjutan dalam Probebaya menekankan bahwa manfaat program harus dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Kumar (2024) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa keberlanjutan program publik mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Priyanto & Budiyono (2024) menambahkan bahwa keberlanjutan tidak semata-mata ditentukan oleh desain kelembagaan formal, melainkan juga oleh kapasitas sosial komunitas seperti gotong royong dan iuran komunitas yang mencerminkan modal sosial lokal yang mengakar. Dalam penelitian ini, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan hasil pembangunan jalan untuk tetap berfungsi dan terpelihara secara mandiri oleh masyarakat, baik melalui mekanisme formal program maupun melalui inisiatif sosial komunitas yang tumbuh dari kesadaran dan kepentingan warga secara kolektif.
2.2	Efektivitas Pengelolaan dana Publik pada Probebaya
	Efektivitas secara umum dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wuryanti & Anggriani (2021), suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dengan indikator efektivitas yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, dalam konteks program publik berbasis komunitas yang bersifat process-based seperti Probebaya, efektivitas tidak semata-mata diukur dari capaian output fisik maupun dampak akhir, melainkan dari sejauh mana proses pengelolaan dana dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang telah ditetapkan dalam regulasi program. 

Menurut Silvia & Myrna (2023) dana publik merupakan sumber daya yang terbatas sehingga pengelolaannya wajib memenuhi prinsip good governance sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, sejalan dengan itu Erlangga (2025) mengungkapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana publik secara umum mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konteks Probebaya, prinsip-prinsip tersebut dilembagakan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dengan menambahkan dimensi keberlanjutan sebagai prinsip pelaksanaan program.sehingga efektivitas pengelolaan dana Probebaya secara konseptual dipahami sebagai tingkat keterpenuhan keempat prinsip normatif tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan yang selaras dengan instrumen dalam audit sosial.
2.3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya)
		Menurut Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (2022) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) adalah program pemerintah daerah untuk pembangunan ditingkat RT untuk meningkatkan kemandirian dan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur tapi juga membangun masyarakat untuk mandiri secara ekonomi seperti pelatihan pembuatan produk untuk usaha mikro. Probebaya memiliki prinsip yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaannya yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan.
Pengelolaan dana pada Probebaya yang dijalankan Kota Samarinda berbasis swakelola IV membuat masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat tapi juga ikut andil dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban (Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022). Masyarakat yang menjadi pelaksana Probebaya merupakan masyarakat yang masuk ke sebuah komunitas hasil permusyawarahan oleh masyarakat itu sendiri yang secara langsung di tetapkan oleh Lurah melalui surat keputusan (SK) untuk mengelola dana Probebaya, berdasarkan permasalahan terkait masyarakat sipil juga bisa ikut terlibat dalam perencanaan sesuai tertuang pada prinsip pelaksanaan Probebaya yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan.
2.4 	Pelaksana Pengelolaan dana Probebaya
		Probebaya memiliki tim pelaksana diberbagai lapisan mulai dari kota, kecamatan, Kelurahan hingga RT atau masyarakat untuk mengelola dananya namun yang paling dekat dengan representasi prinsip Probebaya yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan adalah tim pelaksana Kelurahan dan RT atau masyarakat yaitu tim fasilitasi Probebaya dan Pokmas  (Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan  Pemberdayaan Masyarakat , 2022). Kedua Tim menjadi kunci kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola dana publik di lapangan dengan transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana kepada masyarakat. Akuntabilitas terlihat dari tanggung jawab Pokmas dalam pengelolan dan pelaporan dana, yang didampingi secara administratif dan teknis oleh tim fasilitasi. Partisipasi diwujudkan melalui pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, terakhir keberlanjutan ditunjukkan lewat peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolan pembangunan.
2.4.1	Kelompok Masyarakat 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) merupakan komunitas hasil permusyawarahan masyarakat berupa rembug warga yang memiliki visi dan misi yang sejalan, lalu akan disahkan melalui surat keputusan oleh Lurah untuk melaksanakan perencanaan hingga pertanggung jawaban pengelolaan dana Probebaya (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022). Pokmas sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dalam melaksana program pemerintah, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas serta integritas dari anggota Pokmas.
2.4.2	Tim Fasilitasi Kelurahan
		Tim Fasilitasi Kelurahan pada Probebaya meliputi sosialisasi program kepada masyarakat, memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan Probebaya di tiap RT, serta memberikan saran dan masukan terhadap permasalahanan yang muncul (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022) Sehingga Tim Fasilitasi Kelurahan menjadi penghubung pemerintah dan masyarakat yang memastikan sinergi, kepatuhan hingga efektivitas Probebaya yang dilakukan Pokmas.
2.5	Penelitian Terdahulu.
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul
	Metodologi Penelitian
	Hasil
	Perbedaan dengan Penelitian Ini

	1.
	Priyanto & Budiyono (2024)
	Dampak Greenwashing Terhadap Investasi Keberlanjutan Serta Peran Audit Sosial dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial
	Tinjauan Pustaka & Analisis Konten
	Audit sosial eksternal memiliki peran penting dalam pencegahan greenwashing karena mampu menurunkan minat investor pada perusahaan yang tidak jujur dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya.
	Berfokus pada sektor swasta (perusahaan) dan isu Investasi Keberlanjutan. Sementara penelitian ini berfokus pada sektor publik (dana pemerintah daerah).


	Dilanjutkan dihalaman berikutnya	
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	2.
	Kumar (2024)
	Role of Social Audit in Decentralized Democracy
	Konseptual / Tinjauan Pustaka
	Audit sosial berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga, serta membangun kepercayaan dalam tata kelola lokal.
	Menguji dan menganalisis efektivitas aktual implementasi audit sosial dalam pengelolaan dana publik (Probebaya) di satu lokasi spesifik (Kecamatan Palaran).

	3.
	J et al. (2020)
	Social Auditing and Its Applicability to Maltese Co-operatives
	Metodologi Campuran
	Audit sosial pada Maltese cooperatives sudah applicable tapi belum siap dan butuh Beechwood model dan Euro Coop indicators inter disciplinary, and monitored cooperatives board. Sehingga perlu kembangkan fundamental sebelum regulasi.
	Berfokus penelitian empiris kualitatif studi kasus Probebaya Palaran yang bersifat nonstruktural.


Dilanjutkan halaman berikutnya





Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
	4.
	Grigorescu & Hațegan (2016)
	The Development of the Social Audit Concept in Romania
	Tinjauan Literatur dan Analisis Komparatif
	Audit sosial di Romania masih terbatas karena hanya dipahami sebagai layanan sosial dan perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas dan tanggung jawab sosial.
	Meneliti mendalam terkait implementasi Probebaya dengan menilai proses partisipasi dan kinerja sesuai prinsip pelaksanaan pada pengelolaan dananya.

	5.
	Santoso & Aprillianto (2019)
	The Needs and Readines Analysis of Social Audit Implementation in Indonesia.
	Studi Literatur
	Indonesia sangat butuh audit sosial untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi pelaporan CSR dan memperkuat kontrol isu sosial.
	Studi kasus empiris yang secara spesifik menguji efektivitas pengelolaan dana Probebaya melalui perspektif audit sosial pada konteks mikro.


Sumber diolah 2026




2.6	Kerangka Berpikir
		Penelitian ini berangkat dari persoalan pengelolaan dana pada pelayanan  publik berupa sarana dan prasarana pada Probebaya di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Probebaya dilaksanakan swakelola IV oleh Pokmas dengan prinsip pelaksanaannya yaitu transparan, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat di realitas khususnya sarana dan prasarana jalan di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran.
		Audit sosial diposisikan sebagai perspektif analitis untuk menilai efektivitas pengelolaan dana Probebaya karena kesamaan instrumen pelaksanaan pada Probebaya dan penilaian audit sosial yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan pada penelitian terdahulu. Audit sosial menekankan evaluasi proses bukan hanya hasil akhir dengan berfokus pada keterlibatan masyarakat sebagai subjek pengawas dan penerima manfaat. Konteks pada Probebaya, audit sosial dijalankan tanpa struktur kelembagaan khusus sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas Pokmas, peran Tim Fasilitasi Kelurahan, serta tingkat partisipasi masyarakat. 
		Pada penelitian ini yang berfokus ke Pokmas Suko Makmur terkait dana Sarana dan Prasarana untuk jalan, sehingga hasil dari penilaian efektivitas pengelolaan dana Probebaya yang dikelola Pokmas Suko Makmur untuk RT 46 akan dilihat dari pencapaian pembangunan jalan yang ada di RT 46




Bagaimana efektivitas pengelolaan dana Probebaya oleh kelompok masyarakatt (Pokmas) di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda ditinjau dari perspektif audit sosial nonstruktural


Keluhan masyarakat terkait pembangunan gang jalan di wilayah RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, yang belum mengalami perbaikan yang cukup lama dan pernyataan ketua Pokmas terkait jalan akan di perbaiki secara bertahap.



Probebaya

Pengelolaan Dana Oleh Pokmas


Keberlanjutan
Hasil pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya semua masyarakat dan berkesinambungan.

Partisipasi
Seluruh anggota masyarakat secara adil berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan pelestarian kegiatan Probebaya
Akuntabilitas
Seluruh pelaksanaanya bersifat akuntabel atau wajib dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
Transparani
Seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka






Efektivitas Pengelolaan Dana Probebaya 

       
Pencapaian Pembangunan Jalan RT 46  Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Peneliti 2025
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Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan secara holistik dan mendalam terhadap subjek atau informan dengan konteks sesuai tujuan dan manfaat penelitian secara alamiah (Alaslan et al., 2023). Kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas ditinjau dari prinsip pelaksanaannya yang sesuai dengan instrumen audit sosial yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan tanpa mengukur angka secara statistik atau hasil akhir, tetapi memahami proses, praktik serta pengalaman para pelaksana dan masyarakat.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin memahami pengalaman informan dalam efektivitas mengelola dana Probebaya dengan audit sosial nonstruktural. Menurut Dameria Sinaga (2025) studi kasus adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan terhadap suatu kasus yang benar-benar memang ada serta merupakan kasus yang sangat menarik. Peneliti akan berusaha memahami perspektif informan tanpa memaksakan asumsi awal peneliti terkait masalah yang ada.
Fokus kajian pada penelitian ini adalah prinsip audit sosial yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana Probebaya pada Pembangunan jalan di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran yang meliputi:
1. Transparansi pada pengelolaan dana pembangunan jalan
2. Akuntabilitas Pokmas pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
4. Keberlanjutan hasil pembangunan jalan bagi masyarakat.
		Keempat prinsip tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas pengelolaan dana Pembangunan jalan dalam Probebaya.
3.3	Definisi Operasional
		Definisi operasional disusun memberikan batasan yang jelas mengenai konsep-konsep yang digunakan dan dapat dipahami serta diamati secara nyata di lapangan. Penelitian ini memfokuskan audit sosial pada Probebaya sebagai mekanisme pengawasan nonstruktural dalam pengelolaan dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Karakteristik nonstruktural pada audit sosial di penelitian ini bukan merupakan variabel yang diukur, melainkan kondisi kontekstual yang menjelaskan mengapa keterbatasan pada keempat prinsip tersebut terjadi, sebagaimana dikonfirmasi oleh tidak adanya pasal sanksi horizontal dalam Perwali No. 11 Tahun 2022.
		Efektivitas dalam penelitian ini dioperasionalkan berdasarkan prinsip pelaksanaan yang ditetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Pemilihan kerangka ini didasarkan pada pertimbangan bahwa standar efektivitas yang paling sahih untuk menilai suatu program adalah standar yang ditetapkan oleh regulasi program itu sendiri, bukan kriteria eksternal yang mungkin tidak sesuai dengan konteks pelaksanaannya. Keempat prinsip tersebut sekaligus merupakan instrumen audit sosial, sehingga perspektif audit sosial menjadi kerangka analitis yang paling relevan untuk penelitian ini.
		Empat instrumen audit sosial itu dimaknai dalam Probebaya sebagai berikut:
1.	Transparansi
Transparansi pada penelitian ini dilihat dari keterbukaan Pokmas dan pihak Kelurahan dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan kegiatan, besaran dana, pelaksanaan pembangunan jalan, serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui forum rembug warga maupun akses terhadap dokumen kegiatan. 
2.	Akuntabilitas 
Akuntabilitas pada penelitian ini dilihat dari kemampuan Pokmas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Probebaya, serta menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang mencerminkan kondisi riil di lapangan.
3.	Partisipasi 
Partisipasi masyarakat pada penelitian ini dilihat dari keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan jalan termasuk kehadiran dalam musyawarah warga, keterlibatan dilapangan serta penyampaian pendapat atau evaluasi terhadap program.
4.	Keberlanjutan 
Keberlanjutan pada penelitian ini dilihat dari sejauh mana hasil Pembangunan jalan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, adanya upaya pemeliharaan oleh masyarakat serta komitmen Pokmas dan Kelurahan dalam menjaga keberlangsungan manfaat Pembangunan.
Keseluruhan konsep didefinisikan secara operasional didiamati melalui wawancara dengan Ketua Pokmas periode 2025, Tim Fasilitasi Kelurahan Periode 2025, dan masyarakat, serta diperkuat dengan observasi hingga dokumentasi. Berdasarkan definisi operasional tersebut, efektivitas pengelolaan dana Probebaya dalam penelitian ini ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan.
3.4	Jangkauan Penelitian
Penelitian ini dilakukan ke ketua Pokmas Suko Makmur yang terdapat di RT 46, Aparat Kelurahan yang menjadi Tim Fasilitasi Kelurahan dan Masyarakat.
3.5	Jenis Data
Jenis data ada 2 berdasarkan sumbernya yaitu Primer dengan mendapat data langsung dari informan Dengan wawancara dan observasi  dan sekunder dengan mendapat data tidak langsung seperti dokumen (Hardani et al., 2020) Penelitian ini akan menggunakan sumber primer yaitu Ketua Pokmas Probebaya, Tim Fasilitasi Kelurahan, dan Masyarakat. Sumber Sekunder yaitu Dokumen terkait pembangunan jalan RT 46.
3.6	Teknik Pengumpulan Data
Menurut Abdussamad (2021) teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan data lapangan melalui informan, dokumentasi ataupun observasi. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi terkait tujuan penelitian.
Menurut Sugiyono (2014) secara umum ada empat teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumen dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utama untuk mengumpulkan data dari para informan dan teknik dokumen sebagai pendukung untuk melihat indikator transparansi dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, menurut Abdussamad (2021) purposive sampling ialah memilih informan yang memahami masalah utama dalam suatu masalah sesuai tujuan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan informan yang memiliki informasi yang sejalan dengan masalah yang diteliti.
3.6.1	Informan
Menurut Rukin (2019) informan adalah orang yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas terkait permasalahanan yang diteliti. Keempat informan yang dipilih dalam penelitian ini mewakili tiga posisi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem pengelolaan dana Probebaya: pengelola program (Ketua Pokmas), fasilitator pemerintah (Tim Fasilitasi Kelurahan), dan penerima manfaat langsung (dua orang masyarakat RT 46). Ketiga posisi ini mencakup seluruh lapisan yang terlibat dalam proses transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan sehingga memungkinkan triangulasi sumber secara menyeluruh.
	1.	Ketua Pokmas	
Ketua Pokmas periode 2025 dipilih sebagai informan utama karena memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana Probebaya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan. Informan ini dinilai paling memahami proses pengelolaan dana secara administratif dan teknik sehingga relevan untuk menilai aspek transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif audit sosial.
	2. 	Tim Fasilitasi Kelurahan
Tim Fasilitasi Kelurahan dipilih karena berperan sebagai pendamping dan pengawas pelaksanaan Probebaya ditingkat Kelurahan dengan berfungsi memfasilitasi koordinasi antara Pokmas dan pemerintah daerah, memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Samarinda” No 11 Tahun 2022. Informan ini mampu memberikan perspektif institusional untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan dana oleh Pokmas.
	3. 	Masyarakat 
Masyarakat dipilih sebagai informan ada 2 orang karena merupakan pihak penerima manfaat langsung dari program Probebaya, khususnya Pembangunan jalan di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur sekaligus memiliki keterlibatan dan pemahaman fenomena yang diteliti. Sehingga menangkap dinamika relasi informasi dan pertanggungjawaban dalam konteks audit sosial nonstruktural.
Tabel 3.1 Informan
	No
	Nama
	Keterangan

	1.
	Hidayat
	Ketua Pokmas Suko Makmur

	2.
	Sultan Hassanudin
	Tim Fasilitasi Kelurahan

	3.
	Ayat
	Masyarakat

	4.
	Roma 
	Masyarakat


	Sumber diolah 2025
3.6.2	Wawancara
Menurut Sugiyono (2014) Wawancara merupakan kegiatan bertukar informasi antara kedua pihak melalui tanya jawab sehingga peneliti dapat membangun pemahaman. Pada penelitian peneliti akan melakukan dengan berbagai sumber informan terkait Probebaya dan masyarakat yang terkena dampak, Dengan wawancara semi struktur, yaitu wawancara menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel sehingga mendapat informasi lebih terbuka dan mendalam.
3.6.3	Dokumen
Menurut Sugiyono (2014) dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu berupa hasil karya momental seperti tulisan atau gambar. Penelitian ini akan mendokumentasikan dokumen terkait Probebaya seperti bukti administratif atau laporan pertanggung jawaban sebagai data pendukung.
3.6.4	Triangulasi Sumber
Menurut Sugiyono (2014) triangulasi sumber ialah upaya peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber data atau informan dengan mengumpulkan teknik pengumpulan data yang sama. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari sumber yang berbeda untuk mengetahui data yang didapatkan konsisten atau kontradiksi.
3.7	Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc202256219][bookmark: _Toc202256582][bookmark: _Toc209422962]	Menurut Milles et al. (2014)analisis data pada penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan simultan Data condensation, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagaimana yang diharapkan agar data kualitatif didapat dengan lebih mendalam, 
3.7.1 	Data Condensation
Data condensation adalah proses memilih dan menyaring data, memusatkan perhatian pada bagian yang penting, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah agar lebih ringkas dan mudah dianalisis. Data yang diproses ini berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan penelitian lainnya.(Milles et al., 2014). Peneliti akan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, membuang yang tidak penting, merangkum pernyataan panjang jadi inti makna, mengelompokkan data sejenis dan mengubah bentuk data misalnya dari narasi panjang jadi kode, tema, atau kategori, Langkah data condensation yaitu 
1.	Data Processing and Preparation
Menurut (Milles et al., 2014) data processing and preparation merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengubah data mentah hasil lapangan menjadi data tertulis yang jelas, sistematis, dan siap dianalisis. Proses ini diperlukan untuk mentranskripsikan hasil wawancara, merapikan dokumen pendukung, serta menyusun data secara sistematis sesuai fokus dan indikator penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan terhadap praktik pengelolaan dana Probebaya melalui perspektif audit sosial.
2.	First Cycle Codes and Coding
Pengodean (coding) merupakan proses pemberian label atau penanda makna pada data kualitatif untuk menangkap esensi informasi yang terkandung di dalamnya. Proses ini dilakukan secara bertahap melalui first-cycle coding dan second-cycle coding guna mengorganisasi data, mengidentifikasi pola, serta membangun tema-tema analitis. Dalam analisis data kualitatif, pengodean dipahami sebagai bagian inti dari proses analisis dan interpretasi data dengan menggunakan descriptive coding dan in vivo (Milles et al., 2014). Perlunya proses pengelompokan data secara sistematis agar informasi yang berkaitan dengan indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan dapat dikenali dengan jelas. 
Descriptive coding adalah teknik pengkodean dalam penelitian kualitatif yang cara kerjanya memberi label singkat pada potongan data kualitatif. In vivo adalah teknik pengkodean kualitatif dengan cara mengambil kata atau frasa persis dari ucapan informan lalu menjadikannya kode (Milles et al., 2014). Penggunaan descriptive coding dan in vivo coding dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami praktik pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas secara mendalam dari perspektif audit sosial nonstruktural. Descriptive coding digunakan untuk mengelompokkan data wawancara ke dalam topik-topik yang relevan dengan prinsip audit sosial, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Sementara itu, in vivo coding digunakan untuk mempertahankan istilah dan ungkapan asli informan sebagai representasi pengalaman empiris pelaksanaan audit sosial berbasis komunitas. dan mempertahankan makna empiris informan.
3.	Second Cycle Pettern
Menurut Milles et al. (2014) second-cycle coding dengan teknik pattern coding, yaitu proses pengelompokan kode-kode awal ke dalam sejumlah kategori atau tema yang lebih ringkas dan bermakna. Melalui teknik ini, kode-kode awal yang diperoleh dari wawancara dan dokumen disusun kembali ke dalam tema-tema analitis yang mengacu pada indikator audit sosial, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Pendekatan tersebut membantu peneliti menyederhanakan data kualitatif yang kompleks menjadi temuan yang lebih sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap efektivitas pengelolaan dana Probebaya dari sudut pandang para informan.
3.7.2	Data Display
Menurut (Milles et al., 2014) Penyajian data atau data display merupakan tahap kedua analisis di mana data dirangkum dan disusun rapi dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Pada penelitian ini data akan di urai sesuai tujuan penelitian dalam bentuk, tabel atau matriks sesuai indikatornya yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan pada efektivitas pembangunan jalan di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur. 
Checklist matrix sebagai sebuah format untuk menganalisis data lapangann pada satu variabel utama atau bidang kajian tertentu yang dapat digunakan ketika variabel tersebut penting secara koseptual bagi penelitian dan variabel tersebut dapat mudah diurai menjadi indikator atau komponen yang berbeda (Milles et al., 2014). Berdasarkan kegunaannya yang sesuai dengan penelitian ini yang dalam audit sosial sebagai variabel utama memiliki urgensi koseptual yang kuat dan dapat dijabarkan ke dalam komponen-komponen utama yang terukur yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan. 
Menurut Milles et al., (2014) komponen matirx checlist berasal dari kerangka konseptual dan memiliki dukungan kuat dalam literatur sehingga sejalan dengan prinsipnya bahwa matrix tepat digunakan ketika variabel utama dapat dijabarkan menjadi indikator-indikator lebih konkret dilapangan yang dengan taktik analitisnya adalah mencatat pola atau tema yang muncul dari data. Sehingga pada penelitian ini komponen audit sosial yang ada di marix checklist sesuai dengan literatur dan operasional konsep hingga pettern lahir dari datang lapangan,
3.7.3	Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Menurut Milles et al. (2014) penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan makna data sejak awal pengumpulan data dengan cara mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan makna tertentu, verifikasi adalah proses mengecek ulang kesimpulan tersebut agar benar-benar didukung oleh data. Pengecekan ini bisa sederhana membaca ulang catatan data lalu diverifikasi dengan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketua Pokmas, tim fasilitasi Kelurahan, dan masyarakat untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data.	
















BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1	Mekanisme Pengelolaan dana Probebaya di RT 46
		Penelitian ini meneliti tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di RT 46 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang mengadopsi skema swakelola IV berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 1 yaitu Masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan dana publik. Dana dialokasikan untuk Pembangunan jalan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
		Mekanisme pengelolan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 2 yaitu
		1.	Penetapan Pokmas melalui Surat Keputusan Lurah.
		2.	Rembug warga untuk penentuan prioritas.
		3.	Penyusunan proposal teknis.
		4.	Verifikasi Kelurahan.
		5.	Pelaksanaan
		6.	Pelaporan pertanggungjawaban berjenjang.
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4.1.2	Struktur dan Peran Pokmas
Ketua Pokmas
Hidayat Raga


Sekertaris
Edi Mulianto
Bendahara
Wawan P.S


Anggota :
1. Subandi
2. Supriyono Patriansyah
3. Wakhid Noor Arif
4. Imam Basori
5. Untung Suryawan
6. Sariyanto
10. Slamet







Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat Suko Makmur 2022-2025
Sumber: Keputusan Camat Palaran No.500/0199/400.02/2025
		Kelompok Masyarakat (Pokmas) Suko Makmur dibentuk pada Januari 2022 yang aktif hingga 2025 sesuai Keputusan Camat Palaran No.500/0199/400.02/2025. Struktur terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota Pokmas. Pengurus Pokmas rata rata terdiri dari ketua RT-RT setempat, Pokmas bertanggungjawab penuh melalui perencanaan hingga pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Perwali No 11 Tahun 2022 Pasal 1 Nomor 17. 
4.1.3	Skema Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Alokasi Dana
		Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Probebaya Tahun 2025, dana untuk pembangunan jalan Gang.Sari 2 RT 46 sebesar Rp64,990,000.00 dengan spesifikasi panjang 72 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 1,5 cm yang menggunakan beton camp K 175.
[image: ]
Gambar 4.2 Rincian Perhitungan Pajak
Sumber: Rencana Anggaran Biaya Probebaya Kelurahan Rawa Makmur Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana semenisasi GG. Sari 2 RT 46.
		Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokmas (I1, 30 Januari 2026) dana yang diterima Pokmas bukan dalam bentuk tunai melainkan berupa material yang disalurkan langsung ke lokasi proyek.
		“Dana yang kita terima itu bukan utuh. Cuma kita ini kan enggak bisa terima langsung dikelola oleh pihak kelolaan, LPM, OPNAS dan lain sebagainya. Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja.”
		Ketidaksesuaian antara nilai anggaran total Rp64,990,000.00 dengan dana efektif diterima Pokmas Rp58.256.891,80 setelah dipotong pajak PPn 11%, PPh 22 1,5% dan PPh 23 2% menjadi variabel penting dalam analisis transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan wawancara, masyarakat (I3, 29 Januari 2026) tidak memiliki akses terhadap informasi rincian pengurangan dana tersebut.
		"Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggarannya berapa terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
		Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan informasi antara pengelola dan masyarakat yang menjadi fokus analisis yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keberlanjutan pada subbab berikutnya
4.2	Hasil Penelitian
4.2.1	Transparansi
	Tabel 4.1 Matrix Checklist Transparansi
	Komponen Audit Sosial
	Ketua Pokmas
(I1)
	Tim Fasilitasi
(I2)
	Masyarakat
(I3)
	Masyarakat
(I4)
	Rating
	Kode Pattern
	Keterangan/Remarks

	√ = Kuat (ditemukan konsisten pada data),△ = Sebagian/Tidak Konsisten (ditemukan tapi bervariasi antar informan) dan X = Tidak Ditemukan (tidak ada bukti praktik)

	Keterbukaan Informasi Perencanaan
	Penyampaian informasi teknis
“Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya”
	Tingkat keterbukaan informasi penuh
“Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya”
	Akses informasi keuangan
“kita tidak ada yang tahu untuk warga itu”
	Ketersediaan informasi perencanaan
“Yang jelas ada informasinya itu”, “Kita rembukan sama warganya”
	△
	Transparansi Prosedural-Formal, Transparansi Satu Arah
	Informasi tersedia formal di level pengelola namun tidak terdistribusi merata ke warga . Pola Transparansi Prosedural-Formal bertemu Transparansi Satu Arah.


	Dilanjutkan dihalaman berikutnya

	Tabel 4.1 Matrix Checklist Transparansi
	Ketersediaan Papan Informasi
	Papan informasi proyek
"ada semua di situ"
	ada informasi di banner
"panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini"
	Ketiadaan papan informasi
"Papan tidak ada"
	Keberadaan papan informasi
"Ada, papan informasi lah"
	△
	Transparansi Prosedural-Formal, Transparansi Satu Arah
	Banner/papan ada menurut I1, I2, I4. I3 menyatakan keberadaan papan informasi sehingga ada inkonsistensi distribusi informasi fisik antara pengelola dan warga..

	Akses Masyarakat ke RAB
	Keterbukaan informasi dana
"semua terbuka", "pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas"
	Aksesibilitas RAB dan laporan
"masyarakat bisa akses dari perencanaan, pelaksanaan"
	Akses informasi keuangan
"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	Bentuk pengawasan pasif
"Mengawasi batas masyarakat"
	△
	Transparansi Berbasis Aksesibilitas Terbatas, Transparansi Satu Arah
	RAB bisa diakses secara prosedural , namun warga tidak mengetahui rincian keuangan . Aksesibilitas formal tidak berarti keterjangkauan nyata.

	Laporan Pertanggungjawaban
	Tahapan verifikasi laporan
"verifikasi"
	Sistem pelaporan berjenjang
"melalui Kelurahan lalu bertahap hingga pemerintah kota"
	Ketiadaan laporan pertanggungjawaban
"Nggak pernah disampaikan ke masyarakat"
	Laporan hasil pekerjaan
"sudah ada pengumumannya", "data tertulis di situ"
	△
	Transparansi Prosedural-Formal, Transparansi Satu Arah, Akuntabilitas Vertikal Birokrasi
	Pelaporan ke atas (Kelurahan-kota) tertib, namun tidak pernah disampaikan ke masyarakat (I3). Akuntabilitas bersifat upward only.


	Dilanjutkan halaman berikutnya





	Tabel 4.1 Matrix Checklist Transparansi
	Penyebaran Informasi ke Warga
	Penyampaian informasi teknis
"Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya"
	Kendala penyampaian informasi
"di rembug warga tidak semuanya hadir"
	Hambatan akses informasi
"susah untuk diakses", "dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang"
	Media penyebaran informasi
"Via chatting itu nanti di-share"
	△
	Transparansi Satu Arah, Transparansi Berbasis Aksesibilitas Terbatas
	Mekanisme penyebaran ada (rembug warga, grup chat), namun tidak efektif  tidak semua hadir dan warga merasa informasi tidak sampai.


	Sumber diolah: 2026
		Aspek yang dianalisis pada bagian ini adalah transparansi dalam pengelolaan dana Probebaya di RT 46 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Matrix Checklist Transparansi.
		Matriks Checklist Transparansi menunjukkan dua kondisi yang berjalan bersamaan namun tidak simetris. Pada sisi pengelola, indikator formal tersedia dengan adanya banner kegiatan terpasang, forum rembug warga diselenggarakan, dan dokumen administrasi tersimpan di kelurahan. Pada sisi masyarakat, indikator akses substantif sebagian besar tidak terpenuhi seperti rincian potongan pajak, nilai efektif dana yang diterima Pokmas setelah pemotongan, dan laporan pertanggungjawaban tidak pernah diterima warga secara langsung. Kesenjangan antara dua sisi ini yang menjadi fokus analisis.
		Pengelompokan data pada pettern second cycle coding menghasilkan tiga pola yang masing-masing lahir dari kode yang berulang dalam first cycle. Pola pertama disebut transparansi bersifat administratif, yang berasal dari kode-kode seperti “tidak lepas dari juknis” dan “sudah bikin formnya”: keterbukaan dijalankan untuk memenuhi syarat teknis program, tetapi tidak dirancang untuk memastikan informasi menjangkau warga. Pola kedua disebut komunikasi satu arah, yang berasal dari kode “kita terbuka tapi masyarakat tidak tahu”: informasi bergerak dari pengelola ke dokumen resmi tanpa saluran yang mendorongnya ke warga umum. Pola ketiga disebut aksesibilitas terbatas secara faktual, yang berasal dari kode “tidak ada yang tahu anggaran” dan “papan tidak ada”: secara prosedural dokumen dapat diakses, namun warga tidak pernah menerimanya dan tidak tahu cara mendapatkannya.
		Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) menggambarkan cara pengelola memahami keterbukaan:
“Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya… tidak lepas dari juknis Probebaya.”
		Dari sisi warga, pengalaman yang dilaporkan berbeda. Masyarakat (I3) menyatakan tidak pernah menerima penjelasan tentang rincian anggaran:
“Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggarannya berapa, terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu.”
		Ketiadaan media informasi fisik di lokasi kegiatan juga dikonfirmasi oleh informan yang sama:
“Papan tidak ada, untuk papan biaya berapa itu tidak ada selama semenisasi program Probebaya ini.”
Pernyataan I3 tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan keterangan Masyarakat (I4) yang justru mengonfirmasi keberadaan media informasi fisik di lokasi konstruksi: 
“Ada, papan informasi lah ya kan dengan panjang sekian, lebar, dan tinggi sekian. Biaya sekian itu ada misalnya. Biasanya ada, kalau nggak papan, nanti setelah jadi itu biasanya ada seperti patok-patok yang ditulisin. Itu ada. Pasti setiap semenisasi ada dia patoknya, ada umumannya.” 
Inkonsistensi antara pernyataan masyarakat I3 dan masyarakat I4 ini perlu dibaca dengan hati-hati. Masyarakat I4 membedakan dua bentuk media informasi: papan sementara yang dipasang selama konstruksi berlangsung, dan patok permanen yang dipasang setelah pekerjaan selesai. Sementara masyarakat I3 menyatakan tidak pernah melihat papan informasi selama program Probebaya berjalan. Perbedaan ini kemungkinan tidak mencerminkan kontradiksi faktual, melainkan perbedaan lokasi pengamatan I4 secara eksplisit merujuk pada Gang Sari 1 dan Sari 2 atau perbedaan waktu akses, di mana papan yang ada selama konstruksi mungkin sudah tidak ada lagi pada saat masyarakat I3 mengamati. Kondisi ini mempertegas bahwa keberadaan media informasi fisik belum bersifat merata dan konsisten di seluruh titik kegiatan, sehingga tidak semua warga RT 46 mendapatkan akses yang sama terhadap informasi proyek.
		Pola yang teridentifikasi menggambarkan transparansi yang beroperasi pada level pemenuhan syarat prosedural dengan adanya mekanisme formal dan dijalankan, tetapi jangkauan informasinya kepada warga tidak terjamin oleh mekanisme itu sendiri. Penelitian ini menggunakan perspektif audit sosial nonstruktural yang memahami transparansi bukan hanya sebagai ketersediaan informasi pada level pengelola, melainkan sebagai kondisi di mana warga dapat mengakses dan menggunakan informasi sebagai dasar penilaian mereka. Dilihat dari perspektif itu, yang ditemukan di RT 46 adalah transparansi yang secara formal hadir tetapi secara fungsional belum menjangkau masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung.
		Perbandingan antar sumber memperlihatkan bahwa perbedaan bukan terletak pada apakah mekanisme formal ada atau tidak, melainkan pada pengalaman atas mekanisme itu. Pengelola dan Tim Fasilitasi secara konsisten menyatakan bahwa keterbukaan berjalan sesuai prosedur; warga secara konsisten menyatakan tidak pernah menerima informasi yang dimaksud. Keduanya tidak saling menyangkal, melainkan menggambarkan dua titik pandang dalam satu sistem yang sama.
4.2.2	Akuntabilitas
	Tabel 4.2 Matrix Checklist Akuntabilitas	
	Komponen Audit Sosial
	Ketua Pokmas (I1)
	Tim Fasilitasi (I2)
	Masyarakat (I3)
	Masyarakat (I4)
	Rating
	Kode Pattern
	Keterangan/Remarks

	√ = Kuat (ditemukan konsisten pada data),△ = Sebagian/Tidak Konsisten (ditemukan tapi bervariasi antar informan) dan ✘ = Tidak Ditemukan (tidak ada bukti praktik)

	Tanggung Jawab Pengelolan
	Dilanjutkan halaman berikutnya
Dilanjutkan halaman berikutnya
	Konsekuensi hukum pengelolan"terseret dengan hukum"
	Ketiadaan laporan pertanggungjawaban"Nggak pernah disampaikan ke masyarakat"
	Pemahaman tanggung jawab terbatas"Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja"
	√
	Akuntabilitas Vertikal Birokrasi
	Tanggung jawab formal ke atas jelas dan disadari pengelola dengan konsekuensi hukum. Warga tidak masuk dalam rantai pertanggungjawaban.

	Sistem Verifikasi & Kontrol
	Tahapan verifikasi laporan"verifikasi"
	Sistem kontrol Kelurahan"sebagai ngontrol"
	Jalur penyampaian keluhan"kita keluhan ke RT nanti RT yang ke Pokmas"
	Keterbatasan akses informasi kontrol"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	√
	Akuntabilitas Vertikal Birokratus, Akuntabilitas Pengawasan Berlapis.
	Verifikasi berjenjang (Kelurahan-kecamatan-kota) berfungsi baik sesuai perwali Sistem kontrol berlapis oleh Tim Fasilitasi dan Inspektorat.


Dilanjutkan halaman berikutnya
Tabel 4.2 Matrix Checklist Akuntabilitas
	Dokumentasi Kegiatan
	Dokumen administrasi"nota, kuitansi", "dokumentasi kegiatan"
	Cakupan pengawasan Tim Fasilitasi" RT pokoknya setiap kali ada kegiatan kami turun"
	Ketidaktahuan tentang dokumentasi"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	Pemahaman terbatas terkait alokasi dana
"Biasanya dana untuk semenisasi itu, misalnya 100 persen ya. semenisasi itu bisa 60 sampai 70 persen"
	√
	Akuntabilitas Vertikal Birokratis.
	Dokumentasi (nota, SPJ, foto) lengkap dan tersimpan di Kelurahan (I1, I2). Bersifat internal tidak dapat diakses publik.

	Pelaporan Keuangan
	Mekanisme pelaporan keuangan"kita laporkan"
	Sistem pelaporan berjenjang"melalui Kelurahan lalu bertahap hingga pemerintah kota"
	Akses informasi keuangan"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	Ketidaktahuan laporan keuangan"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	△
	Akuntabilitas Vertikal Birokratis, Akuntabilitas Berbasis Dokumentasi Formal, Transparansi Satu Arah
	Pelaporan ke atas tertib (I1, I2), namun warga tidak mengetahui rincian keuangan sama sekali (I3). Akuntabilitas keuangan bersifat upward only.

	Pengawasan Teknis
	Pengawasan teknis pelaksanaan"kita pakai konsultan", "tidak bisa bekerja asal-asalan"
	Tugas pengawasan ganda Tim Fasilitasi"pengawasan baik administrasi maupun di lapangan"
	Pengawasan pasif oleh warga"hanya mengawasi", "nggak ada sama sekali terlibat"
	Bentuk pengawasan pasif"Mengawasi batas masyarakat"
	△
	Akuntabilitas Kualitas Output, Pengawasan Berlapis
	Pengawasan teknis ada via konsultan dan Tim Fasilitasi (I1, I2), namun intensitas terbatas dan masyarakat hanya berperan pasif (I3, I4).


Dilanjutkan dihalaman berikutnya

Tabel 4.2 Matrix Checklist Akuntabilitas
	Kualitas Output
	Kondisi infrastruktur terjaga"masih berfungsi semua", "Belum ada kerusakan sama sekali"
	Keterbatasan intensitas pengawasan
"Tim Fasilitasi cuma sekali dua kali saat pelaksanaan turun ke lapangan"
	Apresiasi kualitas pekerjaan"masih anggap baik"
	Apresiasi kuelitas pekerjaan"Ada yang baik, ada yang tidak untuk tahun ini baik"
	△
	Akuntabilitas Kualitas Output, Pengawas Berlapis.
	kualitas output infrastruktur Probebaya di RT 46 menunjukkan kondisi yang relatif baik dan masih berfungsi, meskipun intensitas pengawasan lapangan dinilai terbatas

	Model Pengelolaan dana & Asimetri Informasi
	Dana tidak utuh"Dana yang kita terima itu bukan utuh"
	Apresiasi keberadaan dana nyata"ada anggaran walaupun sedikit tapi nyata"
	Dana berupa material"Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja"
	Harapan pengelolan langsung"Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah"
	△
	Defisit Akuntabilitas Horizontal ke Masyarakat Potensi Asimetri Informasi
	Dana diterima berupa material, bukan cash (I1, I3). Membuka celah asimetri informasi — warga tidak tahu harga riil material yang diterima.


Sumber diolah 2026
		Aspek yang dianalisis pada bagian ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana Probebaya di RT 46 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Matrix Checklist Akuntabilitas, yang mencakup dimensi pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
		Matriks Checklist Akuntabilitas menunjukkan perbedaan nyata antara dua dimensi pertanggungjawaban. Dimensi kepada pemerintah hampir seluruhnya terpenuhi dengan adanya pelaporan berjenjang dari Pokmas ke kelurahan, kecamatan, hingga kota dilaksanakan, dokumen nota dan kuitansi dilampirkan, dan verifikasi inspektorat dilakukan. Dimensi kepada masyarakat hampir seluruhnya tidak terpenuhi seperti tidak ada forum pertanggungjawaban publik, laporan realisasi tidak disampaikan langsung kepada warga, dan masyarakat tidak memiliki akses untuk memverifikasi penggunaan dana. Selisih antara nilai RAB Rp64.990.000,00 dan dana efektif yang diterima Pokmas sebesar Rp58.256.891,80 setelah pemotongan pajak juga tidak pernah dikomunikasikan kepada warga.
		Pengelompokan data pada pettern second cycle coding menghasilkan dua pola yang masing-masing berasal dari kelompok kode yang berbeda dalam first cycle. Pola pertama, yang diberi label akuntabilitas vertikal-birokratis, terbentuk dari kode-kode “pelaporan berjenjang”, “nota kuitansi lengkap”, dan “kalau tidak dilaporkan bisa terseret hukum” yang menggambarkan praktik pertanggungjawaban yang terstruktur, terdokumentasi, dan disertai konsekuensi formal apabila tidak dipenuhi. Pola kedua, yang diberi label defisit akuntabilitas horizontal, terbentuk dari kode “nggak pernah disampaikan ke masyarakat” dan “tidak ada yang tahu untuk warga itu” yang menggambarkan ketiadaan saluran pertanggungjawaban setara menuju komunitas. Kedua pola ini tidak saling meniadakan; keduanya ada secara bersamaan dan menggambarkan arah aliran pertanggungjawaban yang bekerja dengan intensitas sangat berbeda dalam program yang sama.
		Pola akuntabilitas vertikal-birokratis tergambar dari keterangan Ketua Pokmas (I1):
“Pemakaian dana sekian, habisnya sekian itu kita laporkan. Nota, kuitansi semua lengkap.”
		Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) menjelaskan jalur verifikasi berjenjang yang berjalan:
“Kelurahan, kecamatan pasti ada semua… baru kota.”
	Ketiadaan jalur horizontal tergambar dari keterangan Masyarakat (I3):
“Nggak pernah disampaikan ke masyarakat.”
		Masyarakat (I4) hanya dapat memperkirakan alokasi dana berdasarkan asumsi pribadi, bukan dokumen yang pernah diterima:
“Biasanya dana untuk semenisasi itu, misalnya 100 persen ya. 100 persen itu untuk semenisasi itu bisa 60 sampai 70 persen.”
		Pola yang teridentifikasi menggambarkan akuntabilitas yang bekerja secara selektif berdasarkan arahnya yaitu terstruktur dan terdokumentasi ke atas menuju pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal, tetapi tidak memiliki jalur yang setara ke samping menuju masyarakat sebagai pihak yang mengalami langsung dampak program. Penelitian ini membaca kondisi ini dengan perspektif audit sosial nonstruktural, yang memandang pertanggungjawaban kepada komunitas bukan sebagai kewajiban tambahan, melainkan sebagai bagian dari cara masyarakat dapat memposisikan diri sebagai pihak yang menilai, bukan sekadar menerima. Dalam kondisi seperti yang ditemukan di RT 46, posisi itu tidak tersedia.
		Perbandingan antar sumber menunjukkan bahwa kedua kelompok informan memberikan gambaran yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Pengelola dan Tim Fasilitasi menggambarkan sistem pelaporan yang berjalan rapi kepada pemerintah dengan masyarakat menggambarkan pengalaman tidak pernah menerima laporan apa pun. Keduanya benar dari posisi masing-masing, dan justru di situlah pola dua jalur yang tidak seimbang itu menjadi terlihat.


4.2.3	Partisipasi 
Tabel 4.3 Matrix Checklist Partisipasi	
	Komponen Audit Sosial
	Ketua Pokmas (I1)
	Tim Fasilitasi (I2)
	Masyarakat (I3)
	Masyarakat (I4)
	Rating
	Kode Pattern
	Keterangan/Remarks

	√ = Kuat (ditemukan konsisten pada data),△ = Sebagian/Tidak Konsisten (ditemukan tapi bervariasi antar informan) dan X = Tidak Ditemukan (tidak ada bukti praktik)

	Kehadiran Rembug Warga
	Mekanisme perencanaan partisipatif"rembug warga", "kesepakatan dari masyarakat"
	Mekanisme fasilitasi musyawarah"
"Kami bikin jadwal jadi setiap RT tinggal kesediaan Pak RT kalau dia bersedia dan tidak ada perubahan kami turun"
	Kehadiran personal dalam musyawarah"setiap rembug warga saya selalu ada"
	Konsistensi rembug warga"pasti ada rembug warga"
	△
	Partisipasi Prosedural Konsultasi(Perencanaan), Peran Kepimpinan Lokal dalam Optimalisasi Program.
	Rembug warga rutin tiap siklus (I1-I4), namun kehadiran hanya ~50%. Peran ketua RT/Pokmas sentral sebagai fasilitator musyawarah.

	Penampungan Aspirasi
	Mekanisme penampungan aspirasi"menampung aspirasi kita catat"
	Keterbukaan musyawarah untuk semua RT"di awal-awal tahun anggaran diadakan rembug warga"
	Mekanisme penampungan usulan"Kadang-kadang ya masih ditampung", "suara terbanyak"
	Musyawarah sebagai wadah aspirasi"Kita rembukan dulu sama warganya", "pasti ada rembug warga"
	√
	Partisipasi Prosedural Kosultatif(Perencanaan) Peran Kepemimpinan Lokal dalam Optimalisasi Program.
	Aspirasi ditampung melalui mekanisme suara terbanyak (I1, I3). Ketua RT/Pokmas berperan menyaring dan meneruskan ke program.


Dilanjutkan halaman berikutnya
	



	Tabel 4.3 Matrix Checklist Partisipasi	
	Keterlibatan dalam Pelaksanaan
	Inisiatif Pokmas dalam QC"kita Pokmas yang menanggung”,"Jarang, jarang ada yang mau... gak sesuai dengan upah yang diluaran."
	Prinsip pemberdayaan tenaga kerja lokal"yang penting dilaksanakan di lingkungan RT itu sendiri"
	Keterlibatan dalam pelaksanaan"hanya mengawasi", "nggak ada sama sekali terlibat"
	Level keterlibatan dalam pelaksanaan"hanya melihati saja dan mengawasi"
	x
	Hambatan Struktural dalam Mobilisasi Tenaga Kerja, Partisipasi Berbasis Pemberdayaan Lokal
	Keterlibatan tenaga kerja lokal rendah karena upah kegiatan tidak kompetitif dibanding standar upah di luar program (I1).tidak ada keterlibatan fisik warga dalam pelaksanaan (I3, I4). Hambatan struktural: upah tidak kompetitif dan rekrutmen tertutup dari Pokmas lama.

	Kontribusi Swadaya
	Dukungan non-material masyarakat"support dengan memberikan air putihnya, kopinya ada"
	Dorongan partisipasi swadaya"kalau ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakan"
	Kontribusi material dari kas masyarakat"dari uang kas kita sendiri", "jimpitan dari masyarakat"
	Aksi perbaikan swadaya"yang bolong-bolong kita tambahin"
	△
	Penurunan Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan, Keterbatasan Sumber Daya dan Cakupan.
	Kontribusi swadaya ada dalam bentuk non-moneter (minuman, material tambalan — I1, I4) dan perpanjangan semenisasi (I2). Tidak terstruktur.

	Mobilisasi Tenaga Kerja Lokal
	Hambatan upah dalam mobilisasi tenaga kerja"gak sesuai dengan upah yang diluaran"
	Prinsip pemberdayaan masyarakat lokal"tenaga kerjaannya dari situ pemberdayaannya untuk masyarakat"
	Eksklusi tenaga kerja lokal"orang luar, di luar RT46", "cuma RT nya aja"
	Ketergantungan pada tenaga dari luar"orang luar, di luar RT46", "kita seberdaya masyarakat"
	X
	Hambatan Struktural dalam Mobilisasi Tenaga Kerja, Partisipasi Berbasis Pemberdayaan Lokal
	Prinsip pemberdayaan lokal ada di kebijakan (I2), namun tidak terealisasi. Pekerja dari luar RT karena kesenjangan upah dan sistem rekrutmen tertutup (I1, I3).


Sumber diolah 2026
Aspek yang dianalisis pada bagian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Probebaya di RT 46 pada tiga tahapan pada tiap 
tahapan, yaitu perencanaan, Probebaya di RT 46 pada tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
		Matriks Checklist Partisipasi menunjukkan gradasi intensitas keterlibatan yang mengecil seiring bergeraknya tahapan. Pada kolom perencanaan, indikator keterlibatan sebagian besar terpenuhi dengan adanya forum rembug warga diselenggarakan, usulan warga ditampung, dan kesepakatan tentang prioritas kegiatan dicapai bersama. Pada kolom pelaksanaan, indikator keterlibatan fisik hampir seluruhnya tidak terpenuhi: tenaga kerja warga setempat tidak terserap dan masyarakat hanya hadir sebagai pengamat. Pada kolom pengawasan, tidak ditemukan satu pun indikator keterlibatan warga yang terpenuhi: pemantauan lapangan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kelurahan.
		Pengelompokan data pada second cycle coding menghasilkan tiga pola yang masing-masing menjelaskan kondisi berbeda di setiap tahap. Pola pertama, partisipasi konsultatif pada perencanaan, terbentuk dari kode “rembug warga” dan “aspirasi ditampung” yang menunjukkan warga diikutsertakan dalam forum tetapi tidak dalam pengambilan keputusan teknis maupun penganggaran. Pola kedua, hambatan insentif pada pelaksanaan, lahir langsung dari kode “gak sesuai dengan upah yang di luaran” yang berulang dari dua informan berbeda dan menggambarkan bahwa tidak terserapnya tenaga kerja warga bukan soal keengganan, melainkan soal ketidaksesuaian skema upah dengan kondisi pasar setempat. Pola ketiga, pengawasan terpusat di fasilitator, terbentuk dari kombinasi kode “hanya melihati saja” dan “kami pantau terus” yang menggambarkan pemantauan sebagai kegiatan yang dijalankan oleh kelurahan, dengan warga sebatas mengamati dari luar.
		Hambatan insentif pada tahap pelaksanaan tergambar dari keterangan Ketua Pokmas (I1):
“Jarang, jarang ada yang mau. Kenapa? Karena gak sesuai dengan upah yang di luaran… upahnya itu gak sesuai… Rata-rata seperti itu.”
		Masyarakat (I4) menggambarkan bentuk keterlibatannya yang terbatas pada pengamatan:
“Kalau keterlibatannya sih enggak, kita bukan ikut kerja di situ ya hanya melihati saja dan mengawasi, gitu aja lah.”
		Kondisi serupa pada tahap pengawasan disampaikan Masyarakat (I3):
“Masyarakat RT 46 enggak ada yang dilibatkan untuk pekerjaannya dari orang luar RT 46.”
Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) menggambarkan fungsi pengawasan dari sisi kelurahan:
“Setiap ada dana keluar, kami pantau terus hingga lapangan kami pantau.”
		Pola yang teridentifikasi menggambarkan partisipasi yang terkonsentrasi di titik masuk program dan menyusut pada tahap-tahap yang lebih dekat dengan penggunaan dana dan penilaian hasilnya. Penelitian ini membaca kondisi ini dengan perspektif audit sosial nonstruktural yang memahami partisipasi sebagai keterlibatan yang merentang sepanjang siklus pengelolaan, bukan hanya pada forum awal. Dilihat dari perspektif itu, yang ditemukan di RT 46 adalah partisipasi yang hadir pada tahap perencanaan tetapi tidak memiliki ruang kelanjutannya di tahap pelaksanaan dan pengawasan. Ini bukan semata soal kemauan warga, melainkan juga soal ada atau tidaknya ruang yang tersedia bagi mereka di luar forum awal tersebut.
		Perbandingan antar sumber memperlihatkan konsistensi yang tidak biasa: pengelola dan masyarakat sama-sama menggambarkan pola yang serupa meski dari posisi yang berbeda. Pengelola mengakui jarangnya tenaga kerja warga yang terlibat dan menjelaskan alasannya; masyarakat mengonfirmasi bahwa mereka hanya berperan sebagai pengamat. Tidak ditemukan perbedaan pandang tentang gambaran faktual keterlibatan, yang justru memperkuat konsistensi temuan.
4.2.4	Keberlanjutan
	Tabel 4.4 Matrix Checklist Keberlanjutan
	Komponen Audit Sosial
	Ketua Pokmas (I1)
	Tim Fasilitasi (I2)
	Masyarakat (I3)
	Masyarakat (I4)
	Rating
	Kode Pattern
	Keterangan/Remarks

	√ = Kuat (ditemukan konsisten pada data),△ = SebagianTidak Konsisten (ditemukan tapi bervariasi antar informan) dan X = Tidak Ditemukan (tidak ada bukti praktik)

	Kondisi Hasil Pembangunan
	Perubahan kondisi infrastruktur"dulunya redup... sekarang sudah mulai bagus"
	Kondisi hasil pembangunan"masih berfungsi semua"
	Perubahan kondisi infrastruktur"dulu rusak... sekarang sudah mulai bagus"
	Manfaat mobilitas"Sekarang lancar", "Sudah terdampak bagus"
	√
	Persepsi Positif terhadap Dampak Program Probebaya, Keberlanjutan Output fiski terpenuhi
	Semua informan merasakan perubahan nyata  dari becek/rusak menjadi layak, Infrastruktur masih berfungsi baik

	Mekanisme Pemeliharaan
	Mekanisme pemeliharaan"Gotong Royong pasti ada"
	Sistem pemeliharaan berkala"tiga tahun bisa direhat kalau rusak parah"
	Mekanisme pemeliharaan mandiri"tetap kita lakukan", "dari uang kas kita sendiri"
	Aksi perbaikan swadaya"yang bolong-bolong kita tambahin"
	√
	Keberlanjutan Output Fisik Terpenuhi, Mekanisme Pemeliharaan dengan Skema Periodik
	Gotong royong dan kas RT menjadi tulang punggung pemeliharaan (I1, I3, I4). Tim Fasilitasi punya skema rehabilitasi periodik 3 tahun (I2).


	Dilanjutkan halaman berikutnya

	Tabel 4.4 Matrix Checklist Keberlanjutan	
	Sumber Dana Perawatan
	Sumber dana pemeliharaan dari sumber dana lainnya"Dana khusus tidak ada tapi untuk kegiatan gotong royong sedang diajukan untuk pendanaan  dari kegiatan Probebaya "
	Sistem pemeliharaan 3 tahun oleh program"dalam 3 tahun sudah dilaksanakan perlu diadakan rehab"
	Sumber dana pemeliharaan"jimpitan dari masyarakat"
	Sumber dana pemeliharaan"Uang sumbangan warga"
	√
	Keberlanjutan Output Fisik Terpenuhi, Keterbatasan Sumber Daya dan Cakupan, Mekanisme Pemeliharaan dengan Skema Periodik
	Dana pemeliharaan dari jimpitan warga berjalan mandiri (I3, I4). I1 mengajukan dana gotong royong dari Probebaya. Tidak bergantung program.

	Cakupan Program
	Cakupan dampak program"sekarang ada semua"
	Kebutuhan infrastruktur berkelanjutan"Masih banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan"
	Cakupan pembangunan belum menyeluruh"belum semuanya menyeluruh"
	Realitas cakupan terbatas"separuhnya ini belum kesentuh sama sekali"
	△
	Keberlanjutan Proses Belum Terpenuhi, Apresiasi Program Disertai Harapan Pengembangan Lanjutan
	Hanya 40-60% wilayah RT 46 tersentuh. Semua informan mengakui cakupan belum menyeluruh. Kritik pengurangan anggaran muncul dari I4.

	Harapan Kontinuitas Program
	Kontinuitas program"probebaya lanjutan"
	Kebutuhan keberlanjutan program"masih banyak yang perlu pembenahan"
	Harapan kontinuitas program"banyak mengharap... masih berlanjut"
	Harapan cakupan menyeluruh"kalau bisa disentuh semua"
	√
	Keberlanjutan Proses Belum Terpenuhi, Apresiasi Program Disertai Harapan Pengembangan Lanjutan
	Harapan kelanjutan program kuat dari semua informan. I3 dan I4 mendorong penambahan anggaran dan perluasan cakupan.


	Dilanjutkan halaman berikutnya

	Tabel 4.4 Matrix Checklist Keberlanjutan
	Dampak Jangka Panjang
	Persepsi dampak Probebaya"sangat bagus"
	Apresiasi keberadaan program"ada anggaran walaupun sedikit tapi nyata"
	Dampak positif program"sudah ada perubahan", "yang dulu becek... sekarang sudah bagus"
	Apresiasi dampak holistik"Sudah lumayan ada dampaknya"
	√
	Persepsi Positif terhadap Dampak Program Probebaya, Apresiasi terhadap Dampak Probebaya yang Nyata, Bertahap, dan Dimediasi Kepemimpinan Lokal
	Dampak positif pada infrastruktur dan pemberdayaan (PKK, Posyandu, pertanian urban — I4). Dampak optimal tergantung kualitas ketua RT/Pokmas (I3).


	Sumber diolah 2026
		Aspek yang dianalisis pada bagian ini adalah keberlanjutan pengelolaan dana Probebaya di RT 46, khususnya pada dimensi keberlanjutan output fisik infrastruktur dan pemeliharaan berbasis komunitas.
		Matriks Checklist Keberlanjutan menunjukkan kondisi yang secara umum lebih terpenuhi dibanding tiga aspek sebelumnya. Seluruh indikator keberlanjutan output fisik terpenuhi: infrastruktur hasil program masih berfungsi baik, belum ada kerusakan signifikan, dan manfaat mobilitas dirasakan langsung oleh warga. Satu indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah cakupan fisik, di mana semenisasi baru menjangkau sekitar empat puluh hingga enam puluh persen wilayah RT 46.
Pengelompokan data pada Pettern menghasilkan dua pola yang saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana keberlanjutan beroperasi di RT 46. Pola pertama disebut keberlanjutan output fisik yang terverifikasi, terbentuk dari kode “masih berfungsi semua” dan “belum ada kerusakan” yang menunjukkan bahwa hasil fisik program bertahan dalam kondisi layak pakai dan manfaatnya masih dapat dirasakan oleh warga secara langsung hingga saat penelitian dilakukan. Pola kedua disebut pemeliharaan berbasis modal sosial komunitas, terbentuk dari kode “jimpitan dari masyarakat”, “yang bolong-bolong kita tambahin”, dan “gotong royong pasti ada” yang menggambarkan bahwa masyarakat RT 46 secara mandiri menjalankan mekanisme pemeliharaan infrastruktur tanpa bergantung pada dana program. Kedua pola ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang: output fisik yang terjaga mendorong warga untuk mempertahankannya, dan inisiatif pemeliharaan komunitas yang mengakar menjadikan manfaat program tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dampak program pada keseharian warga tergambar dari keterangan Masyarakat (I4):
"Sekarang lancar. Sudah terdampak baguslah sekarang mobilisasi."
Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) mengonfirmasi adanya skema rehabilitasi berkala dari pemerintah yang menjaga kondisi output fisik tetap berfungsi:
"Pemeliharaan sih ada dalam 3 tahun sudah dilaksanakan dan memang perlu lagi diadakan rehab atau perbaikan jalan kembali."
Pola kedua, pemeliharaan berbasis modal sosial komunitas, tergambar dari keterangan Masyarakat (I4) yang menjelaskan mekanisme kas jimpitan yang telah berjalan secara mandiri:
“Kas itu di RT 46 kita setiap malam kan kita ambil jimpitan dari masyarakat. Itu sudah berjalan mungkin 5, 6 tahun yang lalu. Jadi itu ya uangnya masyarakat, kita pakai untuk kegiatan di lingkungan, untuk perbaikan.”
Ketua Pokmas (I1) memperkuat gambaran ini dengan menjelaskan mekanisme perbaikan mandiri yang dilakukan warga ketika terdapat kerusakan ringan pada infrastruktur jalan:
“Mekanisme perbaikan jalan, saya sebagai ketua RT dan masyarakat gotong royong dan tidak menggunakan dana Probebaya tapi menggunakan dana lingkungan. Yang bolong-bolong kita tambahin.”
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur tidak bergantung pada ketersediaan dana Probebaya, melainkan berjalan secara swadaya melalui kas jimpitan dan gotong royong yang telah menjadi kebiasaan sosial komunitas RT 46. Mekanisme ini tidak muncul karena program, melainkan tumbuh dari kepentingan langsung warga terhadap kondisi lingkungannya sendiri. Hal ini membedakan pola kedua dari pola pertama: jika pola pertama menggambarkan output program yang bertahan, maka pola kedua menggambarkan kapasitas komunitas yang secara aktif mempertahankannya.
Perbandingan antar sumber menunjukkan konsistensi yang paling tinggi dibanding ketiga aspek sebelumnya. Tidak ditemukan perbedaan pandang antara pengelola, fasilitator, dan masyarakat tentang kondisi infrastruktur yang masih berfungsi dan manfaatnya yang masih dirasakan. Selain itu, seluruh informan secara konsisten mengonfirmasi keberadaan mekanisme pemeliharaan mandiri melalui gotong royong dan kas jimpitan yang berjalan tanpa bergantung pada program. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa kedua pola yang teridentifikasi, yakni keberlanjutan output fisik dan pemeliharaan berbasis modal sosial komunitas, benar-benar beroperasi di lapangan bukan hanya sebagai narasi pengelola. K
Berdasarkan hasil analisis dan triangulasi sumber, prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas Suko Makmur terpenuhi secara substantif pada dimensi output fisik. Infrastruktur yang dihasilkan program masih berfungsi baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga RT 46 secara berkesinambungan. Keterbatasan yang tersisa adalah bahwa cakupan fisik baru menjangkau sebagian wilayah RT 46, sehingga tidak seluruh warga merasakan manfaat secara merata. Dalam konteks audit sosial nonstruktural, keberlanjutan output fisik menjadi dimensi yang paling nyata pencapaiannya justru karena kepentingan langsung warga terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya sendiri menciptakan dorongan pengawasan organik yang tidak membutuhkan mekanisme formal untuk tumbuh.
4.3	Pembahasan
4.3.1	Transparansi Administratif yang Belum Menjamin Distribusi Informasi Secara Substantif kepada Masyarakat
		Temuan pada subbab 4.2.1 menunjukkan adanya tiga pola transparansi yang berjalan secara bersamaan, yaitu transparansi prosedural administratif, komunikasi satu arah, dan transparansi berbasis akses terbatas. Ketiga pola ini berpangkal pada satu kondisi struktural berupa asimetri informasi antara pengelola dan masyarakat.
Bukti asimetri tersebut terlihat dari penguasaan informasi teknis oleh pengelola, seperti rincian potongan pajak dan nilai dana efektif yang diterima, sementara masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Masyarakat (I3) menyatakan:
“Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggarannya berapa terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu.”
Sementara itu, Ketua Pokmas (I1) menyatakan:
“Kita terbuka, enggak ada tutup-tutupanya.”
Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Masyarakat (I3):
“Nggak pernah disampaikan ke masyarakat”, “agak-agak susah”, “kurang terbuka untuk masyarakat.”
Analisis atas temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dipahami oleh pengelola sebagai keterbukaan secara administratif, bukan sebagai kewajiban distribusi informasi secara aktif kepada masyarakat. Asimetri yang terjadi bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan kondisi struktural di mana masyarakat tidak memiliki kapasitas maupun akses untuk memverifikasi informasi yang dikuasai pengelola. Ketiadaan mekanisme distribusi informasi aktif menyebabkan transparansi berhenti pada tingkat prosedural.
Triangulasi sumber memperkuat simpulan ini. Ketua Pokmas menegaskan adanya keterbukaan, namun Tim Fasilitasi Kelurahan tidak menunjukkan adanya mekanisme formal yang mewajibkan pelaporan langsung kepada masyarakat. Sementara masyarakat secara konsisten menyatakan tidak pernah menerima laporan rinci. Konsistensi antar pernyataan masyarakat dan ketiadaan bukti distribusi informasi publik mempertegas adanya pola komunikasi satu arah. Perlu dicatat pula bahwa triangulasi antar informan warga menemukan inkonsistensi pada indikator ketersediaan papan informasi: Masyarakat (I3) menyatakan tidak pernah melihat papan informasi selama program berjalan, sementara Masyarakat (I4) mengonfirmasi keberadaannya. Inkonsistensi ini tidak mencerminkan kontradiksi faktual, melainkan perbedaan lokasi pengamatan dan waktu akses. Kondisi tersebut justru mempertegas bahwa distribusi media informasi fisik belum merata dan konsisten di seluruh titik kegiatan, sehingga tidak semua warga RT 46 mendapatkan akses yang sama terhadap informasi proyek.
Kondisi ini sejalan dengan temuan J et al. (2020) yang menyatakan bahwa prinsip audit sosial seperti transparansi sering kali bersifat normatif secara administratif, tetapi tidak berjalan secara substantif dalam praktik. Nicola & Sarwono (2023) juga menegaskan bahwa transparansi dalam audit sosial tidak cukup hanya tersedia pada tingkat dokumen pengelola, melainkan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai pihak yang berhak melakukan pengawasan.
Kondisi asimetri informasi yang ditemukan merupakan konsekuensi langsung dari sifat audit sosial yang nonstruktural dalam pelaksanaan Probebaya. Karena tidak terdapat lembaga independen maupun mekanisme formal yang secara khusus berkewajiban memverifikasi dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat, keterbukaan sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kesadaran pengelola semata. Tanpa struktur yang mengikat, transparansi cenderung berhenti pada pemenuhan prosedur administratif tanpa menjamin bahwa informasi benar-benar sampai, dipahami, dan dapat digunakan oleh warga sebagai pihak yang berhak menjalankan fungsi pengawasan sosial.
Berdasarkan hasil analisis dan triangulasi sumber, transparansi dalam pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas Suko Makmur belum terwujud secara substantif dalam kerangka audit sosial. Penyampaian informasi memang dilakukan melalui mekanisme formal seperti pemasangan banner dan forum rembug warga, sehingga secara administratif prinsip keterbukaan dinyatakan terpenuhi. Namun, secara substantif transparansi belum menghasilkan kontrol sosial yang efektif karena terdapat asimetri informasi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta memverifikasi penggunaan dana secara kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks audit sosial nonstruktural, keberadaan instrumen informasi formal tidak otomatis menghilangkan ketimpangan informasi, sehingga transparansi prosedural belum tentu bertransformasi menjadi transparansi yang memberdayakan.
Kondisi transparansi yang berhenti pada level prosedural ini memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ketika informasi hanya tersedia secara administratif tanpa distribusi aktif dan tanpa jaminan pemahaman warga, maka relasi antara pengelola dan masyarakat cenderung bersifat hierarkis, bukan partisipatif. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi membentuk ketergantungan informasi kepada pengelola serta melemahkan kapasitas kritis masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial. Jika mekanisme audit sosial tetap nonstruktural dan bergantung pada inisiatif individu, maka transparansi berisiko menjadi simbol legitimasi administratif semata, bukan instrumen pemberdayaan publik. Dengan demikian, efektivitas audit sosial pada aspek transparansi belum sepenuhnya tercapai, karena transparansi yang berjalan masih bersifat prosedural dan belum menghasilkan distribusi informasi yang setara, dapat dipahami, serta dapat diverifikasi oleh masyarakat sebagai subjek pengawasan.
4.3.2	Akuntabilitas Vertikal kepada Pemerintah yang Kuat namun Akuntabilitas Horizontal kepada Masyarakat yang Lemah
		Temuan pada Subbab 4.2.2 menunjukkan adanya dua jalur akuntabilitas yang berjalan tidak seimbang. Pada jalur birokrasi, akuntabilitas kepada pemerintah berjalan kuat dan terstruktur. Ketua Pokmas (I1) menyatakan bahwa seluruh penggunaan dana dilaporkan secara administratif.
“Pemakaian dana sekian, habisnya sekian itu kita laporkan, nota, kuitansi semua lengkap.”
Hal ini diperkuat oleh Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) yang menjelaskan adanya mekanisme pelaporan berjenjang dari kelurahan hingga tingkat kota:
“Kelurahan, kecamatan pasti ada semua… baru kota.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, mekanisme pertanggungjawaban telah mengikuti prosedur formal yang berlaku dalam sistem birokrasi.
Namun demikian, akuntabilitas kepada masyarakat tidak memiliki mekanisme yang setara. Masyarakat (I3) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak pernah disampaikan secara langsung kepada warga:
“Nggak pernah disampaikan ke masyarakat.”
Masyarakat (I4) juga mengindikasikan adanya persepsi selisih penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan:
“Biasanya dana untuk semenisasi itu, misalnya 100 persen ya. 100 persen itu untuk semenisasi itu bisa 60 sampai 70 persen.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap realisasi anggaran bersifat asumtif dan tidak berbasis dokumen resmi. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap rincian penggunaan dana maupun mekanisme verifikasi yang memungkinkan mereka menguji kesesuaian antara RAB dan realisasi anggaran.
Kondisi ini diperkuat oleh mekanisme penyaluran dana dalam bentuk material, bukan tunai. Karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengadaan serta tidak memiliki referensi harga material, mereka tidak dapat memverifikasi apakah nilai barang yang diterima sesuai dengan alokasi anggaran, termasuk selisih antara total RAB Rp64.990.000,00 dan dana efektif Rp58.256.891,80 setelah pemotongan pajak. Masyarakat (I3) menegaskan keterbatasan tersebut dengan pernyataan:
“Kita tidak ada yang tahu untuk masyarakat itu.”
Triangulasi sumber menunjukkan konsistensi bahwa pelaporan berjalan kuat pada jalur birokrasi, namun tidak tersedia mekanisme formal yang mewajibkan pelaporan langsung kepada masyarakat. Tidak ditemukan bukti dokumentasi atau forum khusus yang menunjukkan penyampaian laporan realisasi anggaran kepada warga secara terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas lebih dipahami sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah daripada sebagai pertanggungjawaban publik kepada komunitas penerima manfaat.
Jika dibandingkan dengan prinsip akuntabilitas dalam audit sosial menurut Grigorescu & Hațegan (2016) yang menekankan transparansi dan keterlibatan publik dalam pertanggungjawaban sosial, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan dimensi akuntabilitas. Secara administratif, mekanisme pelaporan berjenjang telah terpenuhi, namun secara publik belum substantif karena masyarakat tidak memiliki akses informasi maupun ruang verifikasi. Sejalan dengan itu, Kumar (2024) menegaskan bahwa audit sosial baru efektif ketika pertanggungjawaban tidak hanya vertikal kepada pemerintah, tetapi juga horizontal kepada komunitas; tanpa dimensi tersebut, praktik yang terjadi lebih mencerminkan akuntabilitas birokratis daripada akuntabilitas sosial.
Ketimpangan antara akuntabilitas vertikal yang berjalan dan akuntabilitas horizontal yang lemah ini tidak terlepas dari sifat nonstruktural audit sosial dalam program Probebaya. Dalam konteks nonstruktural, tidak terdapat badan atau mekanisme eksternal yang secara formal mewajibkan Pokmas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada pemerintah berjalan efektif karena ditopang oleh aturan dan sanksi yang mengikat, sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak memiliki padanan mekanisme yang setara. Akibatnya, fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi inti dari audit sosial justru tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak tersedia saluran formal yang mengharuskannya terjadi.
Berdasarkan hasil analisis dan berbagai sumber, akuntabilitas dalam pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas Suko Makmur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam kerangka audit sosial. Mekanisme pertanggungjawaban telah berjalan secara administratif dan bersifat vertikal kepada pemerintah melalui laporan formal dan dokumen kegiatan. Namun, dimensi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat belum terbangun secara substantif, karena akses informasi dan ruang evaluasi publik masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks audit sosial nonstruktural, akuntabilitas cenderung terfokus pada kepatuhan prosedural terhadap otoritas formal, sementara kontrol sosial dari warga tidak belum diatur secara resmi secara memadai.
Ketidakseimbangan antara akuntabilitas vertikal dan horizontal ini memiliki implikasi struktural terhadap dinamika kekuasaan dalam pengelolaan program. Ketika pertanggungjawaban hanya diperkuat oleh mekanisme birokrasi dan sanksi administratif, maka orientasi pengelola cenderung tertuju pada pemenuhan kepatuhan formal kepada pemerintah, bukan pada pembangunan legitimasi sosial di tingkat komunitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik serta membatasi peran masyarakat sebagai pengawas aktif, karena mereka tidak memiliki ruang maupun instrumen yang memungkinkan evaluasi berbasis informasi. Jika pola ini terus berlangsung, audit sosial dalam konteks nonstruktural berisiko tereduksi menjadi sistem pelaporan administratif semata, tanpa menghasilkan akuntabilitas publik yang partisipatif dan korektif sebagaimana menjadi tujuan awalnya. Dengan demikian, efektivitas audit sosial pada aspek akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai, karena mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan masih didominasi oleh akuntabilitas vertikal kepada pemerintah dan belum membangun akuntabilitas horizontal yang memungkinkan kontrol publik secara substantif.
4.3.3	Partisipasi Konsultatif pada Tahap Perencanaan yang Menyusut pada Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan
Temuan pada Subbab 4.2.3 menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat yang konsisten pada tiga tahap pengelolaan. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat berada pada level konsultatif. Masyarakat hadir dalam forum rembug warga, namun tidak terlibat dalam perumusan teknis maupun pembahasan rincian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masih bersifat prosedural, belum sampai pada pengambilan keputusan substantif.
Memasuki tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat menurun secara signifikan. Masyarakat (I4) menyatakan
“Kalau keterlibatannya sih enggak, kita bukan ikut kerja di situ ya hanya melihati saja dan mengawasi, gitu aja lah.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Pokmas (I1) yang menjelaskan bahwa minimnya partisipasi tenaga kerja lokal dipengaruhi oleh faktor insentif:
“Jarang, jarang ada yang mau, karena gak sesuai dengan upah yang di luaran.”
Temuan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja pelaksana tidak sepenuhnya berasal dari warga RT 46, sehingga manfaat ekonomi program tidak mengalir secara optimal kepada komunitas sasaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan tidak hanya terbatas secara peran, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi yang realistis. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak berlangsung secara substantif dalam implementasi kegiatan.
Pada tahap pengawasan, penurunan partisipasi mencapai titik paling kritis karena masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam evaluasi maupun pemeriksaan laporan. Masyarakat (I3) menyatakan:
“Masyarakat RT 46 nggak ada yang dilibatkan, untuk periksa laporan.”
Pernyataan ini selaras dengan keterangan Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) yang menyampaikan bahwa proses pemantauan dan evaluasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan kelurahan:
“Setiap ada dana keluar, kami pantau terus hingga lapangan kami pantau.”
Triangulasi sumber menunjukkan adanya konsistensi antara pernyataan masyarakat dan aparat bahwa fungsi pengawasan tidak melibatkan warga secara langsung. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa mekanisme pengawasan masih terpusat pada struktur formal pemerintahan, bukan pada pengawasan berbasis masyarakat.
Pola ini belum memenuhi prinsip partisipasi audit sosial menurut Kumar (2024) yang mensyaratkan keterlibatan aktif sejak perencanaan hingga pengawasan. Sejalan dengan J et al. (2020), partisipasi dalam program berbasis komunitas kerap hanya normatif di atas kertas ketika tidak tersedia mekanisme formal yang mewajibkannya. Faktor insentif ekonomi dan ketiadaan struktur pengawasan berbasis masyarakat sama-sama berkontribusi pada lemahnya fungsi evaluatif warga.
Penurunan partisipasi ini diperparah oleh ketiadaan forum evaluatif terjadwal, mekanisme pelaporan balik, maupun sanksi sosial terorganisir dalam konteks audit sosial nonstruktural. Akibatnya, keterlibatan warga sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual, bukan pada kewajiban sistemik yang mengikat.
Berdasarkan analisis dan triangulasi sumber, partisipasi dalam pengelolaan dana Probebaya belum terwujud secara substantif. Keterlibatan warga pada tahap perencanaan masih konsultatif, sementara pada tahap pelaksanaan dan pengawasan masyarakat berperan pasif. Forum partisipatif yang tersedia tidak otomatis menghasilkan keterlibatan bermakna tanpa mekanisme yang mengikat distribusi informasi dan ruang kontrol warga.
Ketidakberlanjutan partisipasi ini berpotensi membentuk partisipasi semu, di mana kehadiran warga dalam forum perencanaan hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap pengawasan anggaran. Tanpa mekanisme sistematis yang mewajibkan keterlibatan warga di setiap tahap, efektivitas audit sosial pada aspek partisipasi belum sepenuhnya tercapai.
4.3.4	Keberlanjutan pada Output Fisik Infrastruktur Terpelihara Secara Mandiri Melalui Gotong Royong dan Kas Jimpitan Warga
Temuan pada Subbab 4.2.4 menunjukkan kondisi yang relatif lebih positif dibandingkan tiga aspek sebelumnya. Seluruh informan secara konsisten melaporkan adanya perubahan fisik infrastruktur yang nyata. Ketua Pokmas (I1) dan Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) mengonfirmasi bahwa jalan yang sebelumnya rusak dan becek kini telah layak digunakan. Pernyataan tersebut didukung oleh Masyarakat (I4) yang menyatakan: 
“Sekarang lancar, sudah terdampak bagus lah sekarang mobilisasi.”
Temuan ini menunjukkan bahwa pada dimensi output fisik, program memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Lebih jauh, mekanisme pemeliharaan melalui gotong royong dan iuran komunitas (jimpitan) tidak sekadar ada, melainkan sudah terlembaga secara informal dan berjalan mandiri selama lebih dari enam tahun tanpa bergantung pada dana Probebaya. 
Tim Fasilitasi Kelurahan (I2) mengonfirmasi bahwa pemerintah menyediakan mekanisme rehabilitasi berkala setiap tiga tahun sebagai penguat jangka panjang. Ini bukan pengganti inisiatif masyarakat, melainkan pelengkapnya karena pemeliharaan harian sudah dijalankan secara swadaya oleh warga melalui kas jimpitan dan gotong royong. Triangulasi sumber menunjukkan konsistensi bahwa keberlanjutan terpenuhi pada dua dimensi: output fisik berjalan baik dan dirasakan manfaatnya, serta pemeliharaan komunitas berjalan melalui mekanisme informal yang sudah mengakar (gotong royong, jimpitan, swadaya). Satu-satunya keterbatasan adalah cakupan program yang baru menyentuh 40-60% wilayah RT 46, sehingga harapan keberlanjutan ke depan bertumpu pada pengajuan program lanjutan. 
Kondisi ini memenuhi prinsip keberlanjutan menurut Kumar (2024) yang mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat, serta sejalan dengan Priyanto & Budiyono (2024) yang menegaskan bahwa keberlanjutan program juga ditentukan oleh modal sosial komunitas yang mendorong masyarakat mempertahankan manfaat secara mandiri. Berbeda dengan tiga aspek sebelumnya, pada aspek keberlanjutan sifat nonstruktural justru menjadi kekuatan.
Ketiadaan struktur formal yang mengikat justru mendorong tumbuhnya mekanisme pemeliharaan mandiri yang mengakar dari modal sosial komunitas, menunjukkan bahwa efektivitas audit sosial nonstruktural paling kuat pada aspek yang paling dekat dengan kepentingan sehari-hari warga.
Dengan demikian, keberlanjutan program Probebaya oleh Pokmas Suko Makmur tercapai pada dimensi output fisik dan pemeliharaan berbasis komunitas. Infrastruktur tetap berfungsi baik dan dirawat melalui gotong royong serta kas jimpitan yang telah menjadi kebiasaan sosial warga. Namun, keberlanjutan struktural tetap bergantung pada alokasi anggaran pemerintah dan rehabilitasi berkala, sehingga daya tahan program lebih ditopang modal sosial komunitas daripada desain kelembagaan formal.
Dengan demikian, efektivitas audit sosial pada aspek keberlanjutan relatif tercapai, karena modal sosial komunitas terbukti mampu menopang keberlangsungan hasil program secara mandiri.














BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, pengelolaan dana Probebaya oleh Pokmas Suko Makmur di RT 46 belum berjalan efektif secara menyeluruh dalam perspektif audit sosial nonstruktural. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan mekanisme audit sosial nonstruktural dalam menjamin distribusi informasi yang merata, pertanggungjawaban publik yang aktif, serta keterlibatan masyarakat secara bermakna. Rincian Kesimpulan dari masing-masing indikator sebagai berikut:
1.			Aspek transparansi, keterbukaan lebih bersifat administratif dan prosedural, sehingga belum menghasilkan kontrol sosial yang efektif. Informasi tersedia melalui mekanisme formal, namun tidak didistribusikan secara aktif dan merata kepada seluruh warga. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi lebih berorientasi vertikal kepada pemerintah dibandingkan horizontal kepada masyarakat.
2.		Aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah berjalan kuat melalui sistem pelaporan berjenjang. Namun, akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum terinstitusionalisasi secara memadai karena tidak terdapat mekanisme pelaporan terbuka yang memungkinkan warga melakukan verifikasi dan evaluasi secara langsung. Dengan demikian, akuntabilitas lebih terkonsentrasi pada kepatuhan administratif daripada kontrol publik.
3.		Aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat cenderung bersifat konsultatif pada tahap perencanaan dan semakin menurun pada tahap pelaksanaan serta pengawasan. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi belum berkembang menjadi partisipasi substantif yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program.66

4.		Sebaliknya, pada aspek keberlanjutan, program menunjukkan capaian yang relatif efektif. Infrastruktur yang dibangun tetap berfungsi dan dipelihara melalui mekanisme gotong royong serta kas jimpitan, sehingga daya tahan hasil pembangunan lebih ditopang oleh modal sosial komunitas daripada oleh desain kelembagaan.
.Temuan ini menegaskan bahwa dalam audit sosial nonstruktural, keberhasilan program sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur formal pengawasan dan kekuatan sosial masyarakat lokal.
5.2	Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut disampaikan saran yang ditujukan kepada tiga pihak yang relevan dengan pengelolaan dana Probebaya.

5.2.1	Bagi Pokmas Suko Makmur
 
1.			Pada aspek transparansi, Pokmas perlu mengubah pendekatan dari keterbukaan pasif menjadi distribusi informasi yang aktif dan terstruktur. Rincian anggaran, nilai potongan pajak, serta realisasi penggunaan dana perlu disampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam forum rembug warga dengan bahasa yang mudah dipahami. Informasi tidak cukup hanya tersedia dalam bentuk banner atau dokumen administratif, tetapi harus dikomunikasikan secara eksplisit agar masyarakat memiliki dasar untuk melakukan pengawasan sosial.
2.		 Pada aspek akuntabilitas, Pokmas perlu membangun mekanisme pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat. Selain pelaporan berjenjang kepada pemerintah, perlu dilakukan penyampaian laporan realisasi anggaran secara sederhana pada akhir setiap siklus kegiatan. Laporan tersebut dapat memuat ringkasan penggunaan dana, dokumentasi pekerjaan, serta penjelasan perbedaan antara RAB dan realisasi. Penyampaian dalam forum terbuka akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
3.		 Pada aspek partisipasi, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih substantif, terutama pada tahap pelaksanaan sehingga manfaat ekonomi program tidak hanya berupa hasil fisik, tetapi juga distribusi pendapatan kepada komunitas sasaran.
4.		Pada aspek keberlanjutan, Pokmas perlu mengakui dan memperkuat modal sosial yang telah terbentuk, seperti gotong royong dan sistem kas jimpitan. Mekanisme tersebut dapat didokumentasikan dan dilembagakan secara lebih formal melalui pencatatan rutin dan pengaturan yang disepakati bersama, sehingga keberlangsungannya tidak semata-mata bergantung pada figur kepemimpinan tertentu, tetapi menjadi sistem komunitas yang berkelanjutan.

5.2.2	Bagi Pemerintah Kota Samarinda dan Tim Fasilitasi Kelurahan
 
1.		Terkait transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Samarinda perlu meninjau desain mekanisme Probebaya agar kewajiban pelaporan tidak hanya mengalir ke atas menuju birokrasi, tetapi juga ke bawah kepada masyarakat. Perlu ada ketentuan formal yang mewajibkan Pokmas menyelenggarakan forum pertanggungjawaban terbuka kepada warga di setiap akhir siklus kegiatan, disertai sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tim Fasilitasi Kelurahan perlu memperkuat perannya sebagai jembatan informasi agar seluruh warga mendapatkan akses atas informasi program secara merata.
2.		Partisipasi perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur upah tenaga kerja dalam program Probebaya agar kompetitif dengan standar pasar lokal, sehingga mendorong keterlibatan nyata warga RT setempat dalam tahap pelaksanaan dan distribusi manfaat ekonomi lebih optimal. 
3.		Terkait keberlanjutan, pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran semenisasi secara bertahap mengingat cakupan wilayah RT 46 yang baru menyentuh 40–60%. Dalam jangka panjang, perlu dibentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang terstruktur minimal di tingkat Kelurahan agar fungsi audit sosial tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif individu pengelola. 

5.2.3	Bagi Peneliti Selanjutnya
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu Pokmasdi satu RT, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, terdapat beberapa peluang pengembangan penelitian lanjutan.
1.		Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan dengan membandingkan beberapa Pokmas di RT atau Kelurahan berbeda untuk menguji apakah pola asimetri informasi, ketimpangan akuntabilitas horizontal, dan penurunan partisipasi yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat sistemik dalam program Probebaya, atau bersifat kasuistik pada Pokmas Suko Makmur.
2.		Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi dan partisipasi secara lebih terukur melalui pendekatan campuran (mixed methods), sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif antara temuan kualitatif dan data numerik.
3.		Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara khusus desain insentif ekonomi dalam program sejenis, terutama bagaimana struktur upah tenaga kerja mempengaruhi kualitas partisipasi serta distribusi manfaat ekonomi kepada komunitas sasaran.	
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Lampiran 1: Panduan Wawancara Semi Struktur
A. INFORMAN 1
Ketua Pokmas (Informan Kunci)
1. Transparansi
1. Bagaimana proses penyampaian informasi terkait perencanaan dan penggunaan dana Probebaya kepada masyarakat?
2. Media apa saja yang digunakan Pokmas untuk menyampaikan informasi tersebut?
3. Apakah masyarakat dapat mengakses dokumen atau laporan penggunaan dana? Jika bisa, bagaimana mekanismenya?
4. Kendala apa yang dihadapi Pokmas dalam membuka informasi kepada masyarakat?
2. Akuntabilitas
5. Bagaimana proses perencanaan pembangunan jalan di RT 46?
6. Pihak mana saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan penggunaan dana?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pokmas kepada Tim Fasilitasi Kelurahan dan masyarakat?
8. Apakah ada evaluasi atau pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan? Siapa yang melakukan?
3. Partisipasi
9. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jalan?
10. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan?
11. Apakah aspirasi masyarakat selalu dapat diakomodasi? Mengapa iya atau tidak?
4. Keberlanjutan
12. Bagaimana upaya Pokmas memastikan hasil pembangunan jalan dapat digunakan dalam jangka panjang?
13. Apakah ada rencana pemeliharaan pasca pembangunan?
14. Menurut anda, apakah pembangunan jalan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

B. INFORMAN 2
Tim Fasilitasi Kelurahan
1. Transparansi
1. Bagaimana mekanisme Tim Fasilitasi Kelurahan Kelurahan dalam memastikan keterbukaan informasi pengelolaan dana Probebaya?
2. Apakah Pokmas secara rutin menyampaikan informasi dan laporan kegiatan?
3. Bagaimana peran Tim Fasilitasi Kelurahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat?
2. Akuntabilitas
4. Bagaimana bentuk pengawasan Kelurahan terhadap pengelolaan dana oleh Pokmas?
5. Apakah laporan pertanggungjawaban Pokmas sudah sesuai ketentuan?
6. Kendala apa yang paling sering muncul dalam pelaksanaan Probebaya di tingkat RT?
3. Partisipasi
7. Bagaimana peran Kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat?
8. Apakah masyarakat aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan?
9. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat?
4. Keberlanjutan
10. Bagaimana evaluasi Tim Fasilitasi Kelurahan terhadap keberlanjutan hasil pembangunan jalan?
11. Apakah ada tindak lanjut atau pembinaan pasca kegiatan selesai?

C. INFORMAN 3 & 4
Masyarakat (Penerima Manfaat)
1. Transparansi
1. Apakah anda mengetahui adanya program Probebaya di lingkungan RT 46?
2. Dari mana Anda memperoleh informasi terkait pembangunan jalan?
3. Apakah informasi yang diberikan menurut Anda sudah jelas dan terbuka?
2. Akuntabilitas
4. Menurut anda, apakah pembangunan jalan dilaksanakan sesuai rencana?
5. Apakah ada penjelasan atau laporan dari Pokmas setelah kegiatan selesai?
6. Apakah anda merasa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan?

3. Partisipasi
7. Apakah anda pernah dilibatkan dalam musyawarah atau diskusi terkait pembangunan jalan?
8. Jika ya, dalam bentuk apa partisipasi tersebut?
9. Jika tidak, menurut Anda mengapa masyarakat kurang terlibat?
4. Keberlanjutan
10. Bagaimana kondisi jalan setelah pembangunan dilakukan?
11. Apakah pembangunan tersebut membantu aktivitas sehari-hari anda?
12. Apakah ada upaya masyarakat untuk merawat hasil pembangunan?

D. PERTANYAAN PENUTUP (UNTUK SEMUA INFORMAN)
1. Menurut anda, apa kekuatan utama pelaksanaan Probebaya di RT 46?
2. Apa kelemahan atau masalah yang masih perlu diperbaiki?
3. Apa saran anda agar pengelolaan dana Probebaya ke depan lebih efektif, transparan, dan partisipatif?







Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
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Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Gambar 1 (Wawancara dengan Ketua Pokmas Suko Makmur)
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Gambar 2 (Tim Fasilitasi Kelurahan)
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Gambar 3 Masyarakat 
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Gambar 4 Masyarakat
[image: ]

Lampiran 4 Observasi Lapangan
Gambar 1 Kondisi Jalan
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Gambar 2 Informasi Proyek Jalan
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Lampiran 5 : Transkrip Wawancara
Nama Informan ke 1		: Hidayat Raga
Umur				: 44 Tahun
Jabatan				: Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
Masa Jabatan		: 2022-2025
Tanggal Wawancara		: 30 Januari 2026
Tempat Wawancara		: Rumah Bapak Hidayat Raga
P : Peneliti
I1: Informan 1
P	: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb. Terima kasih sebelumnya pak untuk meluangkan waktu untuk pendidikan saya pada hari ini. Sebelumnya untuk jawaban bapak itu tidak ada salah atau benar karena penelitian saya ini mendalami tentang pengalaman bapak sebagai Ketua Pokmas di Sukomakmur di tahun 2025. Pertanyaan pertama, nama bapak siapa?
I1	: Hidayat Raga
P	: Masa jabatan Ketua Pokmas? 
I1	: 2022 sampai 2025, 4 tahun. 
P	: Oke, umur berapa Pak? 
I1	: Umurnya sekarang 44 ya. 
P	: Bagian pertama, sejak kapan Pokmas Sukomakmur dibentuk Pak?
I1	: Tahun 2022 bulan Januari.
P	: Bagaimana proses pembentukan Pokmasnya Pak? 
I1	: Mulai dari musyawarahnya, penerbitan SKnya sampai dari camat lurahnya dengan tetap harus bermusyawarah. Saya sama satu tim kan, kita cari satu tim yang bisa jadi kerjasama. Intinya kan kegiatan itu bisa berjalan, tidak neko-neko kan itu.Terus untuk dengan pihak kelurahan, alhamdulillah kita bagus-bagus saja saling support, kekurangan kita tim Pokmas di lapangan, ada pihak kelurahan yang mendukung. Mendukung dalam arti kegiatan kita itu jangan sampai kena masalah berkaitan dengan hukum jadi apabila ada kesalahan kita langsung ada arahan ataupun teguran dari kelurahan maupun kecamatan. 
P	: Berapa jumlah anggota pada saat itu Pak? 
I1	: Anggota satu Pokmas Sukomakmur 10 orang. 
P	: Apa saja tugas dan tanggung jawab utama sebagai Ketua Pokmas Pak? 
I1	: Tugas dan tanggung jawab utama sebagai ketua pelaksanaan di lapangan, mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan Probebaya.
P	: Semua kegiatan itu? 
I1	: Semua kegiatan karena semua kegiatan itu besar dan kecilnya resikonya pada ketua sama pihak kelurahan. Apabila ada kesalahan, otomatis ketua, pihak kelurahan semua itu terseret dengan hukum kalau nggak benar-benar menjalani kegiatan itu. Apabila ada penyelewenan otomatis ketua yang jadi tersangka yang paling utama, terseret dengan hukum. Jadi kita harus benar-benar mengawasi itu, kegiatan itu benar-benar berjalan. 
P	: Bagaimana pengalaman bapak tentang program Probebaya di RT 46? 
I1	: Kalau program ini Probebaya memang sangat bagus yang dulunya untuk pembangunan lingkungan, kita harus bersusah payah menunggu aspirasi-aspirasi. Terutama di lingkungan kita sini, di RT 46, sangat-sangat tertinggal dulu sebelum saya jadi RT. Begitu saya naik jadi RT, Alhamdulillah ada sih aspirasi, ada dengan adanya Probebaya juga sangat bagus, sangat membantu aspirasi yang nggak bisa terserap, Probebaya yang bisa masuk menampung aspirasi itu. Satu contoh kayak lingkungan sudah mulai berkembang. Dulunya di tempat kita sini redup, jalan juga parah sekarang sudah mulai bagus. Tinggal ya sabar aja karena kegiatan yang baru berjalan, itu pun nggak sepenuhnya di lingkungan kita aja kan jadi kan ya kita harus bersabar, pelan-pelan membangun  nggak sekaligus tapi bertahap ya. Jadi kan ya pelan-pelan, memang harus proses itu. Sangat bagus, sangat mendukung untuk kegiatan Probebaya. Dulunya tertinggal semenisasi, tertinggal drainase, tertinggal kegiatan ibu-ibu di lingkungan PKK Dasawisma sekarang ada semua, alhamdulillah.
P	: Bagaimana proses perencanaan pembangunan semenisasi di RT 46 dilakukan, Pak? Khususnya Proses semenisasi?  
I1	: Kita sebelum melaksanakan kegiatan, jadi di akhir bulan, di bulan 12 kita sudah mengadakan rembug warga. Jadi di bulan 11-12 sudah mengadakan rembug warga, terus kita minta kesepakatan dari masyarakat seperti yang mana yang mau dikerjakan untuk semenisasinya? Terus kegiatannya ini, ini, ini. Kita tunjukkan semua terbuka cuma pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas, karena setahunya mereka kan dana Probebaya itu keluarnya 100 juta di kiranya murni 100 juta masuk ke Pokmas kan gitu tapi enggak, Pokmas ini hanya menjalankan kegiatan dana itu tetap dari pemerintahan yang menurunkan ke Pokmas, Pokmas hanya mengelola sesuai tupoksinya kan itu, kita juga enggak berani karena dana itu ada juga dari pihak pemerintahan kota, yaitu sebagai pendamping, mengawasi juga kita di lingkungan. Ada sedikit melenceng, pasti sampai ke pemerintahan kota.  Kalau di lingkungan saya, Suko Makmur, Alhamdulillah aman-aman aja.
P	: Berarti semua warganya hadir ya Pak ke Rembug? 
I1	: Ya namanya warga, walaupun enggak semua hadir yang kita undang datangnya segini, ya kita mau gimana? Kita enggak bisa juga. 
P	: Tapi banyak ya Pak? 
I1	: Banyak, Alhamdulillah. berdasarkan kesepakatan warga, khususnya kegiatan semenisasinya. 
P	: Warga paham aja ya? 
I1	: Paham. Kalau ada yang kurang paham ya itu, kurang pahamnya mereka, dananya 100 juta, dikirain murni 100 juta itu utuh kita mengelola padahal itu ada pajaknya. 
P	: Informasi apa saja yang disampaikan kepada masyarakat saat tahap perencanaan? Apakah tentang besaran dana, atau rencana teknisnya, timeline yang disepakati, misalnya berapa lama penyelesaian itu disampaikan Pak? 
I1	: Itu kita sampaikan bahkan kita, untuk kegiatan semenisasinya, kita ngambil di jalannya yang ukuran 3 meter ke bawah. Nah kalau untuk kegiatannya, kita sampaikan untuk macam-macam kegiatan.Nah, berjalannya waktu, kegiatan berapa lama, itu kan tergantung cuaca. Kita nggak bisa memastikan di lapangan, 2 hari atau 3 hari setiap hari kita nggak bisa memastikan. Kalau cuacanya bagus, 2 hari selesai, cuacanya nggak bagus mungkin bisa panjang waktunya kan gitu. Kadang kita ngerjakan hampir 2 hari, 3 hari itu memang yang kita maklumi. Karena alamnya kita nggak bisa harus maksakan kehendak kita kalau misalnya semenisasi ya. Nah terus untuk masalah penyampaian, kita sampaikan semua.
Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya  
P	: Ya, maksudnya misalnya semenisasi biasanya berapa lama, kesepakatannya misalnya berapa bulan, nanti direalisasinya berapa bulan?
I1	: Nah di 2025 ini kemarin, itu di bulan 7, eh bulan 6 baru ada pencairan. Terus lanjut lagi ini sampai yang terakhir kemarin di bulan 11 itu. Itu kan ada 3 tahap, bertahap-tahap pencairan.
P	: Oke, terus melalui media apa informasi perencanaan itu disampaikan biasanya Pak? 
I1	:Kita nggak pakai media, cuma kita rempuk warga, terus anggota kita kumpulkan, terus ada tim pendamping dari kota, dari kota langsung, yang menghadiri dari kelurahan, kecamatan, menghadiri, kita sampaikan, kita tuangkan.
P	: Nggak pakai papan pengumuman atau benner? 
I1	: Nggak ada, nggak ada. Ada sih grup, grup Pokmas itu ada.
P	: Apakah ada dokumen perencanaan semenisasi seperti proposal, RAB yang bisa diakses masyarakat? 
I1	: Nah untuk RAB ini, terus terang. Bahkan saya sempat bimtek, selama saya jadi ketua Pokmas ya, kita bimtek di balai kota, bahkan di gedung, yang terakhir kemarin gedung IKWIL, tahun 2025 ini kemarin, kita sempat sampaikan masalah ini. Ini memang sangat-sangat kekurangan kami di Pokmas, semua Pokmas. Bukan hanya di Rawamur aja, semua sekota samarinda itu rata-rata kekurangan kami itu di teknisnya. Nah teknisnya untuk pekerjaan RAB-nya itu, memang sangat sulit karena itu orang benar-benar harus punya sekolahnya di situ, kalau nggak di situ kan nggak bisa. Jadi ya gimana caranya kami, yang penting kegiatan itu bisa berjalan.
P	: Tapi masyarakat bisa tahu ya? 
I1	: Masyarakat bisa tahu. Bahkan kegiatan kita ini, kita tanyakan ke masyarakat. Yang biasanya pemborong, tekni sipil, kegiatan proyek-proyek. Kita tanyakan ke mereka, gimana sanggup kerjaan ini dengan upah segini. Mereka nggak sanggup, kenapa? Karena ya nggak sama dengan yang mereka ambil proyek, uangnya besar kan gitu. Kalau ini kan uangnya kecil jadi kan ya mereka nggak mau otomatis semua rata-rata menolak. Jadi mau nggak mau kita yang ngelola kan gitu. Yang penting bisa berjalan, kegiatan nggak menyeleweng, sudah. Jadi walaupun sulit untuk dikerjakan, tapi proposal dari RAB itu tetap berjalan. Alhamdulillah, sampai saja akses. 
P	: Bagaimana Pokmas menginformasikan perkembangan pelaksanaan pembangunan semenisasi kepada masyarakat? Seperti seberapa sering kah, berapa kali, dengan media apa? 
I1	: Ya itu sih grup memang ada untuk menginformasikan kegiatan ini sudah berjalan. Pada masing-masing pokmas itu ada grupnya. Jadi kita mau melaksanakan kegiatan, kita janjian, ayo kita ngatur waktu kita, kalau nggak ada waktu kerjaan kita, masing-masing, hari apa, jam berapa, ayo kita jalankan sama-sama. Kalau di saya suka mamur, makanya suka mamur terus unggul di setiap kegiatan. Saya ngatur mereka seperti itu. 
P 	: Berarti masyarakat juga diajak ya Pak? 
I1	: Ya masyarakat yang berhak menerima, itu di pemberdayanya kalau yang disemenisasinya, ya masyarakat tahu bila ada kegiatan, oh ini kegiatannya ini, oh ya itu perkembangannya dikasih tahu
P	: Apakah ada papan informasi proyek di pembangunan semenisasi, Pak? 
I1	: Ada, semua-semua ada. 
P	: Itu informasinya apa aja yang tercantum? 
I1	: Tercantum ya materialnya untuk kegiatan, kayak semen, pasir, koral, sekian-sekian nominalnya itu ada semua di situ. Kalaupun tidak apa-apa, banner, seperti banner itu ada. 
P	: Apakah masyarakat bisa mengakses informasi penggunaan dana pada pelaksanaan semenisasi, Pak? Untuk akses penggunaan dananya ke semenisasi ini berapa sekian? I
I1	: ya, kita laporkan setiap masing-masing lingkungan, masing-masing punya topoksi. Oh lingkungan saya keperluannya semenisasi sekian, berarti keperluannya sekian, itu kan harus pakai konsultan itu, dia mengerjakannya oh ini sekian, habisnya sekian. Kalau di sini, saya ngasih pasti pull terus, tidak pernah separoh-separoh. Saya ngasih pasti pull terus, karena mesti 70 % Infrastruktur lalu 30% kegiatan lainnya, pasti seperti itu. Sudah saya jelaskan semua di masyarakatnya. 
P	:Kan itu bapak bilang tadi bisa diakses ya untuk penggunaan keuangannya, itu biasanya diaksesnya dalam bentuk apa, Pak?
I1	: Di saat kita ngumpul rembuk warga itu kita memberi tahuan di situ dengan Bentuk fisik. 
P	: Apakah biasanya masyarakat itu banyak bertanya soal mekanismenya, terkait laporan? 
I1	: Banyak, banyak bertanya, banyak pro kontranya, memang banyak. Karena itu tadi, pemahaman ini masyarakat kan kita harus maklumi. Kadang ada, wah dana sekian besar masih cuma itu kerjaannya kan? Karena mereka nggak tahu. Kebanyakan memang seperti itu. Sudah kita jelas, kita sampaikan ini, ini, ini. Karena ya kita maklumi namanya. Awal kita ya ngikutin aja lah, ya sudah.yang penting kalau kegiatan nggak benar-benar berjalan, otomatis kita ini nggak mungkin selamat. 
P	: Terus kira-kira hambatan apa aja yang dihadapi dalam menjaga transparansi pengelolaan dana ini, Pak? 
I1	: Alhamdulillah sih. Untuk hambatan ini, kita yang terkendala hambatan, terkendala yaitu untuk mengerjakan rap teknis kegiatan.Kita harus pakai konsultan. Kalau kita nggak pakai konsultan, susah kita mau hitung-hitung. Karena di kegiatan ini, kalau hitung-hitungnya salah, otomatis keeseminisasi sebentar aja rusak yang itu. kendalanya sih di situ, kalau untuk kendala lainnya sih nggak ada. 
P	: Dokumen apa saja yang harus disiapkan Pokmas dalam pengelolaan dana Prababaya, itu apa aja Pak biasanya? 
I1	: Kita biasanya dokumen itu, nota, kuitansi, ya kan, untuk percairan kan. Nota, kwitansi untuk percairan, terus dokumentasi kegiatan-kegiatan di lapangan, itu yang kita siapkan semua kegiatan. Termasuk sudah kegiatan, kegiatan saya sudah sekian persen, itu ada semua dokumentasinya.
P	: Terus apakah semua dokumen administrasi sudah lengkap dan tersimpan dengan baik? 
I1	: Alhamdulillah sudah. Semua tersimpan di kelurahan. Di kelurahan menumpuk gitu pokoknya Semua dokumentasi kegiatan Pokmas saya rasa masih tersimpan. Kalau sudah nggak berjalan mungkin sudah nggak disimpan itu. Karena dia tahu sendiri, satu RT numpuknya itu hampir segini.
P	: Itu dokumentasinya. Bagaimana proses pelaporan keuangan dilakukan oleh Pokmas, Pak, kekelurahan prosesnya apa saja biasanya? 
I1	: Prosesnya kita setiap kegiatan, pemakaian dana sekian, habisnya sekian itu kita laporkan. Semua kegiatan.
P	: Dokumen apa yang biasa terlampir, Pak? 
I1	:Terlampir sesuai dengan barang belanjaannya semua. Itu nota pembelanjaannya. 
P	: Itu sesuai RAB juga, Pak? 
I1	: Sesuai.
P	: Kepada siapa, Pak, biasanya melaporkannya? 
I1	: Pada pihak kelurahan ada bendahara. Bila sebagai ngontrol. Apabila kegiatan itu, laporan itu kok belum masuk, kendalanya Itu pasti sudah. Kenapa? Ini masalah apa? Pokmas ini kok belum setor ini? Belum setor laporannya. Hasilnya kegiatan kok dana sudah sekian ngambil kok belum ada laporan ini? Apa masalahnya? Itu pasti dipertanyakan. 
P	: Formatnya itu laporan seperti apa, Pak? Print out kertas? 
I1	: Semua kegiatan, data foto, print out kertas itu, nota akuitasi kita setorkan. Kalau masih ada kurangnya, ini kurangnya apa nih? Kemana nih? Pasti dipertanyakan itu. 
P	: Terus, apakah ada verifikasi atau audit dari pihak kelurahan atau terhadap laporan Pokmas, Pak, biasanya? 
I1	: Verifikasi ada. kelurahan, kecamatan pasti ada semua. Sebelum data itu masuk ke kota, di kelurahan pasti verifikasi, kecamatan verifikasi, baru kota. 
P	: Hambatannya apa saja yang dihadapi dalam penyusunan administrasi dan pelaporan itu, Pak? 
I1	: Kalau sudah tinggal penyusunan, tinggal pelaporan, itu hambatannya kalau ada yang tertinggal-tertinggal itu kegiatan. Itu saja sih.
P	: Selanjutnya, apakah ada pelaksanaan pembangunan jalan sesuai rencana di awal RAB-nya, Pak? Iya, sesuai. Alhamdulillah sesuai semua. Dalam kegiatan kita, kita dikasih waktu, dan pencairan di tanggal sekian paling lambat, data itu sudah masuk di kelurahan kecamatan sampai ke kota itu, masuk di kelurahan satu bulan setelah pencairan. Jadi dari kelurahan masuk kecamatan, satu bulan setengah kecamatan, masuk ke kota mungkin dua bulanan itu sudah alhamdulillah tidak ada kendalaan. 
P	: Bagaimana memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar, Pak? Apakah ada pengawasan teknisnya? 
I1	: Ada pengawasan teknisnya, karena itu tadi kita pakai konsultan. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan, jangan sampai karena ini untuk lingkungan kita masing-masing. Nanti, wah, apalagi masyarakat, uangnya gede kok, kerjaannya kok rusak tidak bagus. Itu pasti banyak korupsinya. Kan di situ kendalanya, pasti. 
P	: Konsultannya itu dari siapa? Dari Pokmas pribadi atau arahan dari kelurahan? 
I1	: Otomatis kita Pokmas yang usahakan caranya bagaimana untuk konsultan itu, ya kita Pokmas yang menanggung, kita yang mengurusin.
11	: Apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi dan direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai semua.
P	:  Bagaimanakah Pokmas mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat? Apakah ada forum pertanggungjawaban khusus? 
I1	: Tidak ada sih, forum pertanggungjawaban khusus tidak ada.
P	: Bagaimanakah Pokmas merespon kelurahan atau kritik dari masyarakat? 
I1	: Saya rasa sih untuk kritik itu bagus,ya namanya masyarakat ini awam. Kita harus maklumi namanya awam. Mau kita jelaskan kayak gimana pun mereka ya tetap aja protes. Kritis tetap aja tapi yaudahlah yang penting kegiatan itu berjalan.Intinya kalau kegiatan itu menyeleweng, otomatis kita ini berdampak dengan hukum semua. 
P	: Jadi tetap direspon dengan baik? 
I1	: Tetap direspon dengan baik. Itu semua namanya kritik secara masukan itu bagus.
P	: Hasil pembangunan jalan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT 46 memang Pak? 
I1	: Alhamdulillah sudah yang selama saya mimpin ya. Alhamdulillah sudah.
P	: Berapa tinggi tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pak? 
I1	: Ya Alhamdulillah sih 50 persen diatas. Sisanya mungkin karena ada kesibukan kita juga gak bisa memaksa kan namanya masyarakat.
P	: Apa contoh konkretnya itu aspirasi atau usaha masyarakat ditampung itu secara ini bagaimana tampungnya Pak? Mas menampung aspirasi itu Pak? 
I1	: Ya kita sih menampung aspirasi kita catat ya kan. Permintaan masyarakat apa gitu kalau sesuai kita jalankan kalau gak sesuai gak kita jalankan kan itu. Gak semua permintaan kita jalankan gak mungkin kan itu.
P	: Itu sih. Biasanya siapa yang paling aktif memberikan masukan dalam perencanaan Pak? Dari pihak masyarakat? 
I1	: Waduh ganti-ganti.  Paling aktif ya masyarakat juga ya, Pokmas iya kami beri masukan pasti kita yang kasih juga kan. Apabila ada pertanyaan, kita pasti jawab.
P	: Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu Pak? Adakah masyarakat berpartisipasi pada saat pembangunan semenisasi? 
I1	: Alhamdulillah ada di kegiatan semenisasi itu. Ada sih masyarakat yang support dengan memberikan air putihnya, kopinya ada. Alhamdulillah partisipasi masyarakat ada. Jadi, terus terang saya sebagai ketuaan ini, yang pusingnya kita mikirnya di saat kegiatan yang kayak gitu, teman-teman mau kita kasih makan apa, mau kita kasih minum apa, sedangkan dana ini gak bisa digunakan sembarangan, kan gitu. Kalau ada masyarakat, kita sangat bersyukur yang support kayak gitu. Jadi banyak masyarakat yang support. Banyak masyarakat support, mendukung, kan gitu. 
P	: Seberapa aktif masyarakat mengawasi jalanan pekerjaan semenisasi, Pak? masyarakat mengawasinya itu seberapa aktif? 
I1	: Ya, kalau seberapa aktif sih, masyarakat kan hanya melihat aja mereka ini. Setelah melihat kegiatan, oh ini jalannya, oh sudah, gitu.
P	: Apakah ada masyarakat yang terlibat langsung sebagai tenaga kerja, Pak? 
I1	: Jarang, jarang ada yang mau. karena gak sesuai dengan upah yang diluaran, kan gitu. Memang kegiatan ini seharusnya masyarakat sekitar, kan gitu. saat kita rembug warga, itu kita sudah leparkan semua. Maukah kegiatan ini diambil kerjanya? Ada yang gak sanggup, karena upahnya itu gak sesuai, kan gitu loh.Nah, satu contoh kayak semenisasi. Semenisasi kegiatannya pasti, kalau diluaran itu kan, dia itungannya dia kan sudah borongan. Borongan paling enggak sehari itu dia dapat 200-300, kan gitu.Nah, kalau ini kan cuma 100 lebih, apa yang mau dimakan pasti menolak semua masyarakat. Rata-rata seperti itu. Itu sih.
P	: Terus, apakah ada evaluasi bersama antar Pokmas dan masyarakat setelah pembangunan selesai, Pak? 
I1	: tidak ada hanya evaluasi sih ada saat rembug itu kita bahas lagi.
P	: Kira-kira itu faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam probebaya, Pak? 
I1	: Ya, masing-masing orang masing-masing pendapatnya sih itu faktornya. Faktor itu kan, karena itu tadi, pemahaman awam itu kan gak bisa sepenuhnya. Ya kan? Gak bisa sepenuhnya 100%. Karena pemahaman mereka kan sesuai janji-janji kampanye, pendengaran mereka kan seperti itu. Kalau janjinya sekian jadi Masyarakat menuntut hak mereka menjadi alasan mereka berpartisipasi.
P	: Bagaimana kondisi jalan saat ini setelah pembangunan probebaya di RT 46?
I1	: Alhamdulilah bagus 
P	: Apakah jalan yang dibangun masih berfungsi dengan baik pak?
I1	: Alhamdulilah masih berfungsi semua
P	: Apakah ada kerusakan?
I1	: Belum ada kerusakan sama sekali, di aturanya jika sudah 3 tahun pengajuan semenisasi ulang tapi di RT 46 belum ada
P	:  Apa Manfaat dari pembangunan jalan ini pak?
I1	: Masyarakat senang karena jalan yang sebelumnya rusak dan becek menjadi bagus.
P	: Apakah ada pemeliharaan jalan setelah pembangunan jalan selesai?
I1	: Pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat di wilayah RT seperti gotong royong pasti ada.
P	: Siapa yang bertanggung jawab?
I1	: Lingkungan RT seperti masyarakat yang bertanggung jawab.
P	: Apakah ada dana khusus untuk pemeliharaan?
I1	: Dana khusus tidak ada tapi untuk kegiatan gotong royong sedang diajukan untuk pendanaan gotong royong dari kegiatan Probebaya.
P	: Bagaimana mekanisme perbaikan jalan jika ada kerusakan?
I1	: Mekanisme perbaikan jalan, saya sebagai ketua RT dan masyarakat gotong royong dan tidak menggunakan dana Probebaya tapi menggunakan dana lingkungan.
P	: Apakah ada Probebaya lanjutan untuk tahun selanjutnya?
I1	: Tentu ada, dengan RT dan Ketua Pokmas yang baru akan mengajukan kegiatan probebaya lanjutan.
P	: Hambatan untuk menjaga kelanjutan pembangunan ini?
I1	: Tidak ada hambatan, semua menjaga hasil pembangunan dengan baik.
P	: Selama menjabat sebagai Ketua Pokmas khususnya di periode 2025 apa kelebihan dan kekurangan Probebaya?
I1	: Kelebihannya sangat mendukung lingkungan dengan memajukan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dan kekurangan probebaya kekurangan konsultan ahli seperti teknik sipil. Hambatan ini kami sampaikan ke kecamatan hingga kota.
P	: Saran untuk Probebaya 
I1	: Mudahan Probebaya ini tetap berjalan, lingkungan berkembang terus dan jangan sampai berhenti karena kurangnya ratanya pembangunan dari pemerintahan kota. 
Nama Informan ke 2		: Sultan Hassanudin
Jabatan			:Tim Fasilitasi bagian Sarana dan Prasarana 
Masa Jabatan		: 2022-saat ini
Tanggal Wawancara		: 29 Januari 2026
Tempat Wawancara		: Kantor Kelurahan
P	: Peneliti
I2	: Informan ke 2
P	: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, izin terima kasih sebelumnya untuk waktunya untuk bisa saya wawancarai lagi sebagai kepentingan penelitian saya Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan bapak menjadi Tim Fasilitasi Kelurahan untuk Probebaya?
I2	: Sejak adanya program pak wali khusus untuk Probebaya di tahun 2022 mulainya Sehingga sekarang.
P	: Apa tugas dan tanggung jawab utama Tim Fasilitasi Kelurahan dalam Probebaya? 
I2	:  kebanyakan tugasnya ialah melakukan pengawasan baik administrasi maupun di lapangan dalam program pelaksanaan Probebaya  kami siap untuk turun.. 
P	: Berapa banyak RT yang didampingnya Tim Fasilitasi Kelurahan? 
I2	: Semuanya 52 RT pokoknya setiap kali ada kegiatan RT kami turun ikut mengawasi.
P	: Bagaimana hubungan kerja Tim Fasilitasidengan POKMAS dan masyarakat? 
I2	: Selama ini berjalan baik, lancar, komunikasi lancar apalagi sudah ada grup, jadi kalau ada apa-apa kita hubungi ketua Pokmasnya nanti ketua Pokmas nya hubungi anggota dan masyarakat jadi tidak ada kendala sejuh ini.
P	: Baru informasi apa saja yang wajib dipublikasikan oleh Pokmas kepada masyarakat? dengan media apa?
I2	:  Menggunakan bannernya biasanya nama jalan, ukurannya panjang, lebar dan masa pelaksanaan pekerjaan itu biasanya dia dimuat di banner itu. 
P	: Bagaimana mekanisme Tim Fasilitasi Kelurahan dalam memastikan keterbukaan informasi pengelolaan dana Probebaya? Apakah mudah diakses atau tidak? 
I2	: Sebenarnya mudah sih.Kalau keterbukaannya itu setiap sebelum pelaksanaan, biasanya di awal-awal tahun anggaran diadakan rembug warga. Tim Fasilitasi Kelurahan itu turun ke semua RT untuk menyampaikan tentang Probebaya. Jadi di situ informasinya bisa tersampaikan kepada masyarakat.
P	: Ada beberapa informasi yang tidak dibuka atau semuanya terbuka? 
I2	: Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya. Ini yang disampaikan yang sesuai di Juknis probebaya tidak lepas dari itu. 
P	: Apakah POKMAS secara rutin menyampaikan informasi dan laporan kegiatan ke fasilitator kelurahan? Iya.
I2	: Setiap kali pencairan dana, pengusulan dana, mulai dari pengusulan dana, ini yang perlu diusulkan yang urgen, kita sudah komunikasi. Pelaksanaan begitu juga hingga selesai pelaporan begitu juga jadi komunikasinya jalan lah dengan melalui Pokmas. 
P	: Apakah pernah ditemukan informasi yang tidak tersampaikan ke masyarakat? Dan bagaimana sikap kelurahan untuk itu? 
I2	: Iya barangkali ada. Kadang-kadang di rembug warga itu kan tidak semuanya hadir jadi mungkin itu yang tidak tersampaikan. Secara umum, sekarang ini sudah bisa setelah terlaksana itu sudah bisa tersampaikan karena biasanya kita pakai banner  setiap kali ada kegiatan kita pakai banner. Pembangunan jalan ini panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini sampai segini, 
P	: Apakah masyarakat bisa pantau dari RAB, laporannya keuangan semua bisa pak ya? 
I2	: Bisa.
P	: Masyarakat bisa akses? 
I2	: Iya masyarakat bisa akses. masyarakat juga yang mengusulkan dari perencanaan, pelaksanaan, ada dari pengawas dari mereka juga, 
P	: Bagaimana bentuk pengawasan Tim Fasilitasi Kelurahan terhadap pengelolaan dana oleh Pokmas? 
I2	: Oh iya. Setiap ada dana keluar, kami pantau terus hingga lapangan kami pantau.mulai dari pelaksanaan, mulai dari perencanaan kita pantau, pelaksanaan, sampai selesai pelaksanaan kita pantau. Jadi bisa dua sampai tiga kali kita ke lapangan kalau pada saat pekerjaan. Bentuk pengawasan seperti itu dari lakukan
P	: Apakah laporan pertanggung jawaban Pokmas sudah sesuai dengan ketentuan perwali? 
I2	: Iya, sudah sesuai. Setiap tahun kita harus, biasanya ada dari pemeriksaan dari inspektorat daerah yang mengawasi kita dari pelaksanaan di lapangan hingga laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perwali no 22 tahun 2022. Kalau pun tidak sesuai, pasti ada teguran dan catatan-catatan yang diberikan pada kami. 
P	: Apakah Tim Fasilitasi pernah menerima keluhan terkait kurangnya transparansi dari masyarakat pak? 
I2	:Ada sih, ya itu tadi yang memang tidak ikut rembug warga kadang-kadang masih bertanya kan apa sih Probebaya tapi setelah kita komunikasi ke ketua Pokms dan ketua lingkungan mulai paham. 
P	:Itu juga terjadi di Suko Makmur juga pak? 
I2	:Suko Makmur ada juga namanya orang banyak kan, jadi ada yang tersampaikan ada yang tidak 
P	: Lalu dokumen apa saja yang diperiksa oleh Tim Fasilitasibiasanya pak? 
I2	: Dokumentasi, yang pertama SPJnya untuk pelaporan SPJ, nota-notanya, kritansi, pajak dan prosesnya di lapangan kami periksa semua Bahan-bahan yang digunakan kami dokumentasi semua Sesuaikan dengan RAB, kalau tidak sesuai kami tegur ketua pokmas dan ketua RT.
P	: Seberapa sering pemeriksaanmu pak? 
I2	: Kadang-kadang dalam perlaksanaan itu satu pekerjaan 2-3 kali lah kami turun ke lapangan untuk mengawasi.
P	: kendala apa yang paling sering muncul dalam pelaksanaan probebaya di tingkat RT dengan bapak sebagai Tim Fasilitator Kelurahan, khususnya di Suko Makmur? 
I2	: Iya, Suko Makmur, RT 46. Biasanya kendalanya kalau untuk sapras, infrastruktur itu, dari faktor cuaca. jadi kadang kalau mau semenisasi kan kita sudah berjadwal ini. Misalnya hari ini kita mau melakukan semenisasi pas hujan, bahan sudah disiapkan jadi tidak bisa dilaksanakan karena faktor cuaca tadi, kendalanya seperti itu kalau di lapangan. 
P	: Bagaimana peran kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Probebaya? 
I2	: Kita sampaikan kalau misalnya ada yang berpartisipasi, kita memang sampaikan misalnya kita bangun jalan yang dari anggaran probebaya misalnya cuma 40 juta. Panjangnya cuma 50 meter, anggaplah seperti itu ya. Tapi karena jalan itu masih ada sisanya, kekurangan anggaran hanya bisa memperbaiki 40 meter biasanya partisipasi masyarakat bisa menyambung sampai 45 atau sampai 50 meter.
P	: Jadi dorongan kemasyarakatnya itu bagaimana Pak? Kelurahan itu kayak mendorong partisipasi masyarakat? 
I2	: Kita sampaikan terbuka saja. Kalau misalnya mau sekaligus bagus, kalau memangnya ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakankan.
P	: Apakah ada standar atau checklist akuntabilitas yang harus dipenuhi POKMAS? 
I2	: Tidak ini pekerjaan sederhana, jadi bukan pekerjaan besar memang standarnya ya begitulah sudah tidak seperti yang di PUPR itu kan ini standar khusus kalau di Pokmas yang penting dilaksanakan sebaiknya dilaksanakan di lingkungan RT itu sendiri tenaga kerjaannya dari situ memang pemberdayaannya untuk di masyarakat lingkunga, jadi tidak punya standar yang baku gaya kerjaannya kan manual. 
P	: Bagaimana tim memfasilitasi forum musyawarah warga? 
I2	: Kami bikin jadwal jadi setiap RT tinggal kesediaan Pak RT kalau dia bersedia dan tidak ada perubahan kami turun kalau ada perubahan kami minta waktu dan tempat terbarunya diteuntukan Pak RT 
P	: Apakah tingkat partisipasi masyarakat sudah sesuai dengan prinsip probebaya khususnya di Suko Makmur di tahun 2025 kemarin? 
I2	: Iya, sudah sesuai dengan perwalinya. Masyarakat juga sudah terbukakan, sudah tahu, banyak yang tahu soal probebaya.
P	: Faktor apa yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya partisipasi masyarakat? 
I2	: Kalau rendah sih tidak terlalu nampak. Antusiasnya sih banyak, cukup tinggi antusiasnya masyarakat. Berlomba-lomba malah untuk mengerjakan yang memang urgen denganTim Fasilitasi Kelurahan  cuma menyampaikan yang anggarannya terbatas. Jadi partisipasi masyarakat khususnya di Suko Makmur itu apalagi RT 46 sudah tinggi. 
P	: Bagaimana evaluasi kelurahan terhadap keberlanjutan hasil pembangunan jalan atau semenisasi khususnya RT 46? 
I2	: Sebenarnya memang harus ada kelanjutannya, soalnya di lingkungan kita ini khususnya Kelurahan Rawa Makmur, khususnya di RT 46 itu masih banyak yang memang perlu pembenahan. Setiap RT masih mengusulkan itu rata-rata infrastruktur-infrastruktur itu pun memerlukan biaya yang cukup lumayan terkadang tidak bisa sekaligus. Harus dua-tiga kali baru selesai membangun jalan gangnya kan, tapi rata-rata kalau awal-awal pembangunan itu belum ada informasi sih misalnya ada memang kerusakan bisa kita perbaiki. 
P	: Jadi kayak perawatannya itu belum ada ya, Pak? 
I2	: Belum ada perawatannya dengan jangka waktu tiga tahun bisa direhat kembali kalau memang rusak parah lagi, yaa pengajuan perbaikan.
P	: Jadi perawatannya itu pas udah rusak, baru ada perawatannya. Jadi setelah perawatan sebelum rusaknya itu belum ada ya, Pak?
P	: Bagaimana peran kelurahan dalam menjaga keberlanjutan manfaat dari semenisasi itu Pak? 
I2	: Pemeliharaannya sih ada cuma kami dikasih deadline kalau misalnya dalam 3 tahun sudah dilaksanakan dan memang perlu lagi diadakan rehab atau perbaikan jalan kembali.
P	: Sepanjang 2025 ini Apakah ada program pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Pokmas Pak? 
I2	: Biasanya langsung dari Pemkot kami Tim Fasilitasi, Pokmas bahkan pihak pengawas dar kecamatan kan bergantian melakukan pelatihannya dan yang mengadakan platihan itu. Baperida itu yang mengadakan pelatihan untuk kegiatan pebangunan infrastruktur an tim fasilitasi hanya menyampaikan informasi apa yang disampaikan dari Pemkot.
I2	: Kalau misalnya ada, paling Pokmasnya ada yang memperbaiki itu. Kalau memang perlu pemeliharaan kan. 
P	: Menurut Anda, apa kekuatan utama pelaksanaan Probebaya di RT 46? 
I2	: Kekuatannya itu partisipasi masyarakatnya tinggi sebenarnya. Kompak gitu kan, saya tahu persis di tempatnya Pak Raga itu masyarakatnya kompak.
P	: Untuk transparansinya? 
I2	: Transparansinya cukup. Soalnya memang Pokmasnya kan, beliau itu ketua pokmas juga kemarin kan jadi harus melalui beliau semua. Setelah baru disampaikan kepada seluruh anggota-anggota Pokmas 10 RT itu. 
P	: Baru untuk akuntabilitasnya itu sudah baik? 
I2	: Pelaporannya sudah. Alhamdulillah. Itu kan setiap hal ini harus dilaporkan melalui kelurahan itu lalu bertahap hingga pelaporan ke pemerintah kota jadi mereka ngeliat situ aja. 
P	: Bagaimana untuk keberlanjutan semenisasinya Pak? 
I2	: Masih banyak usulan-usulannya itu masih banyak. 146 itu masih banyak.
P	: Masih banyak yang kurang kah Pak? 
I2	: Kalau sekali 2-3 tahun aja masih panjang gitu, masih banyak jalan-jalan lingkungan yang perlu diperhatikan. Tapi syukurlah kita memang ada anggaran yang diberikan walaupun sedikit tapi nyata kan.
P	: Apa kelemahan atau masalah yang masih perlu diperbaiki Pak? 
I2	: Masalahnya, mungkin pada masyarakat terkait Probebaya kalau yang nggak paham itu aja kali masalahnya itu. Kalau yang paham aman-aman aja masalahnya mungkin yang nggak paham itu aja terkadang pikiran orang macam-macam kan kalau di pembangunan lingkungan tidak sesuai harapan, mungkin yang banyak tahu tuh ya masalah Pokmas kalau Tim Fasilitasi Kelurahan banyak di pengawasannya cuma sekali dua kali kan saat pelaksanaan itu kita turun ke lapangan. Kalau hari-harinya kan mereka yang tahu di Pokmas. 
P	: Baik Pak, itu mungkin itu saja dulu untuk wawancara hari ini makasih Kalau ada yang kurang.
Nama Informan ke 3		: Ayat Dzainudin
Umur				: 43 Tahun
Jabatan			: Masyarakat
Tanggal Wawancara		: 30 Januari 2026
Tempat Wawancara		: Rumah Bapak Ayat Dzainudin
P	: Peneliti
I3	: Informan 3
P	: Assalamualaikum sebelumnya terima kasih untuk bapak sudah mengeluangkan waktu untuk saya memberikan pengalaman bapak di Probebaya sebagai data penelitian saya sebelumnya untuk jawaban bapak itu tidak ada salah atau pembenar karena saya sendiri disini sebagai peneliti yang memahami pengalaman bapak sebagai masyarakat nuntuk memahami Probebaya khususnya di bagian semenisasi untuk pertanyaan pertama yaitu sudah berapa lamakah bapak tinggal di RT46? 
I3	: Seumur saya berarti 42 tahun 
P	: Apakah Bapak mengetahui tentang Probebaya? 
I3	: ya sedikit banyak mengetahui, cuma tidak terlalu banyak sih.
P	: Itu dari mana mengetahuinya? 
I3	: Mengetahuinya karena Probebaya itu mulai ada kita sedikit banyak sudah tahu sih dari yang RT dulu yang kebetulan juga ketua pokmas sudah menyampaikan program Probebaya dari pemerintah ke masyarakat.
P	: Apakah Bapak mengetahui tentang pembangunan jalan yang dilakukan selama Probebaya khususnya di RT 46? 
I3	: Sedikit banyak mengetahui tentang pembangunan jalan 	
P	: Bagaimana kondisi jalan di RT46 sebelum ada pembangunan jalan yang Probebaya ini Pak? 
I3	: Sebelumnya itu rusak memang, dulu pernah di aspal tapi sudah berapa tahun yang lalu  sudah rusak, dengan adanya Probebaya ini sudah Alhamdulillah sudah mulai bagus Artinya sudah dicor.
P	: Apakah Bapak mendapat informasi tentang rencana pembangunan jalan dari Pokmas?
I3	: Biasanya itu kita rapat Pokmas dulu, rapat warga dulu, rembug warga Artinya kita program apa yang kita programkan untuk tahun 2025 kita rembugkan di tahun 2024.
P	: Informasinya apa saja? 
I3	: Yang disampaikan berupa program SAPRAS artinya sarana dan prasarana untuk lingkungan RT 46 Terutama untuk jalan dan untuk program pemberdayaan masyarakat.
P	: Apakah Bapak tahu berapa dana yang digunakan untuk pembangunan jalan ini? 
I3	: Yang kemarin, yang tahun 2025 dan kebawahnya itu kemarin sekitar Rp70 juta untuk pembangunan SAPRAS untuk semanisasi jalan.
P	: Apakah ada papan informasi proyek di lokasi pembangunan itu? 
I3	: Papan tidak ada, untuk papan biaya berapa itu tidak ada selama semanisasi program Probebaya ini. 	
P	: Apakah POKMAS atau kelurahan pernah menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada warga? 
I3	: Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggaranya berapa terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu 
P	: Untuk tahun 2025? 
I3	: 2022 sampai 2025 
P	: Apakah Bapak merasa informasi ini diberikan sudah cukup jelas dan terbuka untuk masyarakat? 
I3	: Kalau yang dulu terus terang belum jelas. 
P	: Jadi tidak mudah diakses juga ya? 
I3	: Ya, susah untuk diakses karena mungkin dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang untuk mengatakan ke masyarakat kurang untuk masalah Probebaya.
P	: Biasanya jika ingin tahu lebih detail tentang pembangunan, biasanya masyarakat atau Bapak itu tanya ke siapa? Untuk lebih detail? 
I3	: Untuk lebih detailnya kita tetap tanya ke RT ketepan, soalnya perwakilan dari masyarakat kan memang pak RT. 
P	: Apakah Pak RT ini sudah ditemui? 
I3	: Kalau yang dulu ya agak-agak susah. Kurang terbuka untuk masyarakat. 
P 	: Menurut papak apakah hasil pembangunan jalan sesuai dengan yang sudah direncanakan? 
I3	: Kalau sudah direncanakan sesuai dengan bentuk warga, program yang tahun ini misalnya untuk di jalan sini itu memang sesuai memang sesuai sih untuk rencana pembangunannya sesuai.
P	: Apakah kualitas pekerjaannya semenisasi sudah baik? 
I3	: Kalau yang 2 tahun ini untuk probebaya khususnya semenisasi tahun 2025 dan 2024 kita masih anggap baik Tapi kalau yang 2022 dan 2023 itu saya anggap kurang baik untuk inisiasi Hasilnya kurang baik.
P	: Kenapa kalau tidak bisa baik? 
I3	: Karena mungkin begini, mungkin untuk hasil di jalannya itu banyak yang rusak sudah artinya baru 1-2 tahun jalan sudah nyata rusak soalnya pakai manual itu pun juga mungkin pengerjaannya namanya pengerjaan orang lain yang ngerjakan bukan masyarakat sinimungkin kurang lah dia, kurang adukan atau gimana itu Tapi hasilnya kurang-kurang memuaskan yang untuk 2 tahun yang lalu.
P	: Terus waktu pengerjaannya sesuai apa yang direncanakan? Atau ada molor atau gimana? 
I3	: Karena waktu itu sesuai aja sih, kalau waktu itu sesuai misalnya 1 minggu ya memang 1 minggu harus selesai memang, sesuai kalau untuk waktu. 
P	: Apakah hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 
I3	: Artinya kalau untuk pembangunan sih sesuai karena masyarakat sini memang yang diharapkan itu infrastruktur karena di RT 46 khususnya itu banyak infrastruktur yang belum memadahi sehingga jalan banyak yang belum dicor gitu, 
P	: Pada RT 46 khususnya, contohnya gang-gang mana yang sudah dicor? 
I3	: Sudah dicor kemarin, untuk gang ya, untuk gang itu kemarin yang sudah masuk di program berubah itu 4 titik Kita 4 titik, jadi yang pertama dan yang kedua itu di Wangi 1, di gang Wangi 1 Dan untuk yang kedua, ketiga sama keempat kemarin ke sehari 2 sisanya dilarikan ke Biru 1. 
P	: Apakah ada keluhan dari warga terkait hasil pekerjaan semenisasi di RT46? 
I3	:Kalau yang 2 tahun kemarin mungkin nggak ada keluhan, yang keluhan itu yang 2022 dan 2023 Mungkin pekerjaannya yang kurang masing-masing. 
P	: Apakah Pokmas merespon dengan baik kalau misalnya ada keluhan dari warga? 
I3	: Kurang, kurang responnya, kalau untuk Pokmas jadi kita tanya itu, ya nggak sesuai pertanyaan kadang-kadang, ya mungkin dari segalanya segini-gini itu, mungkin penjelasannya yang kurang dari Pokmas yang dulu.
P	: Seberapa puas Bapak dalam hasil pembangunan jalan ini dari poin 1 sampai 10? 
I3	: Kalau untuk infrastruktur, kalau mungkin yang kepuasan kita sebagai masyarakat RT 46 itu yang tahap pertama sama tahap kedua itu mungkin cuma 20-30% saja Tapi kalau yang tahap ketiga sama keempat mungkin bisa 60-70% kepuasan masyarakat. 
P	: Kalau misalnya laporannya itu kan biasanya ada pertanggungjawaban yang biasanya LPJ Itu biasanya dikasih tahu ke masyarakat nggak Pak? 
I3	: Nggak, nggak pernah jadi hasilnya berapa-berapa nggak pernah nggak pernah disampaikan ke masyarakat ya mudah-mudahan ini, untuk tahun depannya bisa lebih terbuka dan transparan ke masyarakat jadi awalnya berapa, hasilnya berapa nanti biar masyarakat mengetahui karena program ini kan memang program dari pemerintah untuk masyarakat Artinya ini dananya masyarakat ya kembali lagi ke masyarakat biar lebih ngertilah hal-hal tersebut. 
P	: Apakah Bapak pernah diundang dalam musyawarah perencanaan pembangunan jalan kayak rembug warga? 
I3	: Pernah, pernah diundang saya setiap rapat pasti saya ada, kalau saya pas ada waktu setiap rembug warga saya selalu ada. 
P	: Itu ramai nggak biasanya yang hadir Pak? 
I3	: Ya lumayan, sekitar 20-30 orang. 
P 	: Terus apakah usulan dan masukan bapak ditampung dalam musyawarah tersebut? 
I3	: Kadang-kadang ya masih ditampung tapi itu pun kan sesuai dengan hasil rapat Kalau memang suara terbanyak mungkin itu yang dipakai untuk rapat jadi masyarakat itu kadang-kadang, namanya masyarakat itu pasti kan usulannya macem-macem tapi kan yang urgensi apa sih? kan Probebaya ini kan untuk infrastruktur contohnya itu untuk urgensinya dulu jadi mana yang diperlukan terlebih dahulu ya itu yang didahulukan mungkin itu Probebaya ini.
P	: Apakah bapak pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan? 
I3	: Nggak pernah, saya terlibat hanya mengawasi yang 2025 tapi yang sebelumnya memang saya nggak ada sama sekali terlibat.
P	: Menurut Bapak seberapa tinggi keterlibatan warga RT46 dalam Probebaya khususnya untuk semenisasi ini? 
I3	: Mulai dari perencanaan, mungkin pengawasan hingga akhirnya mungkin khususnya di RT 46 ini keterlibatan masyarakat untuk Probebaya ini mungkin masih kurang karena masyarakat terlibatkan waktu dirembug warga aja jadi untuk pekerjaannya itu mungkin masyarakat RT 46 nggak ada yang dilibatkan di situ yang pekerjaannya itu yang dilakukan dari pekerjaan dari orang luar, di luar RT 46 Kalau di dalam RT 46 itu mungkin ya cuma RTnya aja yang dulu jadi masyarakat pun nggak ada yang dilibatkan untuk ikut bekerja di semenisasi terutama di RT 46 ini.
P	: Apa yang membuat Bapak tidak terlibat atau tidak terlibat dalam Probebaya semenisasi ini? faktor-faktornya apa aja? 
I3	: Faktornya mungkin gini, dulu kan ada pembukaan Pokmas itu mungkin ya mungkin dari Pokmas yang lama itu sudah ada timnya sendiri Jadi dari masyarakat RT46 itu nggak ada yang masuk tim dari Pokmas yang terdahulu makanya dia ambil dari timnya dia sendiri, jadi pekerjanya sudah disiapkan sama tim Pokmas yang dulu. Jadi untuk rancangannya itu ya dari timnya sendiri jadi untuk masyarakat RT 46 nggak ada sih untuk dilibatkan untuk masalah semenisasi. 
P	: Bagaimana kondisi jalan saat ini setelah pembangunan selesai Pak?
I3	: Semenisasi probebaya di RT 46 Ya Alhamdulillah dengan adanya probebaya untuk sakras terutama untuk semenisasi di RT 46 ini sudah ada perubahan, jalan-jalan yang dulu mungkin becek itu Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Walaupun itu sedikit-sedikit sudah bagus lah artinya sudah dirasakan masyarakat untuk dampaknya dari probebaya ini. 
P	: Apa manfaat yang Bapak rasakan dari pembangunan jalan ini Pak? 
I3	: Ya manfaatnya itu terutama untuk semenisasi ya masyarakat lebih mudah untuk akses terutama di jalan yang sudah bagus ini.
P	: Apakah ada upaya pemeliharaan jalan dari warga Pak? 
I3	: Kalau pemeliharaan tetap kita lakukan kalau memang ada kerusakan ya kita tetap kita baiki tapi sekarang kan dari uang kas kita sendiri untuk baiki, kita nggak ambilkan dari Probebaya, jadi itu khususnya RT46 itu ada banyak kas jadi misalnya ada jalan rusak kita ya belikan semen, belikan pasir kita baiki sendiri, diambilkan dari uang kas kita Itu.
P	: Bentuk kas sumbangan atau bagaimana? 
I3	: Kas itu di RT 46 kita setiap malam kan kita ambil jimpitan dari masyarakat Itu sudah berjalan mungkin kita 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu jadi itu ya uangnya masyarakat Jadi kita pakai untuk kegiatan di lingkungan untuk perbaikan, untuk penerangan, terutama untuk lampu jalan. 
P	: Jika ada kerusakan siapa yang bertanggung jawab khususnya jalan? 
I3	: Kalau ada kerusakan yang bertanggung jawab ya warga masyarakat di RT 46 sendiri artinya kita punya uang kas itu kan kita melakukan untuk baiki yang rusak itu mungkin ya kita sama-sama lah untuk infrastruktur contohnya kita tetap sama-sama bertanggung jawab warga masyarakat di RT 46 itu semua bertanggung jawab untuk infrastruktur jalan. 
P	: Apakah Bapak berharap ada program-program Probebaya selanjutnya untuk ke depan? 
I3	: Khususnya untuk warga RT 46 banyak mengharap untuk program Probebaya ini masih berlanjut Artinya tempat kita itu masih banyak yang belum tersentuh untuk semenisasi terutama di gang-gang makanya warga masyarakat banyak mengharapkan Probebaya tetap berjalan karena ini program ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat RT 46 khususnya.
P	: Harapan Bapak untuk Probebaya ke depan bagaimana Pak? 
I3	: Harapannya mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin anggaranya lebih ditambah lagi Karena khususnya di RT 46 itu kan wilayahnya luas, infrastrukturnya masih kurang untuk pembangunannya khususnya di RT46. Harapannya dari warga masyarakat Untuk Probebaya ini bisa anggaranya ditambah lagi Mungkin itu mungkin harapan dari masyarakat.
P	: Bapak sebagai masyarakat melihat Probebaya khususnya di tahun 2025 itu kelebihan dan kekurangannya itu apa Pak? 
I3	: Kelebihannya sangat bermanfaat untuk masyarakat contohnya perubahannya itu kan kita di program Probebaya itu gak satu titik saja mungkin kalau itu tergantung dari pemimpinnya atau RTnya kalau memang dia benar-benar memanfaatkan dari Probebaya itu umembuat kampungnya lebih maju untuk infrastruktur dan pemberdayaan jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat Ya mungkin itu untuk kelebihannya. Kekurangannya ya  kalau yang dulu kurangnya itu kurang transparan ke masyarakat untuk penyampaiannya Mungkin itu jadi harapan dari masyarakat Program ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat Jadi biarkan masyarakat itu tau, oh ini lho program dari pemerintah untuk masyarakat itu ini. Harapannya masyarakat lebih transparan lagi untuk program ini. 
P	: Untuk sarannya Pak untuk Probebaya tahun 2025? 2026? Untuk 2025, karena pendidiknya di 2025?
I3	: Sarannya ya mungkin untuk 2025 kemarin ya Mungkin ya itu lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi Artinya dana itu kan memang dana dari rakyat, jadi kembali ke rakyat Jadi apa-apa itu harus melibatkan masyarakat Karena kita itu sebagai masyarakat, ayo kita sama-sama untuk membangun kampung kita Mungkin itu sarannya Terima kasih untuk waktunya pak. 
Nama Informan ke 4		: Roma Irawan
Umur				: 44 Tahun
Jabatan			: Masyarakat
Tanggal Wawancara		: 30 Januari 2026
Tempat Wawancara		: Rumah Bapak Roma Irawan
P	: Peneliti
I4	: Informan 4
I4	: Ya kan, yang besarannya, kalau tahun kemarin ya, kalau 2026 ini kan kayaknya agak berkurang. Yang tahun-tahun kemarin mulai 2022 hingga 2025. Itu sebenarnya dananya itu, kalau dari pemkot itu sekitar Rp100.000.000. Ini kan cuma dipotong berbagai macam pajak, jadi sisa ya sekitar 75-60 persen lah kalau nggak salah, kurang lebih-lebihnya itu. Kalau nggak salah gitu, yang sudah. Karena kan memang setiap penggunaan, pengeluaran yang di, apa itu, pembelian, menurut di material apapun itu pasti kena pajak. Jadi mungkin umurnya ya tinggal segitu, entah 75-80 persen. Kayak semenanisasi, ya kan, yang sudah kita lakukan selama 3 atau 4 tahun ini, ya kan, pasti ada potongan pajaknya. Pasti. Karena memang sekarang sesuatu pembelanjaan, apalagi penggunaan uang daerah itu pasti ada pajaknya itu pasti. Karena sudah apa ya, mungkin sudah turun mainnya di pemerintahan mungkin ya yang kita tahu, orang masyarakat. Ya sangat membantu bagi kita perubahannya itu, ya kan. Contohnya sekarang seperti jalan g ya sudah mulai, sedikit banyaknya sudah terdapat baik. Karena adanya semenanisasi, ya kan, yang katakanlah menjangkau gang-gang kecil, ya kan.  Biasanya menjangkau gang-gang kecil yang katakanlah 2-3 meter mungkin jalan yang lebarnya itu. Itu untuk semenanisasi, ya kan. Kalau untuk lainnya, yang dana untuk kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK, dan lainnya itu ya terdapat baik juga untuk lingkungan kita. Karena sekarang buktinya sudah ada, ya kan, ibu-ibu pertanian, ya kan, yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Sekarang sudah nanam sayur, sudah dipanen, ya kan, sudah ada buktinya. Karena memang menjangkau di lingkungan kita, ya kan, terutama anak-anak dan para manullah. Yang bisa, ya katakanlah sebelah sekali untuk bisa melihat kesehatannya, ya kan, anak-anak dan manullah, ya. Karena disitu kan, ya biarpun nggak seberapa, ya digunakan peralatan yang nggak seberapa baik, sudah cukup lah, ya kan, untuk meriksa tekanan, untuk memeriksa timbangan, badan tinggi itu kan sudah lumayan lah, sudah cukup lah. Diberikan oleh dari pemerintah yang melalui perubahanya. Sudah cukup membantu, sudah cukup baik lah perubahanya yang sudah kita perasakan sekarang. 
P	: Oke Pak, berarti mulai pertanyaannya ya Pak. Nama Bapak siapa? 
I4	: Roma Irawan. Pekerjaan? 
P	: Lama tinggal di RT 46 berapa tahun, Pak? 
I4	: Mulai 2006 sampai sekarang berarti 20 tahun. 
P	: Bagaimana kondisi jalan di RT 46 sebelum ada pembangunan dari probebaya ini, Pak?
I4	: Ya kondisi jalan, ya apalagi tertama yang di jalan-jalan kejirgangan itu sangat buruk ya kan. Apalagi sudah musim hujan, sudah becek, air mengenang, ya kan. Nah, lihat-lihat sendirilah kita, masyarakat kita ini. Kalau sudah musim hujan, mungkin itu becek kalau sudah musim panas, ya ada debu sebelum ada semenisasi. Kalau yang sekarang ini, ini masih di jalan kita ini, yang perlu disemen itu mungkin sekitar 50-60% yang perlu semenisasi lagi. Karena semenisasi yang ada ini, belum semuanya menyeluruh di lingkungan RT kita ini untuk semenisasi. Bisa kita lihat sendirilah, ya kan. Jalan Sari 1 itu belum, di Telaga Wangi ini yang masih separuh. Pada Gang Sari 3 itu malah kelilingan itu belum sama sekali semenisasi, Nah, itu yang saat ini masih diupayakan ya. Ketua lingkungan dengan jajarannya mengusulkanlah. Supaya yang belum ada semenisasi, untuk segera di semenisasi dengan apa ya, dengan pengajuan yang sudah coba kita pikirkan apa ya nanti ya, tembusan-tembusan bagaimana nanti ke depannya. Supaya RT 46 ini jalan semua bisa dapat semenisasi, ya kan. Sekarang ini kita harus sendiri lah, hanya separuh-separuh-separuh saja, nggak bisa full semenisasi yang ada.
P	: Oke, terus dari mana Bapak tahu kalau misalnya ada Probebaya ?
I4	: Yang jelas dari RT mengetahui ada Probebaya, karena beliau kan memwakili lingkungan kita, mungkin untuk hubungan ke kelurahan, kecamatan, dan mungkin ke pemdanya. 
P	: Medianya apa Pak? Biasanya surat atau gimana? 
I4	: Sekarang ini kan sudah teknologi IT modern, ya kan. Via chatting itu nanti di-share di kita, dan di-share oleh masyarakat. Masyarakat jadi sedikit banyaknya, mungkin masyarakat nggak paham, nggak tahu. 
P	: Apakah Bapak mendapatkan informasi tentang rencana pembuatan jalan selama Probebaya periode 2025, seperti RAB? 
I4	: Ya pasti ada, karena sebelum, untuk tahun depannya sudah kita rancang untuk probebaya seperti 2026 ataupun 2027. Kita 2025 sudah merancang semua kegiatan untuk tahun tahun berikutnya. 
P	: Itu tahunya, itu dari mana Pak, informasinya? Kayak kapan dikasih tahu tentang perencanaan jalan, atau diajak.
I4	: Kalau untuk semenisasi, ya itu. Kita sudah, kita rembukan dulu sama warganya, ya kan. Oh ini yang perlu disemenisasi, daerah gang ini.
P	: Sudah ada informasinya semua terpapar? 
I4	: Yang jelas ada informasinya itu.Dana,  untuk semua kegiatan,sekian. Ya kan, kita rembukan sama warganya, ya kan jadi kita bikin apa ini? Kalau untuk semenisasi jalan, ya sudah kita arahkan ke semenisasi.
P	: Apa bapak tahu berapa dananya untuk perbaikan jalannya, kira-kira? 
I4	: Biasanya, biasanya dana untuk semenisasi itu, misalnya 100 persen ya. 100 persen itu untuk semenisasi itu bisa 60 sampai 70 persen. Biasanya begitu yang diarahkan ke semenisasi. 
P	: Biasanya ada papan proyek di lokasi pembangunan nggak kalau misalnya perbaikan jalan ini? 
I4	: Ada. 
P	: Oh ada? 
I4	: Ada, papan informasi lah ya kan engan panjang sekian, lebar, dan tinggi sekian. Biaya sekian itu ada misalnya.Biasanya ada, kalau nggak papan, nanti setelah jadi itu biasanya ada seperti patok-patok yang ditulisin. Itu ada. Kalau sampai mau lihat ya ada aja yang di, yang mulai sekarang loh ya, di sari satu, sari dua itu.
P	: Apakah Pokmas atau pihak Tim Fasilitas Kelurahan pernah menyampaikan laporan hasil pekerjaan kayak semenisasi ke warga? 
I4	: Iya kan sudah ada pengumumannya itu, jadi kita bisa baca. Kayak hasilnya sekian-sekian gitu ya. Kan data tertulis di situ. Iya kan, dengan panjang lebar biar sekian data tertulis.
P	: Terus apakah informasinya diberikan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua masyarakat Terkait penggunaan dana semenisasi?
I4	: Pasti setiap semenisasi ada dia patoknya, ada umumannya. 
P	: Secara rincinya sudah ada ya, Pak? 
I4	: Ya sudah.
P	: Selanjutnya, menurut Bapak hasil pembangunan jalan itu sudah sesuai dengan dijanjikan atau yang sudah direncanakan nggak, Pak? 
I4	: Sesuai sudah direncanakan dan sesuai dengan yang sudah diinformasikan, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan.
P	: Apa kualitasnya baik, Pak? Untuk pengerjaan jalan hasilnya? 
I4	: Ada yang baik, ada yang tidak. 
P	: Itu kenapa nggak, Pak? 
I4	: Faktornya mungkin yang pertama dulu nih kan, seperti hari... Seperti telaga wangi satu ini, telaga wangi satu yang arah tempatnya.. Itu mungkin nggak baiknya dulu secara manual di dunia pengerjaannya. Jadi pasir, koral, dan semen itu disiapkan di lokasi dilakukan manual, pakai tenaga manusia, pengadukannya lah. Kalau yang... itu kan dua tahun itu ya. Kalau yang tahun ketiga dan keempat itu sudah pakai alat Itu sudah bagus yang itu. Kalau yang tahun pertama dan kedua ini, ya tahu sendiri kualitasnya. Tidak pada bolong-bolong itu, kurang baik kualitasnya. Sudah bagus cuma kurang baiklah. T
P	: Terus untuk waktu pengerjaannya sesuai rencana juga, Pak? 
I4	: Sesuai, sesuai. 
P	: Apakah biasanya ada keluhan warga untuk hasil pekerjaannya biasanya, Pak, semenisasinya? 
I4	: Keluhannya itu, kalau yang tahun ketiga(2024) dan keempat(2025), aman tidak ada keluhan. 
P	: Kalau ada keluhan itu biasanya pihak Pokmas itu ngeresponnya kayak apa, Pak? 
I4	: Iya kita keluhan ke RT nanti RT yang ke Pokmas.
P	: Seberapa puas, Bapak, hasil pembangunan jalan di sini? Kayak dari angka 1 sampai 10, berapa kira-kira? 
I4	: Baik, ya yang 2022 dan 2023, ya ini, saya tahu sendiri kondisinya, mungkin ya nilainya antara 60-70 persen lah. Ya kan, nggak bisa dikatakan 90 persen, atau 99 persen. Cepat bolong-bolong. Kemarin kita, sumber daya masyarakat, belikan semen, ya kan? Ada pasir, koral ditambah sulam, yang bolong-bolong kita tambahin. Itu sumber daya dari masyarakat, pas waktu ketenggoroyong.
P	: Apa pernah Bapak diundang ke dalam musyawarah penjalanan pembangunan jalan? Atau setiap tahun rutin diundang?  
I4	: iya Kalau rembug warga, untuk probebaya pasti ada rembug warga. 
P	: Apakah Bapak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan semenisasi? 
I4	: Kalau terlibatnya sih enggak, Karena kita bukan ikut kerja disitu ya hanya melihati saja dan mengawasi, gitu aja lah. Mengawasi batas masyarakat, mereka tahu ya ini sudah diseman, gitu aja. 
P	: Bagaimana kondisi jalan saat ini setelah pembangunan selesai, Pak, untuk saat ini? 
I4	: Untuk semenisasi yang 2023 dan 2022 itu yang ini, yang kurang.kalau  2024-2025 itu bagus. 
P	: Setelah pembangunan jalan ini, mobilisasi Bapak mudah atau enggak selama diperbaiki jalan ini? 
I4	: Kita masyarakat maksudnya yang melintasi jalan tersebut? Ya, bagus Sekarang lancar.  Sudah terdampak bagus lah sekarang mobilisasi. Sudah enggak yang kemarin.
P	: Menurut pengetahuan Bapak sebagai masyarakat, kalau misalnya jalannya rusak itu siapa yang bertanggung jawab? misalnya jalannya rusak, kayak berlubang kayak tadi itu, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Atau Pomaskah, atau bagaimana? 
I4	: Selama ini kalau jalannya rusak, kita seberdaya masyarakat. Sumber daya masyarakat dengan ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang pasir, begitu juga, bisa juga. Katakanlah uang kumpulan masyarakat untuk perbaikan mobilisasi yang kita tambah sebelum tadi. Jadi kita action sendirilah masyarakat. 
P	: Pakai uang pribadi ya Pak? 
I4	: Dengan keterlibatan ketua lingkungan yang ngarahkan. Menggunakan uang pribadi ada. Uang sumbangan warga. Jelas uang pribadi kan, sumbangan warga yang kita gunakan. 
P	: Harapan Bapak untuk Probebaya kedepannya kayak apa Pak? 
I4	: Harapan lebih bagus lagi kita sebagai masyarakat, kita di lingkungan tempatan ini, inginnya lebih bagus lagi. Kalau bisa digang-gang, kalau bisa disentuh semua oleh Probebaya. Jadi semua bisa, jalan kita sudah bagus. Karena masih adA separuhnya ini belum kesentuh sama sekali sampai sekarang ini. Untuk tahun ke depannya kalau bisa Probebaya ini ditambah dalamnya bukan dikurangi. Sekarang sudah dikurangi nih yang kita tahu nih yang harusnya 100 persen menjadi 60-70 persen. Kita dapat nanti deh ya. Ini informasi dari kepala lingkungan.
P	: Menurut bapak selama Probebaya berjalan ini, kelebihan dan kekurangan itu apa aja bapak kira-kira? Kelebihan Probebaya di lingkungan RT 46 ya? Tempat yang baik maksudnya ya.
I4	: Tempat yang baik daripada Probebaya ini jelas. Untuk semanisasi jalan sudah bagus. Biarpun enggak semua. Karena baru berjalan 4 tahun ini ya. Baru 6 tahun 2026 ini yang baru berjalan. Sudah lumayan ada dampaknya untuk jalan sudah bagus. Untuk kegiatan ibu-ibu PKK juga bagus, Posyandu juga sudah bagus. Sedangkan kekurangannya. Kekurangannya apa ini Probebaya ini? Dana yang kita terima itu bukan utuh. Cuma kita ini kan enggak bisa terima langsun dikelola oleh pihak kelolaan, LPM, OPNAS dan lain sebagainya. Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja.  kelemahannya. Enggak langsung dikasihkan ke kita, di masyarakat umum. Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah kan udah ada sekian.
P	: Mungkin itu dulu aja ya pak ya untuk wawancara saya pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya karena sudah mau untuk penelitian saya. Untuk jawaban Bapak itu enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Karena saya ini untuk mendalami pengalaman Bapak sebagai masyarakat di RT 46. Dalam mengetahui probebaya khususnya semenisasi.












Lampiran 6 : First Cycle Coding
Informan		: Hidayat Raga (Ketua Pokmas dan Ketua RT 46)
Tanggal Wawancara	: 30 Januari 2026
Metode Coding	: Descriptive Coding & In Vivo Coding
	No
	Kutipan Wawancara
	Descriptive Code
	In Vivo Code

	1
	Mulai dari musyawarahnya, penerbitan SKnya sampai dari camat lurahnya dengan tetap harus bermusyawarah. Saya sama satu tim kan, kita cari satu tim yang bisa jadi kerjasama.
	Proses pembentukan Pokmas
	"harus bermusyawarah"

	2
	Kita sebelum melaksanakan kegiatan, jadi di akhir bulan, di bulan 12 kita sudah mengadakan rembug warga. Jadi di bulan 11-12 sudah mengadakan rembug warga, terus kita minta kesepakatan dari masyarakat
	Mekanisme perencanaan partisipatif
	"rembug warga", "kesepakatan dari masyarakat"

	3
	Kita tunjukkan semua terbuka cuma pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas, karena setahunya mereka kan dana Probebaya itu keluarnya 100 juta di kiranya murni 100 juta masuk ke Pokmas
	Keterbukaan informasi dana
	"semua terbuka", "pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas"

	4
	Itu kita sampaikan bahkan kita, untuk kegiatan semenisasinya, kita ngambil di jalannya yang ukuran 3 meter ke bawah... Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya
	Penyampaian informasi teknis
	"Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya"

	5
	Ada sih grup, grup Pokmas itu ada... kita mau melaksanakan kegiatan, kita janjian, ayo kita ngatur waktu kita
	Media komunikasi internal
	"grup Pokmas"

	6
	Ada, semua-semua ada. Tercantum ya materialnya untuk kegiatan, kayak semen, pasir, koral, sekian-sekian nominalnya itu ada semua di situ. Kalaupun tidak apa-apa, banner, seperti banner itu ada.
	Papan informasi proyek
	"ada semua di situ"

	7
	ya, kita laporkan setiap masing-masing lingkungan, masing-masing punya topoksi. Oh lingkungan saya keperluannya semenisasi sekian, berarti keperluannya sekian
	Akses informasi penggunaan dana
	"kita laporkan"

	8
	Di saat kita ngumpul rembug warga itu kita memberi tahuan di situ dengan Bentuk fisik
	Forum penyampaian informasi
	"Bentuk fisik"

	9
	Nah untuk RAB ini, terus terang... ini memang sangat-sangat kekurangan kami di Pokmas, semua Pokmas... kekurangan kami itu di teknisnya
	Keterbatasan teknis RAB
	"sangat-sangat kekurangan kami di Pokmas", "di teknisnya"

	10
	Tugas dan tanggung jawab utama sebagai ketua pelaksanaan di lapangan, mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan Probebaya
	Tanggung jawab ketua Pokmas
	"mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan"

	11
	Semua kegiatan karena semua kegiatan itu besar dan kecilnya resikonya pada ketua sama pihak kelurahan. Apabila ada kesalahan, otomatis ketua, pihak kelurahan semua itu terseret dengan hukum
	Konsekuensi hukum pengelolaan
	"terseret dengan hukum"

	12
	Kita biasanya dokumen itu, nota, kuitansi, ya kan, untuk percairan kan. Nota, kwitansi untuk percairan, terus dokumentasi kegiatan-kegiatan di lapangan, itu yang kita siapkan
	Dokumen administrasi
	"nota, kuitansi", "dokumentasi kegiatan"

	13
	Alhamdulillah sudah. Semua tersimpan di kelurahan. Di kelurahan menumpuk gitu pokoknya Semua dokumentasi kegiatan Pokmas saya rasa masih tersimpan
	Penyimpanan dokumen
	"Semua tersimpan di kelurahan", "menumpuk gitu"

	14
	Prosesnya kita setiap kegiatan, pemakaian dana sekian, habisnya sekian itu kita laporkan. Semua kegiatan
	Mekanisme pelaporan keuangan
	"kita laporkan"

	15
	Yang terlampir sesuai dengan barang belanjaannya semua. Itu nota pembelanjaannya. Sesuai RAB
	Kelengkapan lampiran laporan
	"Sesuai"

	16
	Di pihak kelurahan ada bendahara. Bila sebagai ngontrol. Apabila kegiatan itu, laporan itu kok belum masuk, apa kendalanya?
	Sistem kontrol kelurahan
	"sebagai ngontrol"

	17
	Verifikasi ada. Kelurahan, kecamatan pasti ada semua. Sebelum data itu masuk ke kota, di kelurahan pasti verifikasi, kecamatan verifikasi, baru kota
	Tahapan verifikasi laporan
	"verifikasi"

	18
	Iya, sesuai. Alhamdulillah sesuai semua. Dalam kegiatan kita, kita dikasih waktu, dan pencairan di tanggal sekian paling lambat, data itu sudah masuk di kelurahan kecamatan
	Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana
	"sesuai semua"

	19
	Ada pengawasan teknisnya, karena itu tadi kita pakai konsultan. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan, jangan sampai karena ini untuk lingkungan kita masing-masing
	Pengawasan teknis pelaksanaan
	"kita pakai konsultan", "tidak bisa bekerja asal-asalan"

	20
	Otomatis kita Pokmas yang usahakan caranya bagaimana untuk konsultan itu, ya kita Pokmas yang menanggung, kita yang mengurusin
	Inisiatif Pokmas dalam QC
	"kita Pokmas yang menanggung"

	20
	Otomatis kita Pokmas yang usahakan caranya bagaimana untuk konsultan itu, ya kita Pokmas yang menanggung, kita yang mengurusin
	Inisiatif Pokmas dalam QC
	"kita Pokmas yang menanggung"

	21
	Ya namanya warga, walaupun enggak semua hadir yang kita undang datangnya segini, ya kita mau gimana? Kita enggak bisa juga... Banyak, Alhamdulillah
	Tingkat kehadiran rembug warga
	"enggak semua hadir", "Banyak"

	22
	Ya Alhamdulillah sih 50 persen diatas. Sisanya mungkin karena ada kesibukan kita juga gak bisa memaksa kan namanya masyarakat
	Persentase kehadiran musyawarah
	"50 persen diatas", "gak bisa memaksa"

	23
	Banyak, banyak bertanya, banyak pro kontranya, memang banyak. Karena itu tadi, pemahaman ini masyarakat kan kita harus maklumi
	Dinamika musyawarah
	"banyak pro kontranya"

	24
	Ya kita sih menampung aspirasi kita catat ya kan. Permintaan masyarakat apa gitu kalau sesuai kita jalankan kalau gak sesuai gak kita jalankan
	Mekanisme penampungan aspirasi
	"menampung aspirasi kita catat"

	25
	Waduh ganti-ganti. Yang paling-paling aktif ya masyarakat juga ya, Pokmas iya kami beri masukan pasti kita yang kasih juga kan
	Pihak aktif dalam musyawarah
	"ganti-ganti"

	26
	Alhamdulillah ada di kegiatan semenisasi itu. Ada sih masyarakat yang support dengan memberikan air putihnya, kopinya ada
	Bentuk dukungan masyarakat
	"support dengan memberikan air putihnya, kopinya"

	27
	Ya, kalau seberapa aktif sih, masyarakat kan hanya melihat aja mereka ini. Setelah melihat kegiatan, oh ini jalannya, oh sudah, gitu
	Level pengawasan masyarakat
	"hanya melihat aja"

	28
	Jarang, jarang ada yang mau. Kenapa? Karena gak sesuai dengan upah yang diluaran... upahnya itu gak sesuai... Rata-rata seperti itu
	Keterlibatan sebagai tenaga kerja
	"gak sesuai dengan upah yang diluaran"

	29
	tidak ada hanya evaluasi sih ada saat rembug itu kita bahas lagi
	Forum evaluasi pasca pelaksanaan
	"evaluasi sih ada saat rembug"

	30
	Ya, masing-masing orang masing-masing pendapatnya sih itu faktornya... pemahaman awam itu kan gak bisa sepenuhnya 100%. Karena pemahaman mereka kan sesuai janji-janji kampanye
	Faktor partisipasi masyarakat
	"pemahaman awam", "janji-janji kampanye"

	31
	Kalau program ini Probebaya memang sangat bagus yang dulunya untuk pembangunan lingkungan, kita harus bersusah payah menunggu aspirasi-aspirasi
	Persepsi dampak Probebaya
	"sangat bagus"

	32
	Dulunya di tempat kita sini redup, jalan juga parah sekarang sudah mulai bagus. Tinggal ya sabar aja karena kegiatan yang baru berjalan, itu pun nggak sepenuhnya di lingkungan kita aja
	Perubahan kondisi infrastruktur
	"dulunya redup... sekarang sudah mulai bagus"

	33
	Dulunya tertinggal semenisasi, tertinggal drainase, tertinggal kegiatan ibu-ibu di lingkungan PKK Dasawisma sekarang ada semua, alhamdulillah
	Cakupan dampak program
	"sekarang ada semua"

	34
	Alhamdulilah bagus... Alhamdulilah masih berfungsi semua
	Kondisi hasil pembangunan
	"masih berfungsi semua"

	35
	Belum ada kerusakan sama sekali, di aturanya jika sudah 3 tahun pengajuan semenisasi ulang tapi di RT 46 belum ada
	Status kerusakan infrastruktur
	"Belum ada kerusakan sama sekali"

	36
	Masyarakat senang karena jalan yang sebelumnya rusak dan becek menjadi bagus
	Manfaat bagi masyarakat
	"Masyarakat senang"

	37
	Pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat di wilayah RT seperti Gotong Royong pasti ada... Lingkungan RT seperti Masyarakat yang bertanggung jawab
	Mekanisme pemeliharaan
	"Gotong Royong pasti ada"

	38
	Dana khusus tidak ada tapi untuk kegiatan gotong royong sedang diajukan untuk pendanaan gotong royong dari kegiatan Probebaya
	Sumber dana pemeliharaan
	"sedang diajukan"

	39
	Mekanisme perbaikan jalan, saya sebagai ketua RT dan masyarakat gotong royong dan tidak menggunakan dana probebaya tapi menggunakan dana lingkungan
	Prosedur perbaikan kerusakan
	"menggunakan dana lingkungan"

	40
	Tentu ada, dengan RT dan Ketua Pokmas yang baru akan mengajukan kegiatan probebaya lanjutan
	Kontinuitas program
	"probebaya lanjutan"

	41
	Tidak ada hambatan, semua menjaga hasil pembangunan dengan baik
	Hambatan keberlanjutan
	"semua menjaga hasil pembangunan"

	42
	Mendukung dalam arti kegiatan kita itu jangan sampai kena masalah berkaitan dengan hukum jadi apabila ada kesalahan kita langsung ada arahan ataupun teguran dari kelurahan maupun kecamatan
	Dukungan kelembagaan
	"jangan sampai kena masalah berkaitan dengan hukum"

	43
	Saya rasa sih untuk kritik itu bagus,ya namanya masyarakat ini awam. Kita harus maklumi namanya awam. Mau kita jelaskan kayak gimana pun mereka ya tetap aja protes
	Respon terhadap kritik
	"kritik itu bagus", "tetap aja protes"

	44
	Tetap direspon dengan baik. Itu semua namanya kritik secara masukan itu bagus
	Sikap terhadap masukan
	"Tetap direspon dengan baik"

	45
	Alhamdulillah sudah yang selama saya mimpin ya. Alhamdulillah sudah
	Kesesuaian dengan kebutuhan
	"sudah"

	46
	Kelebihannya sangat mendukung lingkungan dengan memajukan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dan kekurangan probebaya kekurangan konsultan ahli seperti teknik sipil
	Evaluasi kelebihan-kekurangan
	"kekurangan konsultan ahli"

	47
	Mudahan Probebaya ini tetap berjalan, lingkungan berkembang terus dan jangan sampai berhenti karena kurangnya ratanya pembangunan dari pemerintahan kota
	Harapan keberlanjutan program
	"jangan sampai berhenti"



Nama Informan	: Sultan Hassanudin
Jabatan		: Tim Fasilitasi bagian Sarana dan Prasarana (Sapras)
Masa Jabatan	: 2022 - saat ini
Tanggal Wawancara	: 29 Januari 2026
Tempat Wawancara	: Kantor Kelurahan
	No
	Segmen Transkrip
	Descriptive Code
	In Vivo Code

	1
	Sebenarnya mudah sih. Tapi kalau keterbukaannya itu setiap sebelum pelaksanaan, biasanya di awal-awal tahun anggaran diadakan rembug warga. Tim Fasilitasi Kelurahan itu turun ke semua RT untuk menyampaikan tentang Probebaya.
	Mekanisme keterbukaan melalui rembug warga
	"di awal-awal tahun anggaran diadakan rembug warga"

	2
	Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya. Ini yang disampaikan yang sesuai di Juknis probebaya tidak lepas dari itu.
	Tingkat keterbukaan informasi penuh
	"Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya"

	3
	Menggunakan bannernya biasanya nama jalan, ukurannya panjang, lebar dan masa pelaksanaan pekerjaan itu biasanya dia dimuat di banner itu.
	Media publikasi informasi program
	"Menggunakan bannernya nama jalan, ukurannya panjang, lebar"

	4
	Secara umum, sekarang ini sudah bisa setelah terlaksana itu sudah bisa tersampaikan karena biasanya kita pakai banner setiap kali ada kegiatan. Pembangunan jalan ini panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini sampai segini
	Isi informasi di banner
	"panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini"

	5
	Bisa. Iya masyarakat bisa akses. masyarakat juga yang mengusulkan dari perencanaan, pelaksanaan, ada dari pengawas dari mereka juga
	Aksesibilitas RAB dan laporan
	"masyarakat bisa akses dari perencanaan, pelaksanaan"

	6
	Iya barangkali ada. Kadang-kadang di rembug warga itu kan tidak semuanya hadir jadi mungkin itu yang tidak tersampaikan.
	Kendala penyampaian informasi
	"di rembug warga tidak semuanya hadir"

	7
	Ada sih, ya itu tadi yang memang tidak ikut terembuk kadang-kadang masih bertanya kan apa sih Probebaya tapi setelah kita komunikasi ke ketua Pokms dan ketua lingkungan mulai paham.
	Keluhan kurangnya transparansi dan Solusi
	"yang tidak ikut terembuk kadang-kadang masih bertanya"

	8
	Suko Makmur ada juga Namanya orang banyak kan, jadi ada yang tersampaikan ada yang tidak
	Kesenjangan informasi di RT 46
	"ada yang tersampaikan ada yang tidak"

	9
	Transparansinya cukup. Soalnya memang Pokmasnya kan, beliau itu ketua pokmas juga kemarin kan jadi harus melalui beliau semua. Setelah baru disampaikan kepada seluruh anggota-anggota Pokmas 10 RT itu.
	Evaluasi tingkat transparansi di RT 46
	"Transparansinya cukup. harus melalui beliau semua"

	10
	kebanyakan tugasnya ialah melakukan pengawasan baik administrasi maupun di lapangan dalam program pelaksanaan Probebaya kami siap untuk turun..
	Tugas pengawasan ganda Tim Fasilitasi
	"pengawasan baik administrasi maupun di lapangan"

	11
	Semuanya 52 RT pokoknya setiap kali ada kegiatan RT kami turun ikut mengawasi.
	Cakupan pengawasan Tim Fasilitasi
	"52 RT pokoknya setiap kali ada kegiatan kami turun"

	12
	Oh iya. Setiap ada dana keluar, kami pantau terus hingga lapangan kami pantau. Mulai dari pelaksanaan, mulai dari perencanaan kita pantau, pelaksanaan, sampai selesai pelaksanaan kita pantau.
	Bentuk pengawasan berkelanjutan
	"dari perencanaan sampai selesai pelaksanaan kita pantau"

	13
	Jadi bisa dua sampai tiga kali kita ke lapangan kalau pada saat pekerjaan.
	Frekuensi pengawasan lapangan
	"dua sampai tiga kali ke lapangan"

	14
	Dokumentasi, yang pertama SPJnya untuk pelaporan SPJ, nota-notanya, krutansi, pajak dan prosesnya di lapangan kami periksa semua Bahan-bahan yang digunakan kami dokumentasi semua Sesuaikan dengan RAB
	Dokumen pemeriksaan akuntabilitas
	"SPJ, nota, krutansi, pajak dan prosesnya di lapangan kami periksa"

	15
	kalau tidak sesuai kami tegur ketua pokmas dan ketua RT.
	Tindakan korektif ketidaksesuaian
	"kalau tidak sesuai kami tegur"

	16
	Iya, sudah sesuai. Setiap tahun kita harus, biasanya ada dari pemeriksaan dari inspektorat daerah yang mengawasi kita dari pelaksanaan di lapangan hingga laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perwali no 22 tahun 2022.
	Kesesuaian dengan regulasi
	"sesuai dengan perwali no 22 tahun 2022"

	17
	Kalau pun tidak sesuai, pasti ada teguran dan catatan-catatan yang diberikan pada kami.
	Sistem teguran inspektorat
	"ada teguran dan catatan-catatan yang diberikan"

	18
	Pelaporannya sudah. Alhamdulillah. Itu kan setiap hal ini harus dilaporkan melalui kelurahan itu lalu bertahap hingga pelaporan ke pemerintah kota
	Sistem pelaporan berjenjang
	"melalui kelurahan lalu bertahap hingga pemerintah kota"

	19
	Setiap kali pencairan dana, pengusulan dana, mulai dari pengusulan dana, ini yang perlu diusulkan yang urgen, kita sudah komunikasi. Pelaksanaan begitu juga hingga selesai pelaporan begitu juga
	Tahapan akuntabilitas pengelolaan dana
	"dari pengusulan hingga selesai pelaporan komunikasinya jalan"

	20
	mungkin yang banyak tahu tuh ya masalah Pokmas kalau Tim Fasilitasi Kelurahan banyak di pengawasannya cuma sekali dua kali kan saat pelaksanaan itu kita turun ke lapangan.
	Keterbatasan intensitas pengawasan
	"Tim Fasilitasi cuma sekali dua kali saat pelaksanaan"

	21
	Selama ini berjalan baik, lancar, komunikasi lancar apalagi sudah ada grup, jadi kalau ada apa-apa kita hubungi ketua Pokmasnya nanti ketua Pokmas nya hubungi anggota dan masyarakat
	Pola komunikasi dan koordinasi
	"komunikasi lancar apalagi sudah ada grup"

	22
	Kami bikin jadwal jadi setiap RT tinggal kesediaan Pak RT kalau dia bersedia dan tidak ada perubahan kami turun kalau ada perubahan kami minta waktu dan tempat terbarunya diteuntukan Pak RT
	Mekanisme fasilitasi musyawarah
	"Kami bikin jadwal setiap RT tinggal kesediaan Pak RT"

	23
	Kita sampaikan terbuka saja. Ini kalau misalnya mau sekaligus bagus, kalau memangnya ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakankan.
	Dorongan partisipasi swadaya
	"kalau ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakan"

	24
	biasanya partisipasi masyarakat bisa menyambung sampai 45 atau sampai 50 meter.
	Bentuk kontribusi swadaya masyarakat
	"partisipasi masyarakat bisa menyambung sampai 50 meter"

	25
	Iya, sudah sesuai dengan perwalinya. Masyarakat juga sudah terbukakan, sudah tahu, banyak yang tahu soal probebaya.
	Tingkat kesadaran masyarakat
	"Masyarakat sudah terbukakan, sudah tahu, banyak yang tahu"

	26
	Kalau rendah sih tidak terlalu nampak. Kalau antusiasnya sih banyak, cukup tinggi antusiasnya masyarakat. Berlomba-lomba malah untuk mengerjakan yang memang urgen
	Tingkat antusiasme masyarakat
	"cukup tinggi antusiasnya. Berlomba-lomba malah"

	27
	partisipasi masyarakat khususnya di Sukomakemur itu apalagi RT46 sudah tinggi.
	Evaluasi partisipasi di RT 46
	"partisipasi masyarakat di RT46 sudah tinggi"

	28
	Kekuatannya itu partisipasi masyarakatnya tinggi sebenarnya. Kompak gitu kan, saya tahu persis di tempatnya Pak Raga itu masyarakatnya kompak.
	Kekompakan sebagai kekuatan utama
	"partisipasi tinggi. Kompak gitu kan"

	29
	Tidak ini pekerjaan sederhana, jadi bukan pekerjaan besar memang standarnya ya begitulah sudah tidak seperti yang di PUPR
	Karakteristik pekerjaan berbasis masyarakat
	"pekerjaan sederhana, bukan pekerjaan besar tidak seperti PUPR"

	30
	yang penting dilaksanakan sebaiknya dilaksanakan di lingkungan RT itu sendir tenaga kerjaannya dari situ memang pemberdayaannya untuk di masyarakat lingkunga
	Prinsip pemberdayaan masyarakat lokal
	"tenaga kerjaannya dari situ pemberdayaannya untuk masyarakat"

	31
	Masalahnya, mungkin pada masyarakat terkait Probebaya kalau yang nggak paham itu aja kali masalahnya itu.
	Kelemahan pemahaman sebagian masyarakat
	"masyarakat yang nggak paham itu aja masalahnya"

	32
	masalahnya mungkin yang nggak paham itu aja terkadang pikiran orang macam-macam kan kalau di pembangunan lingkungan tidak sesuai harapan
	Potensi mispersepsi masyarakat
	"pikiran orang macam-macam kalau tidak sesuai harapan"

	33
	Sebenarnya memang harus ada kelanjutannya, soalnya di lingkungan kita ini khususnya Rawa Makmur, khususnya di RT46 itu masih banyak yang memang perlu pembenahan.
	Kebutuhan keberlanjutan program
	"masih banyak yang perlu pembenahan"

	34
	Setiap RT masih mengusulkan itu rata-rata infrastruktur-infrastruktur itu pun memerlukan biaya yang cukup lumayan terkadang tidak bisa sekaligus. Harus dua-tiga kali baru selesai membangun jalan gangnya
	Keterbatasan anggaran dan tahapan
	"tidak bisa sekaligus. Harus dua-tiga kali baru selesai"

	35
	Belum ada perawatannya dengan jangka waktu tiga tahun bisa direhat kembali kalau memang rusak parah lagi, yaa pengajuan perbaikan.
	Sistem pemeliharaan berkala
	"tiga tahun bisa direhat kalau rusak parah"

	36
	Pemeliharaannya sih ada cuma kami dikasih deadline kalau misalnya dalam 3 tahun sudah dilaksanakan dan memang perlu lagi diadakan rehab atau peraikan jalan kembali.
	Kebijakan pemeliharaan 3 tahun
	"dalam 3 tahun sudah dilaksanakan perlu diadakan rehab"

	37
	Masih banyak usulan-usulannya itu masih banyak. RT46 itu masih banyak. Kalau sekali 2-3 tahun aja masih panjang gitu. Masih banyak jalan-jalan lingkungan yang perlu diperhatikan.
	Kebutuhan infrastruktur berkelanjutan
	"Masih banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan"

	38
	Tapi syukurlah kita memang ada anggaran yang diberikan walaupun sedikit tapi nyata kan.
	Apresiasi keberadaan program
	"ada anggaran walaupun sedikit tapi nyata"

	39
	Biusanya langsung dari Pemkot kami tim fasilitasi, Pokmas bahkan pihak pengawas dar kecamatan kan bergantian melakukan pelatihannya dan yang mengadakan platihan itu. Baperida Perencanaan Pembangunan
	Program pelatihan berkelanjutan
	"Baperida Perencanaan Pembangunan mengadakan pelatihan"

	40
	Biasanya kendalanya kalau untuk sapras, infrastruktur itu, dari faktor cuaca. jadi kadang kalau mau semenisasi kan kita sudah berjadwal ini. pas hujan, bahan sudah disiapkan jadi tidak bisa dilaksanakan
	Kendala teknis pelaksanaan
	"kendalanya dari faktor cuaca pas hujan bahan sudah disiapkan"

	41
	masalahnya mungkin yang nggak paham itu aja terkadang pikiran orang macam-macam kan kalau di pembangunan lingkungan tidak sesuai harapan
	Potensi mispersepsi masyarakat
	"pikiran orang macam-macam kalau pembangunan tidak sesuai harapan"

	42
	mungkin yang banyak tahu tuh ya masalah Pokmas kalau Tim Fasilitasi Kelurahan banyak di pengawasannya cuma sekali dua kali kan saat pelaksanaan itu kita turun ke lapangan.
	Keterbatasan intensitas pengawasan Tim Fasilitasi
	"Tim Fasilitasi cuma sekali dua kali saat pelaksanaan turun ke lapangan"



Informan		: Ayat Dzainudin (Masyarakat RT 46)
Tanggal Wawancara	: 30 Januari 2026
Metode Coding	: Descriptive Coding & In Vivo Coding 
	No
	Kutipan Wawancara
	Descriptive Code
	In Vivo Code

	1
	Mengetahuinya karena Probebaya itu mulai ada kita sedikit banyak sudah tahu sih dari yang RT dulu yang kebetulan juga ketua pokmas sudah menyampaikan program Probebaya dari pemerintah ke masyarakat
	Sumber informasi Probebaya
	"sedikit banyak sudah tahu"

	2
	Biasanya itu kita rapat Pokmas dulu, rapat warga dulu, rembug warga Artinya kita program apa yang kita programkan untuk tahun 2025 kita rembugkan di tahun 2024
	Mekanisme penyampaian informasi
	"rembug warga"

	3
	Yang disampaikan berupa program SAPRAS artinya sarana dan prasarana untuk lingkungan RT46 Terutama untuk jalan dan untuk program pemberdayaan masyarakat
	Konten informasi yang disampaikan
	"program SAPRAS"

	4
	Yang kemarin, yang tahun 2025 dan kebawahnya itu kemarin sekitar Rp70 juta untuk pembangunan SAPRAS untuk semanisasi jalan
	Pengetahuan tentang besaran dana
	"sekitar Rp70 juta"

	5
	Papan tidak ada, untuk papan biaya berapa itu tidak ada selama semanisasi program Probebaya ini
	Ketiadaan papan informasi
	"Papan tidak ada"

	6
	Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggaranya berapa terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu
	Akses informasi keuangan
	"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"

	7
	Kalau yang dulu terus terang belum jelas
	Kejelasan informasi
	"terus terang belum jelas"

	8
	Ya, susah untuk diakses karena mungkin dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang untuk mengatakan ke masyarakat kurang untuk masalah Probebaya
	Hambatan akses informasi
	"susah untuk diakses", "dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang"

	9
	Untuk lebih detailnya kita tetap tanya ke RT ketepan, soalnya perwakilan dari masyarakat kan memang pak RT
	Jalur informasi alternatif
	"tetap tanya ke RT"

	10
	Kalau yang dulu ya agak-agak susah... Ya, kurang terbuka untuk masyarakat
	Gap transparansi periode lama
	"agak-agak susah", "kurang terbuka untuk masyarakat"

	11
	Nggak, nggak pernah jadi hasilnya berapa-berapa nggak pernah Nggak pernah disampaikan ke masyarakat
	Ketiadaan laporan pertanggungjawaban
	"Nggak pernah disampaikan ke masyarakat"

	12
	mudah-mudahan ini, untuk tahun depannya bisa lebih terbuka dan transparan ke masyarakat jadi awalnya berapa, hasilnya berapa nanti biar masyarakat mengetahui
	Harapan transparansi
	"lebih terbuka dan transparan ke masyarakat"

	13
	Kalau sudah direncanakan sesuai dengan bentuk warga, program yang tahun ini misalnya untuk di jalan sini itu memang sesuai memang sesuai sih untuk rencana pembangunannya sesuai
	Kesesuaian realisasi dengan rencana
	"sesuai dengan bentuk warga"

	14
	Kalau yang 2 tahun ini untuk probebaya khususnya semenisasi tahun 2025 dan 2024 kita masih anggap baik Tapi kalau yang 2022 dan 2023 itu saya anggap kurang baik untuk inisiasi
	Evaluasi kualitas pekerjaan
	"masih anggap baik", "kurang baik"

	15
	Karena mungkin begini, mungkin untuk hasil di jalannya itu banyak yang rusak sudah Artinya baru 1-2 tahun jalan sudah nyata rusak soalnya pakai manual
	Masalah kualitas periode lama
	"baru 1-2 tahun jalan sudah nyata rusak"

	16
	itu pun juga mungkin pengerjaannya namanya pengerjaan orang lain yang ngerjakan bukan masyarakat sini mungkin kurang lah dia, kurang adukan atau gimana itu Tapi hasilnya kurang-kurang memuaskan
	Penyebab kualitas buruk
	"kurang adukan", "kurang-kurang memuaskan"

	17
	Karena waktu itu sesuai aja sih, kalau waktu itu sesuai Misalnya 1 minggu ya memang 1 minggu harus selesai memang, sesuai kalau untuk waktu
	Ketepatan waktu pelaksanaan
	"sesuai kalau untuk waktu"

	18
	Kalau yang 2 tahun kemarin mungkin nggak ada keluhan, yang keluhan itu yang 2022 dan 2023 Mungkin pekerjaannya yang kurang masing-masing
	Keluhan warga per periode
	"pekerjaannya yang kurang masing-masing"

	19
	Kurang, kurang responnya, kalau untuk Pokmas jadi kita tanya itu, ya nggak sesuai pertanyaan kadang-kadang, ya mungkin dari segalanya segini-gini itu, mungkin penjelasannya yang kurang dari Pokmas yang dulu
	Respon Pokmas terhadap keluhan
	"Kurang responnya", "nggak sesuai pertanyaan", "penjelasannya yang kurang"

	20
	Kalau untuk infrastruktur, kalau mungkin yang kepuasan kita sebagai masyarakat RT 46 itu yang tahap pertama sama tahap kedua itu mungkin cuma 20-30% saja Tapi kalau yang tahap ketiga sama keempat mungkin bisa 60-70% kepuasan masyarakat
	Tingkat kepuasan masyarakat
	"20-30% saja", "60-70% kepuasan masyarakat"

	21
	Pernah, pernah diundang saya setiap rapat pasti saya ada, kalau saya pas ada waktu setiap rembug warga saya selalu ada
	Kehadiran personal dalam musyawarah
	"setiap rembug warga saya selalu ada"

	22
	Ya lumayan, sekitar 20-30 orang
	Jumlah peserta rembug warga
	"sekitar 20-30 orang"

	23
	Kadang-kadang ya masih ditampung tapi itu pun kan sesuai dengan hasil rapat Kalau memang suara terbanyak mungkin itu yang dipakai untuk rapat
	Mekanisme penampungan usulan
	"Kadang-kadang ya masih ditampung", "suara terbanyak"

	24
	namanya masyarakat itu pasti kan usulannya macem-macem tapi kan yang urgensi apa sih? Kan probaya ini kan untuk infrastruktur contohnya itu untuk urgensinya dulu
	Seleksi usulan berdasarkan prioritas
	"usulannya macem-macem", "yang urgensi"

	25
	Nggak pernah, saya terlibat hanya mengawasi yang 2025 tapi yang sebelumnya memang saya nggak ada sama sekali terlibat
	Keterlibatan dalam pelaksanaan
	"hanya mengawasi", "nggak ada sama sekali terlibat"

	26
	keterlibatan masyarakat untuk Probebaya ini mungkin masih kurang karena masyarakat terlibatkan waktu dirembug warga aja jadi untuk pekerjaannya itu mungkin masyarakat RT46 nggak ada yang dilibatkan
	Level partisipasi keseluruhan
	"masih kurang", "nggak ada yang dilibatkan"

	27
	yang pekerjaannya itu yang dilakukan dari pekerjaan dari orang luar, di luar RT46 Kalau di dalam RT46 itu mungkin ya cuma RTnya aja yang dulu
	Eksklusi tenaga kerja lokal
	"orang luar, di luar RT46", "cuma RTnya aja"

	28
	dulu kan ada pembukaan Pokmas itu mungkin ya Mungkin dari Pokmas yang lama itu sudah ada timnya sendiri Jadi dari masyarakat RT46 itu nggak ada yang masuk tim dari Pokmas yang terdahulu
	Struktur Pokmas yang tertutup
	"sudah ada timnya sendiri", "nggak ada yang masuk tim"

	29
	Makanya dia ambil dari timnya dia sendiri, jadi pekerjanya sudah disiapkan sama tim Pokmas yang dulu Jadi untuk rancangannya itu ya dari timnya sendiri
	Pola rekrutmen tenaga kerja
	"dari timnya dia sendiri", "sudah disiapkan"

	30
	Sebelumnya itu rusak memang, dulu pernah di aspal tapi sudah berapa tahun yang lalu sudah rusak, dengan adanya Probebaya ini sudah Alhamdulillah sudah mulai bagus
	Perubahan kondisi infrastruktur
	"dulu rusak... sekarang sudah mulai bagus"

	31
	Artinya kalau untuk pembangunan sih sesuai karena masyarakat sini memang yang diharapkan itu infrastruktur karena di RT 46 khususnya itu banyak infrastruktur yang belum memadahi
	Relevansi dengan kebutuhan
	"banyak infrastruktur yang belum memadahi"

	32
	Yang sudah dicor kemarin, untuk gang ya, untuk gang itu kemarin yang sudah masuk di program berubah itu 4 titik
	Cakupan pembangunan
	"4 titik"

	33
	Ya Alhamdulillah dengan adanya probebaya untuk sakras terutama untuk semenisasi di RT 46 ini sudah ada perubahan, jalan-jalan yang dulu mungkin becek itu Alhamdulillah sekarang sudah bagus
	Dampak positif program
	"sudah ada perubahan", "yang dulu becek... sekarang sudah bagus"

	34
	Walaupun itu sedikit-sedikit sudah bagus lah artinya sudah dirasakan masyarakat untuk dampaknya dari probebaya ini
	Apresiasi bertahap
	"sedikit-sedikit sudah bagus", "sudah dirasakan masyarakat"

	35
	Ya manfaatnya itu terutama untuk semenisasi ya masyarakat lebih mudah untuk akses Terutama di jalan yang sudah bagus ini
	Manfaat konkret bagi masyarakat
	"lebih mudah untuk akses"

	36
	Kalau pemeliharaan tetap kita lakukan Kalau memang ada kerusakan ya kita tetap kita baiki tapi sekarang kan dari uang kas kita sendiri untuk baiki
	Mekanisme pemeliharaan mandiri
	"tetap kita lakukan", "dari uang kas kita sendiri"

	37
	Kas itu di RT46 kita setiap malam kan kita ambil jimpitan dari masyarakat Itu sudah berjalan mungkin kita 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu
	Sumber dana pemeliharaan
	"jimpitan dari masyarakat"

	38
	Kalau ada kerusakan yang bertanggung jawab ya warga masyarakat di RT46 sendiri Artinya kita punya uang kas itu kan kita melakukan untuk baiki yang rusak itu mungkin ya kita sama-sama lah
	Tanggung jawab kolektif pemeliharaan
	"warga masyarakat... sama-sama"

	39
	Khususnya untuk warga RT46 banyak mengharap untuk program Probebaya ini masih berlanjut Artinya tempat kita itu masih banyak yang belum tersentuh untuk semenisasi
	Harapan kontinuitas program
	"banyak mengharap... masih berlanjut", "masih banyak yang belum tersentuh"

	40
	Karena ini program ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat RT46 khususnya
	Apresiasi terhadap program
	"benar-benar bermanfaat"

	41
	Harapannya mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin anggaranya lebih ditambah lagi Karena khususnya di RT 46 itu kan wilayahnya luas, infrastrukturnya masih kurang
	Harapan peningkatan anggaran
	"anggaranya lebih ditambah lagi"

	42
	Kelebihannya sangat bermanfaat untuk masyarakat contohnya perubahannya itu kan kita di program Probebaya itu gak satu titik saja
	Kelebihan program
	"sangat bermanfaat", "gak satu titik saja"

	43
	kalau itu tergantung dari pemimpinnya atau RTnya kalau memang dia benar-benar memanfaatkan dari Probebaya itu membuat kampungnya lebih maju untuk infrastruktur dan pemberdayaan
	Faktor keberhasilan program
	"tergantung dari pemimpinnya", "benar-benar memanfaatkan"

	44
	Kekurangannya ya kalau yang dulu kurangnya itu kurang transparan ke masyarakat untuk penyampaiannya Mungkin itu jadi harapan dari masyarakat
	Kekurangan utama program
	"kurang transparan ke masyarakat"

	45
	Program ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat Jadi biarkan masyarakat itu tau, oh ini lho program dari pemerintah untuk masyarakat itu ini
	Kebutuhan pemahaman masyarakat
	"harus benar-benar dipahami", "biarkan masyarakat itu tau"

	46
	Harapannya masyarakat lebih transparan lagi untuk program ini
	Harapan transparansi masa depan
	"lebih transparan lagi"

	47
	Mungkin ya itu lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi Artinya dana itu kan memang dana dari rakyat, jadi kembali ke rakyat
	Filosofi dana publik
	"dana dari rakyat, jadi kembali ke rakyat"

	48
	Jadi apa-apa itu harus melibatkan masyarakat Karena kita itu sebagai masyarakat, ayo kita sama-sama untuk membangun kampung kita
	Harapan partisipasi inklusif
	"harus melibatkan masyarakat", "ayo kita sama-sama untuk membangun kampung kita"









Informan		: Roma Irawan (Masyarakat RT 46)
Tanggal Wawancara	: 30 Januari 2026
Metode Coding	: Descriptive Coding & In Vivo Coding
	No
	Kutipan Wawancara
	Descriptive Code
	In Vivo Code

	1
	Yang jelas dari RT Mengetahui ada Probebaya, karena beliau kan memwakili lingkungan kita, mungkin untuk hubungan ke kelurahan, kecamatan, dan mungkin ke pemdanya
	Sumber informasi Probebaya
	"Yang jelas dari RT"

	2
	Sekarang ini kan sudah teknologi IT modern, ya kan. Via chatting itu nanti di-share di kita, dan di-share oleh masyarakat
	Media penyebaran informasi
	"Via chatting itu nanti di-share"

	3
	Kalau dari pemkot itu sekitar Rp100.000.000. Ini kan cuma dipotong berbagai macam pajak, jadi sisa ya sekitar 75-60 persen lah kalau nggak salah
	Pengetahuan tentang besaran dana
	"sekitar Rp100.000.000", "dipotong berbagai macam pajak"

	4
	Yang jelas ada informasinya itu. Dana, untuk semua kegiatan, sekian. Ya kan, Kita rembukan sama warganya, ya kan jadi kita bikin apa ini?
	Ketersediaan informasi perencanaan
	"Yang jelas ada informasinya itu", "Kita rembukan sama warganya"

	5
	Biasanya dana untuk semenisasi itu, misalnya 100 persen ya. 100 persen itu untuk semenisasi itu bisa 60 sampai 70 persen
	Pemahaman alokasi dana
	"60 sampai 70 persen"

	6
	Ada, papan informasi lah ya kan. Dengan panjang sekian, lebar, dan tinggi sekian. Biaya sekian itu ada misalnya
	Keberadaan papan informasi
	"Ada, papan informasi lah"

	7
	Kalau nggak papan, nanti setelah jadi itu biasanya ada seperti patok-patok yang ditulisin. Itu ada
	Alternatif papan informasi
	"patok-patok yang ditulisin"

	8
	Iya kan sudah ada pengumumannya itu, jadi kita bisa baca. Kayak hasilnya sekian-sekian gitu ya. Kan data tertulis di situ
	Laporan hasil pekerjaan
	"sudah ada pengumumannya", "data tertulis di situ"

	9
	Pasti setiap semenisasi ada dia patoknya, ada umumannya
	Konsistensi transparansi
	"Pasti setiap semenisasi ada"

	10
	Sesuai sudah direncanakan dan sesuai dengan yang sudah diinformasikan, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan
	Kesesuaian perencanaan-pelaksanaan
	"Sesuai"

	11
	Ada yang baik, ada yang tidak
	Variasi kualitas pekerjaan
	"Ada yang baik, ada yang tidak"

	12
	Faktornya mungkin yang pertama dulu nih kan... Itu mungkin nggak baiknya dulu secara manual di dunia pengerjaannya. Jadi pasir, koral, dan semen itu disiapkan di lokasi dilakukan manual, pakai tenaga manusia
	Penyebab kualitas buruk periode awal
	"secara manual", "pakai tenaga manusia"

	13
	Kalau yang tahun ketiga dan keempat itu sudah pakai alat Itu sudah bagus yang itu. Kalau yang tahun pertama dan kedua ini, ya tahu sendiri kualitasnya
	Perbedaan kualitas antar periode
	"sudah pakai alat", "ya tahu sendiri kualitasnya"

	14
	Tidak pada bolong-bolong itu, kurang baik kualitasnya. Sudah bagus cuma kurang baiklah
	Deskripsi kerusakan periode awal
	"bolong-bolong", "kurang baik kualitasnya"

	15
	Keluhannya itu, kalau yang tahun ketiga dan keempat, aman ada keluhan. Yang ini yang ada keluhan ini. Karena memang manual, ya kan? Baru sebulan dua bulan sudah kelihatan ada bolong
	Keluhan warga per periode
	"aman ada keluhan", "Baru sebulan dua bulan sudah kelihatan ada bolong"

	16
	Tapi kan, ya namanya proses, ya kan? Karena manual pembuatannya. Mungkin kurang baik campurannya atau gimana juga kita tidak paham
	Pemahaman terbatas tentang teknis
	"ya namanya proses", "kita tidak paham"

	17
	Iya kita keluhan ke RT nanti RT yang ke Pokmas
	Jalur penyampaian keluhan
	"kita keluhan ke RT nanti RT yang ke Pokmas"

	18
	Baik, ya yang 2022 dan 2023, ya ini, saya tahu sendiri kondisinya, mungkin ya nilainya antara 60-70 persen lah
	Tingkat kepuasan periode awal
	"60-70 persen lah"

	19
	Kita rembukan dulu sama warganya, ya kan. Oh ini yang perlu disemenisasi, daerah gang ini
	Mekanisme musyawarah perencanaan
	"Kita rembukan dulu sama warganya"

	20
	Kalau rembug warga, untuk probebaya pasti ada rembug warga
	Konsistensi rembug warga
	"pasti ada rembug warga"

	21
	Kalau terlibatnya sih enggak, Karena kita bukan ikut kerja disitu ya hanya melihati saja dan mengawasi, gitu aja lah
	Level keterlibatan dalam pelaksanaan
	"hanya melihati saja dan mengawasi"

	22
	Mengawasi batas masyarakat, mereka tahu ya ini sudah diseman, gitu aja
	Bentuk pengawasan pasif
	"Mengawasi batas masyarakat"

	23
	Ya kondisi jalan, ya apalagi tertama yang di jalan-jalan kejirgangan itu sangat buruk ya kan. Apalagi sudah musim hujan, sudah becek, air mengenang
	Kondisi awal infrastruktur
	"sangat buruk", "becek, air mengenang"

	24
	Kalau sudah musim hujan, mungkin itu becek kalau sudah musim panas, ya ada debu sebelum ada semenisasi
	Masalah sebelum program
	"becek... ada debu"

	25
	Yang perlu semenisasi lagi. Karena semenisasi yang ada ini, belum semuanya menyeluruh di lingkungan RT kita ini untuk semenisasi
	Cakupan pembangunan belum menyeluruh
	"belum semuanya menyeluruh"

	26
	Kalau yang sekarang ini, ini masih di jalan kita ini, yang perlu disemen itu mungkin sekitar 50-60% yang perlu semenisasi lagi
	Persentase area belum tersentuh
	"sekitar 50-60% yang perlu semenisasi lagi"

	27
	Jalan Sari 1 itu belum, di Telaga Wangi ini yang masih separuh. Di Gang Sari 3 itu malah kelilingan itu belum sama sekali semenisasi
	Identifikasi area belum ditangani
	"belum sama sekali semenisasi"

	28
	Ya sangat membantu bagi kita perubahannya itu, ya kan. Contohnya sekarang seperti jalan g ya sudah mulai, sedikit banyaknya sudah terdapat baik
	Dampak positif program
	"sangat membantu", "sudah terdapat baik"

	29
	Untuk semenisasi yang 2023 dan 2022 itu yang ini, yang kurang. Kalau 2024-2025 itu bagus
	Kondisi saat ini per periode
	"yang kurang", "bagus"

	30
	Ya, bagus Sekarang lancar. Sudah terdampak bagus lah sekarang setelah mobilisasi
	Manfaat mobilitas
	"Sekarang lancar", "Sudah terdampak bagus"

	31
	Selama ini kalau jalannya rusak, kita seberdaya masyarakat. Sumber daya masyarakat dengan ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang pasir
	Mekanisme pemeliharaan mandiri
	"kita seberdaya masyarakat", "ada yang menyumbang"

	32
	Kemarin kita, sumber daya masyarakat, belikan semen, ya kan? Ada pasir, korah ditambah sulam, yang bolong-bolong kita tambahin
	Aksi perbaikan swadaya
	"yang bolong-bolong kita tambahin"

	33
	Jadi kita action sendirilah masyarakat. Dengan keterlibatan ketua lingkungan yang ngarahkan
	Inisiatif lokal pemeliharaan
	"kita action sendirilah masyarakat"

	34
	Dengan uang pribadi ada. Kayak uang, apa namanya? Uang sumbangan warga. Jelas uang pribadi kan, sumbangan warga yang kita gunakan
	Sumber dana pemeliharaan
	"Uang sumbangan warga"

	35
	Sudah cukup membantu, sudah cukup baik lah perubahanya yang sudah kita perasakan sekarang
	Apresiasi keseluruhan program
	"Sudah cukup membantu", "sudah kita perasakan"

	36
	Biasanya menjangkau gang-gang kecil yang katakanlah 2-3 meter mungkin jalan yang lebarnya itu. Itu untuk semenanisasi
	Fokus pembangunan infrastruktur
	"menjangkau gang-gang kecil"

	37
	Kalau untuk lainnya, yang dana untuk kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK, dan lainnya itu ya terdapat baik juga untuk lingkungan kita
	Dampak pada pemberdayaan
	"terdapat baik juga"

	38
	Sekarang sudah ada, ya kan, ibu-ibu pertanian, ya kan, yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Sekarang sudah nanam sayur, sudah dipanen
	Bukti konkret pemberdayaan
	"sudah nanam sayur, sudah dipanen"

	39
	Yang bisa, ya katakanlah sebelah sekali untuk bisa melihat kesehatannya, ya kan, anak-anak dan manullah, ya. Karena disitu kan, ya biarpun nggak seberapa, ya digunakan peralatan yang nggak seberapa baik
	Manfaat kesehatan masyarakat
	"biarpun nggak seberapa"

	40
	Harapan lebih bagus lagi kita sebagai masyarakat, kita di lingkungan tempatan ini, inginnya lebih bagus lagi
	Harapan peningkatan program
	"inginnya lebih bagus lagi"

	41
	Dan kalau bisa digang-gang, kalau bisa disentuh semua oleh Probebaya. Jadi semua bisa, jalan kita sudah bagus
	Harapan cakupan menyeluruh
	"kalau bisa disentuh semua"

	42
	Karena masih adA separuhnya ini belum kesentuh sama sekali sampai sekarang ini
	Realitas cakupan terbatas
	"separuhnya ini belum kesentuh sama sekali"

	43
	Untuk tahun ke depannya kalau bisa Probebayaan ini ditambah dalamnya Bukan dikurangi. Sekarang sudah dikurangi nih
	Kritik pengurangan anggaran
	"ditambah dalamnya Bukan dikurangi", "Sekarang sudah dikurangi"

	44
	Yang harusnya 100 persen menjadi 60-70 persen
	Perubahan alokasi anggaran
	"Yang harusnya 100 persen menjadi 60-70 persen"

	45
	Untuk semanisasi jalan sudah bagus. Biarpun enggak semua. Karena baru berjalan 4 tahun ini ya
	Kelebihan program
	"Biarpun enggak semua"

	46
	Sudah lumayan ada dampaknya untuk jalan sudah bagus. Untuk kegiatan ibu-ibu pKK juga bagus, Posyandu juga sudah bagus
	Apresiasi dampak holistik
	"Sudah lumayan ada dampaknya"

	47
	Dana yang kita terima itu bukan utuh. Cuma kita ini kan enggak bisa terima langsun dikelola oleh pihak kelolaan, LPM, OPNAS dan lain sebagainya
	Kekurangan: dana tidak utuh
	"Dana yang kita terima itu bukan utuh", "enggak bisa terima langsun"

	48
	Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja. kelemahannya. Enggak langsung dikasihkan ke kita, di masyarakat umum
	Bentuk penerimaan dana
	"berupa material saja", "Enggak langsung dikasihkan ke kita"

	49
	Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah kan udah ada sekian
	Harapan pengelolaan langsung
	"Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah"

















Lampiran 7 : Second Cycle Coding
	No
	Informan
	Data / Kutipan Wawancara
	First Cycle Code
(Descriptive & In Vivo)
	Second Cycle Code
(Pattern)

	1
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya. Ini yang disampaikan yang sesuai di Juknis probebaya tidak lepas dari itu.
	Tingkat keterbukaan informasi penuh
"Semuanya terbuka. Kita memang sudah bikin formnya"
	Transparansi Prosedural-Formal

	2
	Ketua Pokmas (I1)
	Itu kita sampaikan bahkan kita, untuk kegiatan semenisasinya, kita ngambil di jalannya yang ukuran 3 meter ke bawah... Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya
	Penyampaian informasi teknis
"Kita terbuka, nggak ada tutup-tutupannya"
	

	3
	Ketua Pokmas (I1)
	Ada, semua-semua ada. Tercantum ya materialnya untuk kegiatan, kayak semen, pasir, koral, sekian-sekian nominalnya itu ada semua di situ. Kalaupun tidak apa-apa, banner, seperti banner itu ada.
	Papan informasi proyek
"ada semua di situ"
	

	4
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Secara umum, sekarang ini sudah bisa setelah terlaksana itu sudah bisa tersampaikan karena biasanya kita pakai banner setiap kali ada kegiatan. Pembangunan jalan ini panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini sampai segini
	ada informasi di banner
"panjang segini, anggarannya segini, pelaksanaannya tanggal segini"
	

	5
	Masyarakat (I4)
	Yang jelas ada informasinya itu. Dana, untuk semua kegiatan, sekian. Ya kan, Kita rembukan sama warganya, ya kan jadi kita bikin apa ini?
	Ketersediaan informasi perencanaan
"Yang jelas ada informasinya itu", "Kita rembukan sama warganya"
	

	6
	Masyarakat (I4)
	Ada, papan informasi lah ya kan. Dengan panjang sekian, lebar, dan tinggi sekian. Biaya sekian itu ada 
	Keberadaan papan informasi
"Ada, papan informasi lah"
	

	7
	Masyarakat (I4)
	Iya kan sudah ada pengumumannya itu, jadi kita bisa baca. Kayak hasilnya sekian-sekian gitu ya. Kan data tertulis di situ
	Laporan hasil pekerjaan
"sudah ada pengumumannya", "data tertulis di situ"
	

	8
	Masyarakat (I4)
	Pasti setiap semenisasi ada dia patoknya, ada umumannya
	Konsistensi transparansi
"Pasti setiap semenisasi ada"
	

	9
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Bisa. Iya masyarakat bisa akses. masyarakat juga yang mengusulkan dari perencanaan, pelaksanaan, ada dari pengawas dari mereka juga
	Aksesibilitas RAB dan laporan
"masyarakat bisa akses dari perencanaan, pelaksanaan"
	Transparansi Berbasis Aksesibilitas Terbatas

	10
	Ketua Pokmas (I1)
	Kita tunjukkan semua terbuka cuma pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas, karena setahunya mereka kan dana Probebaya itu keluarnya 100 juta di kiranya murni 100 juta masuk ke Pokmas
	Keterbukaan informasi dana
"semua terbuka", "pemahaman masyarakat kadang ada yang kurang pas"
	

	11
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Iya barangkali ada. Kadang-kadang di rembug warga itu kan tidak semuanya hadir jadi mungkin itu yang tidak tersampaikan.
	Kendala penyampaian informasi
"di rembug warga tidak semuanya hadir"
	

	12
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Ada sih, ya itu tadi yang memang tidak ikut terembuk kadang-kadang masih bertanya kan apa sih Probebaya tapi setelah kita komunikasi ke ketua Pokms dan ketua lingkungan mulai paham.
	Keluhan kurangnya transparansi dan solusi
"yang tidak ikut terembuk kadang-kadang masih bertanya"
	

	13
	Ketua Pokmas (I1)
	Suko Makmur ada juga Namanya orang banyak kan, jadi ada yang tersampaikan ada yang tidak
	Kesenjangan informasi di RT 46
"ada yang tersampaikan ada yang tidak"
	

	14
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Transparansinya cukup. Soalnya memang Pokmasnya kan, beliau itu ketua pokmas juga kemarin kan jadi harus melalui beliau semua. Setelah baru disampaikan kepada seluruh anggota-anggota Pokmas 10 RT itu.
	Evaluasi tingkat transparansi di RT 46
"Transparansinya cukup. harus melalui beliau semua"
	

	15
	Masyarakat (I3)
	Untuk yang dulu-dulu tidak ada sih, untuk laporan biayanya berapa, untuk anggaranya berapa terus untuk potongan dari pajak berapa, kita tidak ada yang tahu untuk warga itu
	Akses informasi keuangan
"kita tidak ada yang tahu untuk warga itu"
	Transparansi Satu Arah

	16
	Masyarakat (I3)
	Kalau yang dulu terus terang belum jelas
	Kejelasan informasi
"terus terang belum jelas"
	

	17
	Masyarakat (I3)
	Ya, susah untuk diakses karena mungkin dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang untuk mengatakan ke masyarakat kurang untuk masalah Probebaya
	Hambatan akses informasi
"susah untuk diakses", "dari atasnya itu sampai ke bawah itu kurang"
	

	18
	Masyarakat (I3)
	Kalau yang dulu ya agak-agak susah... Ya, kurang terbuka untuk masyarakat
	Gap transparansi periode lama
"agak-agak susah", "kurang terbuka untuk masyarakat"
	

	19
	Masyarakat (I3)
	Nggak, nggak pernah jadi hasilnya berapa-berapa nggak pernah Nggak pernah disampaikan ke masyarakat
	Ketiadaan laporan pertanggungjawaban
"Nggak pernah disampaikan ke masyarakat"
	

	20
	Masyarakat (I3)
	mudah-mudahan ini, untuk tahun depannya bisa lebih terbuka dan transparan ke masyarakat jadi awalnya berapa, hasilnya berapa nanti biar masyarakat mengetahui
	Harapan transparansi
"lebih terbuka dan transparan ke masyarakat"
	

	21
	Masyarakat (I3)
	Papan tidak ada, untuk papan biaya berapa itu tidak ada selama semanisasi program Probebaya ini
	Ketiadaan papan informasi
"Papan tidak ada"
	

	22
	Masyarakat (I3)
	Kekurangannya ya kalau yang dulu kurangnya itu kurang transparan ke masyarakat untuk penyampaiannya Mungkin itu jadi harapan dari masyarakat
	Kekurangan utama program
"kurang transparan ke masyarakat"
	

	23
	Masyarakat (I3)
	Harapannya masyarakat lebih transparan lagi untuk program ini
	Harapan transparansi masa depan
"lebih transparan lagi"
	

	24
	Masyarakat (I3)
	Mungkin ya itu lebih transparan lagi, lebih terbuka lagi Artinya dana itu kan memang dana dari rakyat, jadi kembali ke masyarakat
	Filosofi dana publik
"dana dari rakyat, jadi kembali ke rakyat"
	

	25
	Ketua Pokmas (I1)
	Tugas dan tanggung jawab utama sebagai ketua pelaksanaan di lapangan, mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan Probebaya
	Tanggung jawab ketua Pokmas
"mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan"
	Akuntabilitas Vertikal Birokratis

	26
	Ketua Pokmas (I1)
	Semua kegiatan karena semua kegiatan itu besar dan kecilnya resikonya pada ketua sama pihak kelurahan. Apabila ada kesalahan, otomatis ketua, pihak kelurahan semua itu terseret dengan hukum
	Konsekuensi hukum pengelolaan
"terseret dengan hukum"
	

	27
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Di pihak kelurahan ada bendahara. Bila sebagai ngontrol. Apabila kegiatan itu, laporan itu kok belum masuk, apa kendalanya?
	Sistem kontrol kelurahan
"sebagai ngontrol"
	

	28
	Ketua Pokmas (I1)
	Verifikasi ada. Kelurahan, kecamatan pasti ada semua. Sebelum data itu masuk ke kota, di kelurahan pasti verifikasi, kecamatan verifikasi, baru kota
	Tahapan verifikasi laporan
"verifikasi"
	

	29
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Pelaporannya sudah. Alhamdulillah. Itu kan setiap hal ini harus dilaporkan melalui kelurahan itu lalu bertahap hingga pelaporan ke pemerintah kota
	Sistem pelaporan berjenjang
"melalui kelurahan lalu bertahap hingga pemerintah kota"
	

	30
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Iya, sudah sesuai. Setiap tahun kita harus, biasanya ada dari pemeriksaan dari inspektorat daerah yang mengawasi kita dari pelaksanaan di lapangan hingga laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perwali no 22 tahun 2022.
	Kesesuaian dengan regulasi
"sesuai dengan perwali no 22 tahun 2022"
	

	31
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Kalau pun tidak sesuai, pasti ada teguran dan catatan-catatan yang diberikan pada kami.
	Sistem teguran inspektorat
"ada teguran dan catatan-catatan yang diberikan"
	

	32
	Ketua Pokmas (I1)
	Kita biasanya dokumen itu, nota, kuitansi, ya kan, untuk percairan kan. Nota, kwitansi untuk percairan, terus dokumentasi kegiatan-kegiatan di lapangan, itu yang kita siapkan
	Dokumen administrasi
"nota, kuitansi", "dokumentasi kegiatan"
	Akuntabilitas Vertikal Birokrasi

	33
	Ketua Pokmas (I1)
	Alhamdulillah sudah. Semua tersimpan di kelurahan. Di kelurahan menumpuk gitu pokoknya Semua dokumentasi kegiatan Pokmas saya rasa masih tersimpan
	Penyimpanan dokumen
"Semua tersimpan di kelurahan", "menumpuk gitu"
	

	34
	Ketua Pokmas (I1)
	Prosesnya kita setiap kegiatan, pemakaian dana sekian, habisnya sekian itu kita laporkan. Semua kegiatan
	Mekanisme pelaporan keuangan
"kita laporkan"
	

	35
	Ketua Pokmas (I1)
	Yang terlampir sesuai dengan barang belanjaannya semua. Itu nota pembelanjaannya. Sesuai RAB
	Kelengkapan lampiran laporan
"Sesuai"
	

	36
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Dokumentasi, yang pertama SPJnya untuk pelaporan SPJ, nota-notanya, krutansi, pajak dan prosesnya di lapangan kami periksa semua Bahan-bahan yang digunakan kami dokumentasi semua Sesuaikan dengan RAB
	Dokumen pemeriksaan akuntabilitas
"SPJ, nota, krutansi, pajak dan prosesnya di lapangan kami periksa"
	

	37
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Setiap kali pencairan dana, pengusulan dana, mulai dari pengusulan dana, ini yang perlu diusulkan yang urgen, kita sudah komunikasi. Pelaksanaan begitu juga hingga selesai pelaporan begitu juga
	Tahapan akuntabilitas pengelolaan dana
"dari pengusulan hingga selesai pelaporan komunikasinya jalan"
	

	38
	Ketua Pokmas (I1)
	Ada pengawasan teknisnya, karena itu tadi kita pakai konsultan. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan, jangan sampai karena ini untuk lingkungan kita masing-masing
	Pengawasan teknis pelaksanaan
"kita pakai konsultan", "tidak bisa bekerja asal-asalan"
	Akuntabilitas Vertikal-Birokratis

	39
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	kebanyakan tugasnya ialah melakukan pengawasan baik administrasi maupun di lapangan dalam program pelaksanaan Probebaya kami siap untuk turun..
	Tugas pengawasan ganda Tim Fasilitasi
"pengawasan baik administrasi maupun di lapangan"
	

	40
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Semuanya 52 RT pokoknya setiap kali ada kegiatan RT kami turun ikut mengawasi.
	Cakupan pengawasan Tim Fasilitasi
"52 RT pokoknya setiap kali ada kegiatan kami turun"
	

	41
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Oh iya. Setiap ada dana keluar, kami pantau terus hingga lapangan kami pantau. Mulai dari pelaksanaan, mulai dari perencanaan kita pantau, pelaksanaan, sampai selesai pelaksanaan kita pantau.
	Bentuk pengawasan berkelanjutan
"dari perencanaan sampai selesai pelaksanaan kita pantau"
	

	42
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	kalau tidak sesuai kami tegur ketua pokmas dan ketua RT.
	Tindakan korektif ketidaksesuaian
"kalau tidak sesuai kami tegur"
	

	43
	Ketua Pokmas (I1)
	Iya, sesuai. Alhamdulillah sesuai semua. Dalam kegiatan kita, kita dikasih waktu, dan pencairan di tanggal sekian paling lambat, data itu sudah masuk di kelurahan kecamatan
	Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana
"sesuai semua"
	Akuntabilitas Vertikal Birokrasi

	44
	Masyarakat (I3)
	Kalau sudah direncanakan sesuai dengan bentuk warga, program yang tahun ini misalnya untuk di jalan sini itu memang sesuai memang sesuai sih untuk rencana pembangunannya sesuai
	Kesesuaian realisasi dengan rencana
"sesuai dengan bentuk warga"
	

	45
	Masyarakat (I4)
	Sesuai sudah direncanakan dan sesuai dengan yang sudah diinformasikan, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan
	Kesesuaian perencanaan-pelaksanaan
"Sesuai"
	

	46
	Ketua Pokmas (I1)
	Nah untuk RAB ini, terus terang... ini memang sangat-sangat kekurangan kami di Pokmas, semua Pokmas... kekurangan kami itu di teknisnya
	Keterbatasan teknis RAB
"sangat-sangat kekurangan kami di Pokmas", "di teknisnya"
	

	47
	Ketua Pokmas (I1)
	Otomatis kita Pokmas yang usahakan caranya bagaimana untuk konsultan itu, ya kita Pokmas yang menanggung, kita yang mengurusin
	Inisiatif Pokmas dalam QC
"kita Pokmas yang menanggung"
	

	48
	
	Faktornya mungkin yang pertama dulu nih kan... Itu mungkin nggak baiknya dulu secara manual di dunia pengerjaannya. Jadi pasir, koral, dan semen itu disiapkan di lokasi dilakukan manual, pakai tenaga manusia
	Penyebab kualitas buruk periode awal
"secara manual", "pakai tenaga manusia"
	

	49
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	mungkin yang banyak tahu tuh ya masalah Pokmas kalau Tim Fasilitasi Kelurahan banyak di pengawasannya cuma sekali dua kali kan saat pelaksanaan itu kita turun ke lapangan.
	Keterbatasan intensitas pengawasan
"Tim Fasilitasi cuma sekali dua kali saat pelaksanaan"
	Akuntabilitas Vertikal Birokrasi

	50
	Masyarakat (I3)
	Kalau yang 2 tahun ini untuk probebaya khususnya semenisasi tahun 2025 dan 2024 kita masih anggap baik Tapi kalau yang 2022 dan 2023 itu saya anggap kurang baik untuk inisiasi
	Evaluasi kualitas pekerjaan
"masih anggap baik", "kurang baik"
	

	51
	Masyarakat (I3)
	Karena mungkin begini, mungkin untuk hasil di jalannya itu banyak yang rusak sudah Artinya baru 1-2 tahun jalan sudah nyata rusak soalnya pakai manual
	Masalah kualitas periode lama
"baru 1-2 tahun jalan sudah nyata rusak"
	

	52
	Masyarakat (I3)
	itu pun juga mungkin pengerjaannya namanya pengerjaan orang lain yang ngerjakan bukan masyarakat sini mungkin kurang lah dia, kurang adukan atau gimana itu Tapi hasilnya kurang-kurang memuaskan
	Penyebab kualitas buruk
"kurang adukan", "kurang-kurang memuaskan"
	

	53
	Masyarakat (I3)
	Kalau yang 2 tahun kemarin mungkin nggak ada keluhan, yang keluhan itu yang 2022 dan 2023 Mungkin pekerjaannya yang kurang
	Keluhan warga per periode
"pekerjaannya yang kurang masing-masing"
	

	54
	Masyarakat (I4)
	Kurang, kurang responnya, kalau untuk Pokmas jadi kita tanya itu, ya nggak sesuai pertanyaan kadang-kadang, ya mungkin dari segalanya segini-gini itu, mungkin penjelasannya yang kurang dari Pokmas yang dulu
	Respon Pokmas terhadap keluhan
"Kurang responnya", "nggak sesuai pertanyaan", "penjelasannya yang kurang"
	

	55
	
	Tidak pada bolong-bolong itu, kurang baik kualitasnya. Sudah bagus cuma kurang baiklah
	Deskripsi kerusakan periode awal
"bolong-bolong", "kurang baik kualitasnya"
	

	56
	Ketua Pokmas (I1)
	Mulai dari musyawarahnya, penerbitan SKnya sampai dari camat lurahnya dengan tetap harus bermusyawarah. Saya sama satu tim kan, kita cari satu tim yang bisa jadi kerjasama.
	Proses pembentukan Pokmas
"harus bermusyawarah"
	Partisipasi Prosedural
Konsultatif (Perencanaan)

	57
	Ketua Pokmas (I1)
	Kita sebelum melaksanakan kegiatan, jadi di akhir bulan, di bulan 12 kita sudah mengadakan rembug warga. Jadi di bulan 11-12 sudah mengadakan rembug warga, terus kita minta kesepakatan dari masyarakat
	Mekanisme perencanaan partisipatif
"rembug warga", "kesepakatan dari masyarakat"
	

	58
	Ketua Pokmas (I1)
	Banyak, banyak bertanya, banyak pro kontranya, memang banyak. Karena itu tadi, pemahaman ini masyarakat kan kita harus maklumi
	Dinamika musyawarah
"banyak pro kontranya"
	

	59
	Ketua Pokmas (I1)
	Ya kita sih menampung aspirasi kita catat ya kan. Permintaan masyarakat apa gitu kalau sesuai kita jalankan kalau gak sesuai gak kita jalankan
	Mekanisme penampungan aspirasi
"menampung aspirasi kita catat"
	

	60
	Masyarakat (I3)
	Kadang-kadang ya masih ditampung tapi itu pun kan sesuai dengan hasil rapat Kalau memang suara terbanyak mungkin itu yang dipakai untuk rapat
	Mekanisme penampungan usulan
"Kadang-kadang ya masih ditampung", "suara terbanyak"
	

	61
	Masyarakat (I3)
	namanya masyarakat itu pasti kan usulannya macem-macem tapi kan yang urgensi apa sih? Kan probaya ini kan untuk infrastruktur contohnya itu untuk urgensinya dulu
	Seleksi usulan berdasarkan prioritas
"usulannya macem-macem", "yang urgensi"
	

	62
	Masyarakat (I4)
	Kita rembukan dulu sama warganya, ya kan. Oh ini yang perlu disemenisasi, daerah gang ini
	Mekanisme musyawarah perencanaan
"Kita rembukan dulu sama warganya"
	

	63
	Masyarakat (I4)
	Kalau rembug warga, untuk probebaya pasti ada rembug warga
	Konsistensi rembug warga
"pasti ada rembug warga"
	

	64
	Ketua Pokmas (I1)
	Ya namanya warga, walaupun enggak semua hadir yang kita undang datangnya segini, ya kita mau gimana? Kita enggak bisa juga... Banyak, Alhamdulillah
	Tingkat kehadiran rembug warga
"enggak semua hadir", "Banyak"
	Partisipasi Prosedural
Konsultatif (Perencanaan)

	65
	Ketua Pokmas (I1)
	Ya Alhamdulillah sih 50 persen diatas. Sisanya mungkin karena ada kesibukan kita juga gak bisa memaksa kan namanya masyarakat
	Persentase kehadiran musyawarah
"50 persen diatas", "gak bisa memaksa"
	

	66
	Masyarakat (I3)
	Pernah, pernah diundang saya setiap rapat pasti saya ada, kalau saya pas ada waktu setiap rembug warga saya selalu ada
	Kehadiran personal dalam musyawarah
"setiap rembug warga saya selalu ada"
	

	67
	Masyarakat (I3)
	Ya lumayan, sekitar 20-30 orang
	Jumlah peserta rembug warga
"sekitar 20-30 orang"
	

	68
	Ketua Pokmas (I1)
	Alhamdulillah ada di kegiatan semenisasi itu. Ada sih masyarakat yang support dengan memberikan air putihnya, kopinya ada
	Bentuk dukungan masyarakat
"support dengan memberikan air putihnya, kopinya"
	Partisipasi Prosedural Konsultatif (Perencanaan)

	69
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Kita sampaikan terbuka saja. Ini kalau misalnya mau sekaligus bagus, kalau memangnya ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakankan.
	Dorongan partisipasi swadaya
"kalau ada anggaran dari masyarakat bisa kita kerjakan"
	

	70
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	biasanya partisipasi masyarakat bisa menyambung sampai 45 atau sampai 50 meter.
	Bentuk kontribusi swadaya masyarakat
"partisipasi masyarakat bisa menyambung sampai 50 meter"
	

	71
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Iya, sudah sesuai dengan perwalinya. Masyarakat juga sudah terbukakan, sudah tahu, banyak yang tahu soal probebaya.
	Tingkat kesadaran masyarakat
"Masyarakat sudah terbukakan, sudah tahu, banyak yang tahu"
	Partisipasi Prosedural Konsultatif (Perencanaan)

	72
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Kalau rendah sih tidak terlalu nampak. Kalau antusiasnya sih banyak, cukup tinggi antusiasnya masyarakat. Berlomba-lomba malah untuk mengerjakan yang memang urgen
	Tingkat antusiasme masyarakat
"cukup tinggi antusiasnya. Berlomba-lomba malah"
	

	73
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	partisipasi masyarakat khususnya di Sukomakemur itu apalagi RT46 sudah tinggi.
	Evaluasi partisipasi di RT 46
"partisipasi masyarakat di RT46 sudah tinggi"
	

	74
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Kekuatannya itu partisipasi masyarakatnya tinggi sebenarnya. Kompak gitu kan, saya tahu persis di tempatnya Pak Raga itu masyarakatnya kompak.
	Kekompakan sebagai kekuatan utama
"partisipasi tinggi. Kompak gitu kan"
	

	75
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	yang penting dilaksanakan sebaiknya dilaksanakan di lingkungan RT itu sendir tenaga kerjaannya dari situ memang pemberdayaannya untuk di masyarakat lingkunga
	Prinsip pemberdayaan masyarakat lokal
"tenaga kerjaannya dari situ pemberdayaannya untuk masyarakat"
	Penurunan Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan

	76
	Ketua Pokmas (I1)
	Waduh ganti-ganti. Yang paling-paling aktif ya masyarakat juga ya, Pokmas iya kami beri masukan pasti kita yang kasih juga kan
	Pihak aktif dalam musyawarah
"ganti-ganti"
	

	77
	Ketua Pokmas (I1)
	Ya, kalau seberapa aktif sih, masyarakat kan hanya melihat aja mereka ini. Setelah melihat kegiatan, oh ini jalannya, oh sudah, gitu
	Level pengawasan masyarakat
"hanya melihat aja"
	

	78
	Ketua Pokmas (I1)
	tidak ada hanya evaluasi sih ada saat rembug itu kita bahas lagi
	Forum evaluasi pasca pelaksanaan
"evaluasi sih ada saat rembug"
	

	79
	Masyarakat (I3)
	Nggak pernah, saya terlibat hanya mengawasi yang 2025 tapi yang sebelumnya memang saya nggak ada sama sekali terlibat
	Keterlibatan dalam pelaksanaan
"hanya mengawasi", "nggak ada sama sekali terlibat"
	

	80
	Masyarakat (I3)
	keterlibatan masyarakat untuk Probebaya ini mungkin masih kurang karena masyarakat terlibatkan waktu dirembug warga aja jadi untuk pekerjaannya itu mungkin masyarakat RT46 nggak ada yang dilibatkan
	Level partisipasi keseluruhan
"masih kurang", "nggak ada yang dilibatkan"
	

	81
	Masyarakat (I4)
	Kalau terlibatnya sih enggak, Karena kita bukan ikut kerja disitu ya hanya melihati saja dan mengawasi, gitu aja lah
	Level keterlibatan dalam pelaksanaan
"hanya melihati saja dan mengawasi"
	

	82
	Masyarakat (I4)
	Mengawasi batas masyarakat, mereka tahu ya ini sudah diseman, gitu aja
	Bentuk pengawasan pasif
"Mengawasi batas masyarakat"
	

	83
	Ketua Pokmas (I1)
	Jarang, jarang ada yang mau. Kenapa? Karena gak sesuai dengan upah yang diluaran... upahnya itu gak sesuai... Rata-rata seperti itu
	Keterlibatan sebagai tenaga kerja
"gak sesuai dengan upah yang diluaran"
	Hambatan Struktural dalam Mobilisasi Tenaga Kerja; Partisipasi Berbasis Pemberdayaan Lokal

	84
	Masyarakat (I3)
	yang pekerjaannya itu yang dilakukan dari pekerjaan dari orang luar, di luar RT46 Kalau di dalam RT46 itu mungkin ya cuma RTnya aja yang dulu
	Eksklusi tenaga kerja lokal
"orang luar, di luar RT46", "cuma RTnya aja"
	

	85
	Masyarakat (I3)
	dulu kan ada pembukaan Pokmas itu mungkin ya Mungkin dari Pokmas yang lama itu sudah ada timnya sendiri Jadi dari masyarakat RT46 itu nggak ada yang masuk tim dari Pokmas yang terdahulu
	Struktur Pokmas yang tertutup
"sudah ada timnya sendiri", "nggak ada yang masuk tim"
	

	86
	Masyarakat (I4)
	Makanya dia ambil dari timnya dia sendiri, jadi pekerjanya sudah disiapkan sama tim Pokmas yang dulu Jadi untuk rancangannya itu ya dari timnya sendiri
	Pola rekrutmen tenaga kerja
"dari timnya dia sendiri", "sudah disiapkan"
	

	87
	Ketua Pokmas (I1)
	Ya, masing-masing orang masing-masing pendapatnya sih itu faktornya... pemahaman awam itu kan gak bisa sepenuhnya 100%. Karena pemahaman mereka kan sesuai janji-janji kampanye
	Faktor partisipasi masyarakat
"pemahaman awam", "janji-janji kampanye"
	Penurunan Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan

	88
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Masalahnya, mungkin pada masyarakat terkait Probebaya kalau yang nggak paham itu aja kali masalahnya itu.
	Kelemahan pemahaman sebagian masyarakat
"masyarakat yang nggak paham itu aja masalahnya"
	

	89
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	masalahnya mungkin yang nggak paham itu aja terkadang pikiran orang macam-macam kan kalau di pembangunan lingkungan tidak sesuai harapan
	Potensi mispersepsi masyarakat
"pikiran orang macam-macam kalau tidak sesuai harapan"
	

	90
	Ketua Pokmas (I1)
	Kalau program ini Probebaya memang sangat bagus yang dulunya untuk pembangunan lingkungan, kita harus bersusah payah menunggu aspirasi-aspirasi
	Persepsi dampak Probebaya
"sangat bagus"
	Keberlanjutan Output Fisik Terpenuhi

	91
	Ketua Pokmas (I1)
	Dulunya di tempat kita sini redup, jalan juga parah sekarang sudah mulai bagus. Tinggal ya sabar aja karena kegiatan yang baru berjalan, itu pun nggak sepenuhnya di lingkungan kita aja
	Perubahan kondisi infrastruktur
"dulunya redup... sekarang sudah mulai bagus"
	

	92
	Ketua Pokmas (I1)
	Dulunya tertinggal semenisasi, tertinggal drainase, tertinggal kegiatan ibu-ibu di lingkungan PKK Dasawisma sekarang ada semua, alhamdulillah
	Cakupan dampak program
"sekarang ada semua"
	

	93
	Ketua Pokmas (I1)
	Masyarakat senang karena jalan yang sebelumnya rusak dan becek menjadi bagus
	Manfaat bagi masyarakat
"Masyarakat senang"
	

	94
	Masyarakat (I3)
	Sebelumnya itu rusak memang, dulu pernah di aspal tapi sudah berapa tahun yang lalu sudah rusak, dengan adanya Probebaya ini sudah Alhamdulillah sudah mulai bagus
	Perubahan kondisi infrastruktur
"dulu rusak... sekarang sudah mulai bagus"
	

	95
	Masyarakat (I3)
	Ya Alhamdulillah dengan adanya probebaya untuk sakras terutama untuk semenisasi di RT 46 ini sudah ada perubahan, jalan-jalan yang dulu mungkin becek itu Alhamdulillah sekarang sudah bagus
	Dampak positif program
"sudah ada perubahan", "yang dulu becek... sekarang sudah bagus"
	

	96
	Masyarakat (I4)
	Ya sangat membantu bagi kita perubahannya itu, ya kan. Contohnya sekarang seperti jalan g ya sudah mulai, sedikit banyaknya sudah terdapat baik
	Dampak positif program
"sangat membantu", "sudah terdapat baik"
	

	97
	Masyarakat (I4)
	Ya, bagus Sekarang lancar. Sudah terdampak bagus lah sekarang setelah mobilisasi
	Manfaat mobilitas
"Sekarang lancar", "Sudah terdampak bagus"
	

	98
	Ketua Pokmas (I1)
	Alhamdulilah bagus... Alhamdulilah masih berfungsi semua
	Kondisi hasil pembangunan
"masih berfungsi semua"
	Keberlanjutan Output Fisik Terpenuhi

	99
	Ketua Pokmas (I1)
	Belum ada kerusakan sama sekali, di aturanya jika sudah 3 tahun pengajuan semenisasi ulang tapi di RT 46 belum ada
	Status kerusakan infrastruktur
"Belum ada kerusakan sama sekali"
	

	100
	Ketua Pokmas (I1)
	Pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat di wilayah RT seperti Gotong Royong pasti ada... Lingkungan RT seperti Masyarakat yang bertanggung jawab
	Mekanisme pemeliharaan
"Gotong Royong pasti ada"
	

	101
	Ketua Pokmas (I1)
	Mekanisme perbaikan jalan, saya sebagai ketua RT dan masyarakat gotong royong dan tidak menggunakan dana probebaya tapi menggunakan dana lingkungan
	Prosedur perbaikan kerusakan
"menggunakan dana lingkungan"
	

	102
	Ketua Pokmas (I1)
	Tidak ada hambatan, semua menjaga hasil pembangunan dengan baik
	Hambatan keberlanjutan
"semua menjaga hasil pembangunan"
	

	103
	Masyarakat (I3)
	Kalau pemeliharaan tetap kita lakukan Kalau memang ada kerusakan ya kita tetap kita baiki tapi sekarang kan dari uang kas kita sendiri untuk baiki
	Mekanisme pemeliharaan mandiri
"tetap kita lakukan", "dari uang kas kita sendiri"
	

	104
	Masyarakat (I3)
	Kas itu di RT46 kita setiap malam kan kita ambil jimpitan dari masyarakat Itu sudah berjalan mungkin kita 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu
	Sumber dana pemeliharaan
"jimpitan dari masyarakat"
	

	105
	Masyarakat (I3)
	Kalau ada kerusakan yang bertanggung jawab ya warga masyarakat di RT46 sendiri Artinya kita punya uang kas itu kan kita melakukan untuk baiki yang rusak itu mungkin ya kita sama-sama lah
	Tanggung jawab kolektif pemeliharaan
"warga masyarakat... sama-sama"
	

	106
	Masyarakat (I4)
	Selama ini kalau jalannya rusak, kita seberdaya masyarakat. Sumber daya masyarakat dengan ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang pasir
	Mekanisme pemeliharaan mandiri
"kita seberdaya masyarakat", "ada yang menyumbang"
	

	107
	Masyarakat (I4)
	Kemarin kita, sumber daya masyarakat, belikan semen, ya kan? Ada pasir, korah ditambah sulam, yang bolong-bolong kita tambahin
	Aksi perbaikan swadaya
"yang bolong-bolong kita tambahin"
	

	108
	Masyarakat (I4)
	Jadi kita action sendirilah masyarakat. Dengan keterlibatan ketua lingkungan yang ngarahkan
	Inisiatif lokal pemeliharaan
"kita action sendirilah masyarakat"
	

	109
	Masyarakat (I4)
	Dengan uang pribadi ada. Kayak uang, apa namanya? Uang sumbangan warga. Jelas uang pribadi kan, sumbangan warga yang kita gunakan
	Sumber dana pemeliharaan
"Uang sumbangan warga"
	

	110
	Ketua Pokmas (I1)
	Tentu ada, dengan RT dan Ketua Pokmas yang baru akan mengajukan kegiatan probebaya lanjutan
	Kontinuitas program
"probebaya lanjutan"
	Keberlanjutan Proses Belum Terpenuhi

	111
	Ketua Pokmas (I1)
	Mudahan Probebaya ini tetap berjalan, lingkungan berkembang terus dan jangan sampai berhenti karena kurangnya ratanya pembangunan dari pemerintahan kota
	Harapan keberlanjutan program
"jangan sampai berhenti"
	

	112
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Sebenarnya memang harus ada kelanjutannya, soalnya di lingkungan kita ini khususnya Rawa Makmur, khususnya di RT46 itu masih banyak yang memang perlu pembenahan.
	Kebutuhan keberlanjutan program
"masih banyak yang perlu pembenahan"
	

	113
	Masyarakat (I3)
	Khususnya untuk warga RT46 banyak mengharap untuk program Probebaya ini masih berlanjut Artinya tempat kita itu masih banyak yang belum tersentuh untuk semenisasi
	Harapan kontinuitas program
"banyak mengharap... masih berlanjut", "masih banyak yang belum tersentuh"
	

	114
	Masyarakat 
	Karena ini program ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat RT46 khususnya
	Apresiasi terhadap program
"benar-benar bermanfaat"
	

	115
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Tapi syukurlah kita memang ada anggaran yang diberikan walaupun sedikit tapi nyata kan.
	Apresiasi keberadaan program
"ada anggaran walaupun sedikit tapi nyata"
	Keberlanjutan Output Fisik Terpenuhi; Persepsi Positif terhadap Dampak Program

	116
	Masyarakat (I3)
	Artinya kalau untuk pembangunan sih sesuai karena masyarakat sini memang yang diharapkan itu infrastruktur karena di RT 46 khususnya itu banyak infrastruktur yang belum memadahi
	Relevansi dengan kebutuhan
"banyak infrastruktur yang belum memadahi"
	

	117
	Masyarakat (I3)
	Walaupun itu sedikit-sedikit sudah bagus lah artinya sudah dirasakan masyarakat untuk dampaknya dari probebaya ini
	Apresiasi bertahap
"sedikit-sedikit sudah bagus", "sudah dirasakan masyarakat"
	

	118
	Masyarakat (I3)
	Ya manfaatnya itu terutama untuk semenisasi ya masyarakat lebih mudah untuk akses Terutama di jalan yang sudah bagus ini
	Manfaat konkret bagi masyarakat
"lebih mudah untuk akses"
	

	119
	Masyarakat (I4)
	Sudah cukup membantu, sudah cukup baik lah perubahanya yang sudah kita perasakan sekarang
	Apresiasi keseluruhan program
"Sudah cukup membantu", "sudah kita perasakan"
	

	120
	
	Kalau untuk lainnya, yang dana untuk kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK, dan lainnya itu ya terdapat baik juga untuk lingkungan kita
	Dampak pada pemberdayaan
"terdapat baik juga"
	

	121
	
	Sekarang sudah ada, ya kan, ibu-ibu pertanian, ya kan, yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Sekarang sudah nanam sayur, sudah dipanen
	Bukti konkret pemberdayaan
"sudah nanam sayur, sudah dipanen"
	

	122
	
	Sudah lumayan ada dampaknya untuk jalan sudah bagus. Untuk kegiatan ibu-ibu pKK juga bagus, Posyandu juga sudah bagus
	Apresiasi dampak holistik
"Sudah lumayan ada dampaknya"
	

	123
	Masyarakat (I3)
	Kelebihannya sangat bermanfaat untuk masyarakat contohnya perubahannya itu kan kita di program Probebaya itu gak satu titik saja
	Kelebihan program
"sangat bermanfaat", "gak satu titik saja"
	

	124
	Masyarakat (I3)
	kalau itu tergantung dari pemimpinnya atau RTnya kalau memang dia benar-benar memanfaatkan dari Probebaya itu membuat kampungnya lebih maju untuk infrastruktur dan pemberdayaan
	Faktor keberhasilan program
"tergantung dari pemimpinnya", "benar-benar memanfaatkan"
	

	125
	Masyarakat (I3)
	Program ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat Jadi biarkan masyarakat itu tau, oh ini lho program dari pemerintah untuk masyarakat itu ini
	Kebutuhan pemahaman masyarakat
"harus benar-benar dipahami", "biarkan masyarakat itu tau"
	Penurunan Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan

	126
	Masyarakat (I3)
	Jadi apa-apa itu harus melibatkan masyarakat Karena kita itu sebagai masyarakat, ayo kita sama-sama untuk membangun kampung kita
	Harapan partisipasi inklusif
"harus melibatkan masyarakat", "ayo kita sama-sama untuk membangun kampung kita"
	

	127
	Ketua Pokmas (I1)
	Dana khusus tidak ada tapi untuk kegiatan gotong royong sedang diajukan untuk pendanaan gotong royong dari kegiatan Probebaya
	Sumber dana pemeliharaan
"sedang diajukan"
	Keberlanjutan Proses Belum Terpenuhi

	128
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Setiap RT masih mengusulkan itu rata-rata infrastruktur-infrastruktur itu pun memerlukan biaya yang cukup lumayan terkadang tidak bisa sekaligus. Harus dua-tiga kali baru selesai membangun jalan gangnya
	Keterbatasan anggaran dan tahapan
"tidak bisa sekaligus. Harus dua-tiga kali baru selesai"
	

	129
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Masih banyak usulan-usulannya itu masih banyak. RT46 itu masih banyak. Kalau sekali 2-3 tahun aja masih panjang gitu. Masih banyak jalan-jalan lingkungan yang perlu diperhatikan.
	Kebutuhan infrastruktur berkelanjutan
"Masih banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan"
	

	130
	Masyarakat (I4)
	Yang perlu semenisasi lagi. Karena semenisasi yang ada ini, belum semuanya menyeluruh di lingkungan RT kita ini untuk semenisasi
	Cakupan pembangunan belum menyeluruh
"belum semuanya menyeluruh"
	

	131
	Masyarakat (I4)
	Kalau yang sekarang ini, ini masih di jalan kita ini, yang perlu disemen itu mungkin sekitar 50-60% yang perlu semenisasi lagi
	Persentase area belum tersentuh
"sekitar 50-60% yang perlu semenisasi lagi"
	

	132
	Masyarakat (I4)
	Jalan Sari 1 itu belum, di Telaga Wangi ini yang masih separuh. Di Gang Sari 3 itu malah kelilingan itu belum sama sekali semenisasi
	Identifikasi area belum ditangani
"belum sama sekali semenisasi"
	

	133
	Masyarakat (I4)
	Karena masih ada separuhnya ini belum kesentuh sama sekali sampai sekarang ini
	Realitas cakupan terbatas
"separuhnya ini belum kesentuh sama sekali"
	

	134
	Masyarakat (I4)
	Dan kalau bisa digang-gang, kalau bisa disentuh semua oleh Probebaya. Jadi semua bisa, jalan kita sudah bagus
	Harapan cakupan menyeluruh
"kalau bisa disentuh semua"
	

	135
	Masyarakat (I3)
	Untuk tahun ke depannya kalau bisa perubahan dananya ini ditambah dalamnya Bukan dikurangi. Sekarang sudah dikurangi nih
	Kritik pengurangan anggaran
"ditambah dalamnya Bukan dikurangi", "Sekarang sudah dikurangi"
	

	136
	Masyarakat (I4)
	Yang harusnya 100 persen menjadi 60-70 persen
	Perubahan alokasi anggaran
"Yang harusnya 100 persen menjadi 60-70 persen"
	

	137
	Masyarakat (I4)
	Harapannya mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin anggaranya lebih ditambah lagi Karena khususnya di RT 46 itu kan wilayahnya luas, infrastrukturnya masih kurang
	Harapan peningkatan anggaran
"anggaranya lebih ditambah lagi"
	

	138
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Belum ada perawatannya dengan jangka waktu tiga tahun bisa direhat kembali kalau memang rusak parah lagi, yaa pengajuan perbaikan.
	Sistem pemeliharaan berkala
"tiga tahun bisa direhat kalau rusak parah"
	Keberlanjutan Output fisik terpenuhi

	139
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	Pemeliharaannya sih ada cuma kami dikasih deadline kalau misalnya dalam 3 tahun sudah dilaksanakan dan memang perlu lagi diadakan rehab atau peraikan jalan kembali.
	Kebijakan pemeliharaan 3 tahun
"dalam 3 tahun sudah dilaksanakan perlu diadakan rehab"
	

	140
	Tim Fasilitasi Kelurahan (I2)
	biasanya kendalanya kalau untuk sapras, infrastruktur itu, dari faktor cuaca. jadi kadang kalau mau semenisasi kan kita sudah berjadwal ini. pas hujan, bahan sudah disiapkan jadi tidak bisa dilaksanakan
	Kendala teknis pelaksanaan
"kendalanya dari faktor cuaca pas hujan bahan sudah disiapkan"
	

	141
	Masyarakat (I4)
	Untuk semenisasi yang 2023 dan 2022 itu yang ini, yang kurang. Kalau 2024-2025 itu bagus
	Kondisi saat ini per periode
"yang kurang", "bagus"
	Akuntabilitas Kualitas Output; Pengawasan Berlapis

	142
	Masyarakat (I3)
	Harapan lebih bagus lagi kita sebagai masyarakat, kita di lingkungan tempatan ini, inginnya lebih bagus lagi
	Harapan peningkatan program
"inginnya lebih bagus lagi"
	

	143
	Masyarakat (I3)
	Untuk semanisasi jalan sudah bagus. Biarpun enggak semua. Karena baru berjalan 4 tahun ini ya
	Kelebihan program
"Biarpun enggak semua"
	

	144
	Ketua Pokmas (I1)
	Dana yang kita terima itu bukan utuh. Cuma kita ini kan enggak bisa terima langsun dikelola oleh pihak kelolaan, LPM, OPNAS dan lain sebagainya
	Kekurangan: dana tidak utuh
"Dana yang kita terima itu bukan utuh", "enggak bisa terima langsun"
	Defisit Akuntabilitas Horizontal ke Masyarakat

	145
	Masyarakat (I3)
	Kita terimanya di lapangan ini berupa material saja. kelemahannya. Enggak langsung dikasihkan ke kita, di masyarakat umum
	Bentuk penerimaan dana
"berupa material saja", "Enggak langsung dikasihkan ke kita"
	

	146
	Masyarakat (I3)
	Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah kan udah ada sekian
	Harapan pengelolaan langsung
"Kalau bisa dikasihkan ke kita itu enak lah"
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Lampiran 9 : Rencana Anggaran Biaya
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Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,

Kelurahan Rawa Makmur

Di-

Kecamatan Palaran, Kota Samarina

Schubungan dengan Penyusunan Karya Tulis limiah/Ti ugas Akhir (TA) scbagai prasyarat wajib bagi

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Bersama ini mohon ijin untuk

melaksanakan penclitian dengan tujuan : Wawancara Untuk Pengambilan Data Penggunaan Dana
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Nama : Yusnia Amalia Putri

NIM : 2201036137
Program Studi  : S1 - Akuntansi
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JL. Ampera No.01 RT.10 Telepon : (0541) 681851 Kode Pos : 75243
Email :

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.8/0128/400.02.01

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Rawa Makmur Kecamatan Palaran
menerangkan bahwa :

No. NIM NAMA PROGRAM STUDI

1. | 2201036137 Yusnia Amalia Putri $1 - Akuntansi

Berdasarkan Surat Dari Dekan Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Nomor : 034/UN17.1/PT.00.04/2026 Tanggal 15 Januari 2026 bahwa nama
Mahasiswa diatas dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi dan penyelesaian
studi program S-1 akan mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas
Penggunaan Dana Probebaya Oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari
Perspektif Audit Sosial” yang akan dilaksanakan dalam waktu 14 Hari khususnya
pada Pokmas Suko Makmur RT. 46 Kel. Rawa Makmur, dengan itu kami dari
pihak Kelurahan Rawa Makmur akan membantu memberikan data yang dianggap
perlu serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 Januari 2026

Ditandatangani secara elekteonik oleh ;
Lurah,

Sugik,S.Pd., M.Pd

Pembina (1/a)
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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN PALARAN
Jl. AMPERA RT.46 KELURAHAN RAWA MAKMUR

KEPUTUSAN CAMAT PALARAN
NOMOR : 500/0199/400.02/2025

TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DI KELURAHAN SE-KECAMATAN PALARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PALARAN,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA), telah dibentuk
Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masingmasing kelurahan di
wilayah Kecamatan Palaran melalui rembug kelurahan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota
Samarinda Nomor... Tahun 20... tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan  Program  Pembangunan dan  Pemberdayaan
Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mendapat pengesahan dari Camat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Camat Palaran tentang Pengesahan
Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se- Kecamatan Palaran
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukkan
Daerah Tingkat [T di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 72 Tahun 1959);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205,

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

5. Peraturan Wali Kola Samarinda Nomor .... Tahun 20.... tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

»
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN CAMAT PALARAN TENTANG PENGESAHAN
KELOMPOK ~ MASYARAKAT KEGIATAN  PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN ~ SEKECAMATAN ~ PALARAN  TAHUN
ANGGARAN 2025

Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan se- Kecamatan
Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan susunan
pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum

' KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing
kelurahan domisili Kelompok Masyarakat.

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas :

1. Membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana Kegiatan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
Camat selaku Pengguna Anggaran.

4. Menandatangani  kontrak swakelola Kegiatan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

6. Melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan
swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Z
Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Wali Kota
Samarinda Nomor ... Tahun 20..... tentang Pedoman Tehnis
Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN

LAMPIRAN PERUBAHAN KEPUTUSAN

CAMAT PALARAN

NOMOR
TANGGAL

: 07 FEBRUARI 2025

:500/0199/400.02/2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN SE-KECAMATAN PALARAN

TAHUN ANGGARAN 2025
No | KELURAHAN NAMA POKMAS NAMA ANGGOTA KEDUDUKAN
DALAM POKMAS
1 SIMPANG PASIR | 1. POKMAS BERDAYA | L. SAMINO KETUA
MASYARAKAT 2.ZAKI SEKRETARIS
3. SUWARSO BENDAHARA
4. ARMAN ANGGOTA
5. EKO SUPANGAT
6. DWI PURNOMO- ANGGOTA
7. AKROMIEKO SAPUTRO ANGGOTA
8. HARSONO ANGGOTA
9. SULISTIONO ANGGOTA
10. SITI WINARTL ANGGOTA
2. POKMAS BINA | 1. DIYANTO
MASYARAKAT 2. NYUWIRO SEKRETARIS
3. SELAMET SAPUTRA BENDAHARA
4. AFIF MARDANI PUTRA ANGGOTA
5. SURAHMAN ANGGOTA
6. RANGGA WARSITO ANGGOTA
7. SUPRIYADL ANGGOTA
8. MAHMUD ANGGOTA
9. SUKAMAT ANGGOTA
10. SUWANTO ANGGOTA
2 | RAWA MAKMUR | . POKMAS TEMPOREJO | 1. TRYONO KETUA
2. ANGGUN PERBAYA SEKRETARIS
3. SUYANTO BENDAHARA
4.SUYANTO ANGGOTA
5. SUMALI ANGGOTA
6. ANIS SAMAWATT ANGGOTA
7. RUSLI ANGGOTA
8. KOMARUDIN ANGGOTA
9. FINGKY FI'LIYAH ANGGOTA
10. SYAKIR ANGGOTA 1|
2, POKMAS GEMILANG | I. MUHTAR SYAHRONI KETUA |
2. MAHFUL SEKRETARIS |
3.SUGIANTO BENDAHARA |
4. HASANUDDIN ANGGOTA
5. EDY SUTIKNO ANGGOTA
6. ISMAIL ANGGOTA

7. ABDUL SOLEH ANGAQOTA
8. HM. KHARISUDIN ANGGOTA |
9. ANGGOTA
10. M. MANSYUR ANGGOTA
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3.POKMAS  KAMBOJA | 1. SUPARDI
JAYA 2, FIRDAUS

4. SUKIMIN
5. KURNAIN RAMADANI

6. SAHARUDDIN

7. TUTIK SUKARTININGSIH
8. NURAENA
10. MOHTADI

4.POKMAS  KARANG [ 1. NASIR

ANYAR
3. IMAM HAMBALI
4. MOH RIFAL
7. SUWARDI
8. AMINAH

9. WAHYU EKO SUSILO
10. BASUKI RAHMAD, S.Pd

L. HIDAYAT RAGA

2. EDI MULIANTO

3. WAWAN P SURYATA
4. SUBANDI

7.1MAM BASORI
8. UNTUNG SURYAWAN

MAULANA AULIANSYAH
NURSAIFULLAH
BAHRAN
BAWANI
CATUR KASIYANTO
. HALWIYAH AMIR
0. MAULIDIA RIA MAHARANI

2. MUHAMMAD DAVIDS
FEBRIANTO
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RENCANA ANGGARAN BIAYA !

PROBEBAYA

KELURAHAN RAWA MAKMUR
NER

KEGIATAN :
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN :
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
(INFRASTRUKTUR)

PEKERJAAN :

SEMENISASI GG. SARI 2
LOKASI

RT 046

DIKERJAKAN OLEH :
POKMAS SUKO MAKMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

%
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